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Nama : Danuta Putri
Program Studi: Magister Kenotariatan 
Judul : Pembatalan Akta Jual Beli Atas Harta Bersama

(Putusan MARI No.334 PK/Pdt/2003).

Dalam masyarakat hukum yang berkembang dari waktu ke waktu, perlu 
adanya suatu kepastian tentang perjanjian yang dibuat oleh para pihak. Notaris 
adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua 
perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum 
atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta 
otentik. Akta jual beli dibuat oleh Notaris dalam kedudukannya sebagai PPAT. 
Penulisan tesis ini membahas suatu kasus pembatalan akta jual beli atas harta 
bersama berdasarkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.334 
PK/Pdt/2003. Dalam kasus ini telah dilaksanakan jual beli atas harta bersama yang 
dilakukan tanpa persetujuan dari istri/pasangan hidupnya. Hal tersebut 
mengakibatkan jual beli yang dinyatakan dalam akta No.320/09.03/JG.II/1996 tidak 
sah dan batal demi hukum karena tidak memenuhi salah satu syarat sahnya perjanjian 
dalam Pasal 1320 KUHPerdata yaitu suatu sebab yang halal dan mengandung unsur 
perbuatan melawan hukum. Pokok permasalahan dalam tesis ini adalah akibat hukum 
bagi Notaris selaku PPAT yang membuat akta tidak sesuai dengan Undang-Undang 
dan pertimbangan hukum putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 334 
PK/Pdt/2003. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. 
Notaris/PPAT yang melakukan pelanggaran dalam pembuatan akta dapat dikenakan 
sanksi ganti rugi dan dapat dituntut ke muka pengad.lan Jual bel. atas harta bersama 
tanpa persetujuan dari pasangan hidup adalah tidak sah dan batal dem. hukum.

Kata kunci:
Akta, jual beli, harta bersama
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Name : Danuta Putri
Study Programme : Magister Kenotariatan 
Tittle : Pembatalan Akta Jual Beli Atas Harta Bersama

(Putusan MARI No.334 PK/Pdt/2003).

In the legal community that is developed from time to time, it is necessary to 
have the certainty about the agreement made by the parties. The notary is the general 
official having the authority to prepare the authentic deed on all acts, agreements and 
stipulation that are required by the general regulation or by the interested party 
intented to be declared in an authentic deed. The deed of sale and purchase is 
prepared by Notary in his capacity as the Conveyancer. This thesis is prepared to 
discuss a case of cancellation of deed of sale and purchase on the joint assets based 
on the judgement of the Supreme Court of the Republic of Indonesia No. 334 
PK/Pdt/2003. In this case, a sale and purchase have been conducted on the joint 
assets without the approval from the wife/spouse. It caused the sale and purchase 
stated in deed No. 320/09.03/JG.II/1996 invalid and become null and void because it 
did not fulfill one of the requirements of the valid agreement in article 1320 of Civil 
Code namely a valid reason containing the unlawful act. The subject matter in this 
thesis legal consequence for the Notary/Conveyancer preparing the deed not in 
accordande with the law and legal consideration of judgment of Supreme Court of 
the Republic of Indonesia No. 334 PK/Pdt/2003. The research methodology used is 
the juridical normative. The Notary/Conveyancer that to the colhcion in the 
preparing authentic deed can owing a fine doubt and can to lay before the court Sale 
and purchase on the joint assets without the approval from the spouse is invalid and 
become null.

Password:
Deed, sale and purchase, joint assets
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BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan 

secara tegas bahwa Negara Republik Indonesia adalah Negara hukum. Dalam 

menjamin adanya kepastian hukum maka harus diikuti dengan proses penegakan 

hukum. Kebutuhan akan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum dewasa ini 

makin meningkat sejalan dengan tuntutan perkembangan hubungan ekonomi dan 

sosial, baik dalam tingkat nasional, regional maupun global. Kepastian, ketertiban, 

dan perlindungan hukum menuntut bahwa lalu lintas hukum dalam kehidupan 

masyarakat memerlukan adanya alat bukti yang menentukan dengan jelas hak dan 

kewajiban seseorang sebagai subyek hukum. Dalam masyarakat hukum yang 

berkembang dari waktu ke waktu, maka disadari perlu adanya suatu kepastian 

tentang perjanjian yang dibuat oleh para pihak, sehingga pada suatu waktu 

mendatang tidak akan disangkal oleh para pihak yang membuatnya.

Pembatalan akta..., Danuta Putri, FH UI, 2008



Adagium “PACTA SUN SERVANDA” merupakan salah satu asas hukum 

yang terpenting. Asas tersebut berhubungan dengan asas kebebasan berkontrak 

seperti diatur dalam Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang 

menyebabkan sekarang ini setiap perbuatan hukum dalam masyarakat dituangkan 

dalam bentuk peijanjian yang dibuat dengan akta notariil yang berbentuk suatu akta 

otentik. Akta otentik seperti yang tertuang dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang 

Hukum Perdata merupakan suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh 

Undang-Undang dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk 

itu ditempat dimana akta itu dibuat. Pejabat umum yang dimaksud adalah notaris. 

Akta adalah tulisan yang sengaja dibuat untuk dijadikan alat bukti. Menurut 

ketentuan hukum, barang siapa mengatakan sesuatu harus membuktikan 

kebenarannya.1

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang ufttuk membuat akta otentik 

dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalanl Undang-Undang Jabatan 

Notaris.2 Tugas notaris selain membuat akta-akta otentik, juga ditugaskan untuk 

melakukan pendaftaran dan mensahkan (waarmerken dan legaliseren) surat-surat 

atau akta-akta yang dibuat di bawah tangan. Selain itu, notaris juga memberikan 

nasehat hukum dan penjelasan mengenai undang-undang kepada pihak-pihak yang 

bersangkutan.

Akta otentik menentukan secara jelas hak dan kewajiban para pihak, 

menjamin kepastian hukum, dan sekaligus diharapkan pula dapat menghindari 

terjadinya sengketa. Walaupun sengketa tidak dapat dihindari maka dalam proses

‘ A.Kohar.Notaris Dalam Praktek Hukum (Bandung: Alumni, 1983), hlm.6.
2 Indonesia, Undang-Undang Tentang Jabatan Notaris, UU No.30 Tahun 2004, LN N o.l 17 

Tahun 2004, ps 1.
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penyelesaian sengketa dengan adanya akta otentik merupakan alat bukti terkuat dan 

terpenuh dalam memberikan sumbangan nyata dalam penyelesaian perkara di 

pengadilan.

Banyak kasus yang timbul dalam masyarakat yang menyangkut akta yang 

dibuat oleh notaris. Hal ini dapat timbul baik karena kecerobohan seorang notaris 

atau masyarakat itu sendiri bahkan dapat juga karena kecerobohan pihak lain. 

Tentunya di dalam timbulnya sengketa-sengketa tersebut akan ada pihak yang 

bertanggunggugat, yang dalam hal ini pihak-pihak yang terlibat langsung dalam 

proses pembuatan akta yaitu notaris, para pihak atau kuasanya dan saksi-saksi. 

Apabila muncul sengketa terhadap akta yang dibuat, notaris bertanggunggugat 

sepanjang sengketa tersebut terbukti timbul akibat kesalahannya. Tetapi apabila 

kesalahan disebabkan oleh para pihak, posisi notaris hanya sebagai saksi dan tidak 

bertanggunggugat atas ketidakbenaran materiil yang dikemukakan oleh para pihak. 

Tetapi apabila notaris terbukti bersalah maka ia akan dikenakan sanksi administratif.

Sesuai dengan UUJN dan ketentuan-ketentuan dalam kode etik notans maka 

notaris selaku pejabat yang berwenang membuat akta otentik harus dapat 

mempertimbangkan dan menganalisa dengan cermat dalam proses pembuatan akta 

otentik tersebut sejak para pihak datang menghadapnya dan mengemukakan 

keterangan-keterangan baik berupa syarat formil maupun syarat administrasi yang 

menjadi dasar pembuatan akta tersebut sampai dengan tanggung jawab notans

terhadap bentuk akta otentik tersebut.

Notaris tidak diperbolehkan untuk menolak membuat akta sesuai dengan 

kemauan para pihak karena sudah menjadi kewajiban dan wewenang notans kecuali
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ada alasan yang menurut undang-undang untuk menolaknya. Suatu perbuatan yang 

dapat dikategorikan perbuatan melawan hukum apabila mengandung unsur-unsur

adanya perbuatan, perbuatan yang melawan hukum, adanya kesalahan, adanya 

kerugian. Bila unsur-unsur tersebut terpenuhi maka notaris dapat menolak untuk 

membuat akta. Dalam prakteknya ada akta-akta notaris yang isinya bertentangan 

dengan hukum dan keadilan dan dirasakan merugikan kliennya sehingga akta 

tersebut dibatalkan oleh Pengadilan.

Notaris dapat merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah 

(PPAT). Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) adalah pejabat yang diberi 

kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu 

mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satua Rumah Susun. Akan tetapi 

notaris tersebut harus mengikuti dan lulus ujian PPAT yang diselenggarakan oleh 

Badan Pertanahan Nasional. Ujian tersebut diselenggarakan untuk memenuhi formasi 

PPAT di Kabupaten atau Kotamadya tertentu yang belum terpenuhi. PPAT dalam 

menjalankan jabatannya berwenang membuat akta otentik, salah satunya adalah akta 

jual beli. Seseorang dapat menjadi pihak dalam suatu akta Notaris/PPAT dengan dua 

cara, yaitu dengan kehadiran sendiri maupun melalui kuasa. Apabila seseorang yang 

terikat dalam ikatan perkawinan yang sah ingin melakukan jual beli atas suatu objek, 

maka harus diperhatikan apakah objek tersebut merupakan harta bawaan atau harta 

bersama dari suami isteri tersebut. Harta bersama merupakan harta yang diperoleh 

suami isteri selama ikatan perkawinan berlangsung dan tanpa mempersoalkan
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terdaftar atas nama siapa.3 Oleh sebab itu jual beli yang objeknya merupakan harta 

bersama harus mendapat persetujuan dari pasangan hidupnya. Persetujuan tersebut 

dapat dibuktikan dengan cara pasangan hidup dari pihak penjual tersebut harus turut 

hadir di hadapan Notaris dan ikut menandatangani akta jual beli tersebut. Tetapi, jika 

tidak dapat hadir maka dapat memberikan persetujuan. Hal tersebut merupakan salah 

satu syarat sahnya perjanjian.4 Apabila jual beli atas harta bersama dilakukan tanpa 

adanya persetujuan dari pasangan hidup, maka jual beli tersebut batal demi hukum.

Penulis melakukan penelitian dan pembahasan terhadap Putusan MARI 

No.334 PK/Pdt/2003 yaitu perkara antara Tergugat I melawan Penggugat dan 

Tergugat II. Dalam kasus ini Penggugat dan Tergugat II adalah suami isteri. Akan 

tetapi Tergugat II melakukan jual beli atas sebidang tanah berikut bangunan rumah 

permanen yang terletak di Kelurahan Jagabaya Way Halim, Kecamatan Kedaton, 

Kotamadya Bandar Lampung dengan sertifikat Hak Guna Bangunan 

No.349/Jagabaya jo surat ukur tanggal 4 maret 1986 No.697/1986 seluas 246 m2, 

yang perolehannya melalui kredit dengan Bank Tabungan Negara (BTN) yang 

merupakan harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat II. Tergugat II menjual 

objek tersebut kepada Tergugat I berdasarkan Akta Jual Beli 

No.320/09.03/JG.II/l 996 yang dibuat dihadapan (x), Notaris/PPAT di Bandar 

Lampung. Akan tetapi Tergugat II tidak memberitahu terlebih dahulu kepada 

Penggugat bahwa telah dilakukan jual beli. Hal tersebut telah merugikan Penggugat 

selaku isteri sah dari Tergugat II karena Tergugat II telah melakukan jual beli secara

3 Drs. H. Abdul Manan, S.H.,S.IP.,M.Hum, Beberapa Masalah tentang Harta Bersama, (
Mimbar Hukum, no.33, tahun VIII, 1997), hlm.59. ^

4 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (B u rg e r lijk W e tb o e k ) ,  ditegemahkan oleh R.Subekti dan
R.Tjitrosudibio, cet.38, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2007), ps
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sepihak. Sebenarnya Tergugat II tidak pemah menghadap Notaris/PPAT untuk 

menandatangani akta jual beli tersebut. Jual beli dilakukan dengan maksud sebidang 

tanah dan bangunan itu akan dijadikan jaminan kredit untuk modal usaha Tergugat I. 

Hal tersebut menunjukkan bahwa perbuatan Tergugat II dan Tergugat I merupakan 

perbuatan melawan hukum, maka jual beli tersebut batal demi hukum. Untuk 

menjaga agar tidak terjadi sesuatu yang merugikan, Penggugat mengajukan sita 

jaminan atas objek yang disengketakan tersebut kepada Pengadilan Negeri Tanjung 

Karang.

Berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas, penulis mencoba mengkaji dan 

menganalisis dalam bentuk tulisan dengan judul PEMBATALAN AKTA JUAL 

BELI ATAS HARTA BERSAMA (Putusan MAftl No.334 PK/Pdt/2003).

B.Pokok Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rriaka permasalahan dalam 

tesis ini adalah:

1. Bagaimana akibat hukum bagi Notaris/PPAT yang melakukan pembuatan akta 

yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-perundangan?

2. Bagaimana pertim bangan  hukum dalam pembatalan akta jual beli oleh pengadilan

berdasarkan Putusan MARI No.334 PK/Pdt/2003?
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C. Metode Penelitian

Dalam menjawab pokok masalah yang menjadi kajian penulisan tesis 

ini,dilakukan melalui penelitian yuridis normatif dan pendekatan yang bersifat 

evaluatif.

Penelitian yuridis normatif meliputi asas-asas hukum.

Pendekatan evaluatif dalam pengelolaan data yakni data-data yang diperoleh akan 

dianalisis secara kualitatif dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran tehtang dasar 

yuridis Pembatalan akta jual beli atas harta bersama oleh Makhamah Agung (Putusan 

MARI No.334 PK/Pdt/2003).

Sesuai dengan jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, maka 

data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari 

kepustakaan yang terdiri dari:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat Bahan hukum primer

digunakan dalam penelitian ini antara lain:

a. Peraturan Jabatan Notaris Staasdblad 1860 Nomor 3.

b. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

d. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek).

e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1998 tentang 

Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.
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2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang memberi penjelasan 

terhadap bahan hukum primer yang terdiri dari literatur-literatur, buku-buku 

ilmu pengetahuan hukum yang berkaitan dengan Notaris dan PPAT, hukum 

perdata, khususnya hukum perkawinan dan hukum harta kekayaan.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang sifatnya memberi penjelasan 

terhadap bahan hukum primer dan sekunder berupa kamus hukum.

Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan menggunakan studi 

kepustakaan (studi dokumen) yang akan dianalisis secara kualitatif, yang kemudian 

hasilnya akan dipergunakan untuk mendeskripsikan akibat hukum bagi 

Notaris/PPAT yang melakukan pembuatan akta yang tidak sesuai dengan ketentuan 

perundang-undangan dan menjelaskan pertimbangan hukum yang dapat 

membatalkan akta jual beli yang dimaksud dalam Putusan MARI No.334 

PK/Pdt/2003 sehingga dapat diperoleh suatu kesimpulan bagaimana akibat hukum 

pembatalan akta jual beli atas Putusan MARI No.334 PK/Pdt/2003. Dengan 

demikian hasil penelitian akan berbentuk deskriptif analisis.
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D. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan tesis ini terdiri atas :

BAB I Pendahuluan

Bab ini berisikan latar belakang masalah, pokok permasalahan, metode 

penelitian, dan sistematika penulisan mengenai Putusan MARI No.334 

PK/Pdt/2003.

BAB II Tinjauan hukum mengenai pembatalan akta atas harta bersama (Putusan 

MARI No.334 PK/Pdt/2003) yang terdiri dari tiga sub bab.

Sub bab Pertama merupakan landasan teori, yang terdiri dari sub-sub bab. 

Sub-sub bab pertama menjelaskan mengenai pengertian notaris dan 

PPAT, wewenang notaris dan PPAT, fungsi notaris dan PPAT, notaris 

tidak pasti sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Sub-sub bab 

kedua menjelaskan mengenai pengertian akta otentik, akta relaas dan akta 

partij, cara menjadi pihak dalam pembuatan akta, kekuatan pembuktian 

akta otentik. Sub-sub bab ketiga menjelaskan mengenai pengertian 

perkawinan, harta bersama dalam perkawinan, proses terjadinya harta 

bersama menurut UUP. Sub-sub bab keempat menjelaskan mengenai 

hubungan kausal perbuatan melawan hukum dengan kerugian dalam akta 

otentik. Sub-sub bab kelima menjelaskan mengenai syarat sahnya 

perjanjian terhadap akta Notaris/PPAT.

Sub bab kedua mengenai kasus posisi dari Putusan MARI No.334 

PK/Pdt/2003.
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Sub bab ketiga mengenai analisis kasus mengenai akibat hukum bagi 

Notaris/PPAT yang melakukan pembuatan akta yang tidak sesuai dengan 

ketentuan perundang-undangan dan pertirtibangan hukum yang 

mengakibatkan pembatalan akta dalam Putusan MARI No.334 

PK/Pdt/2003.

BAB III Penutup

Merupakan bab yelng berisi tentang kesimpulan dari hasil pembahasan 

yang berupa jawaban dari permasalahan berdasarkan hasil penelitian 

serta saran-saran penulis demi perbaikan di masa mendatang.

DAFTAR ISI 

LAMPIRAN

Pembatalan akta..., Danuta Putri, FH UI, 2008



BAB n
TINJAUAN HUKUM MENGENAI PEMBATALAN AKTA JUAL BELI ATAS

HARTA BERSAMA 

(Putusan MARI No.334 PK/Pdt/2003)

A. L AND ASAN TEORI

l.a. Pengertian Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)

Dalam masyarakat hukum yang berkembang dari waktu ke waktu, perlu 

adanya suatu kepastian tentang perjanjian yang dibuat oleh para pihak. Berdasarkan 

hal tersebut dapat dipahami bahwa keberadaan profesi Notaris merupakan profesi 

yang sangat penting dan dibutuhkan dalam masyarakat

Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris menyatakan bahwa Notaris adalah pejabat umum 

yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua 

perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum 

atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta 

otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan 

grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu 

peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang 

lain.
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Menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 UUJN:

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat untuk membuat akta otentik 

dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 

Tahun 2004.

Notaris adalah pejabat umum yang diberikan kepercayaan baik oleh Negara 

melalui peraturan perundang-undangan maupun oleh masyarakat yang membutuhkan 

jasanya. Karena itu Notaris dalam melakukan tugas jabatannya harus menyadari 

kewajibannya, bekerja sendiri, jujur, tidak berpihak dan penuh rasa tanggung jawab. 

Notaris harus profesional dalam melayani masyarakat yang membutuhkan jasanya 

dan harus berpegang teguh pada Kode Etik Profesinya dan Undang-Undang Jabatan 

Notaris.

Notaris dapat merangkap jabatan menjadi Pejabat Pembuat Akta Tanah 

(PPAT). Seperti yang dijelaskan dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah 

Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat 

Pembuat Akta Tanah, PPAT adalah pejabat umum yang diberi kewenangan untuk 

membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas 

tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun.

Untuk merangkap jabatan sebagai PPAT, Notaris tersebut harus memenuhi syarat- 

syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Apabila syarat-syarat tersebut 

telah terpenuhi maka Notaris tersebut harus mengikuti ujian PPAT yang 

diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional.
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I.b. Wewenang Notaris dan PPAT

Wewenang utama notaris adalah membuat akta otentik, sebagaimana 

dijelaskan dalam Pasal 1 UUJN.

Apabila suatu akta hendak memperoleh otentisitas, hal mana terdapat pada akta 

notaris, maka menurut ketentuan dalam pasal 1868 KUHPerdata, akta yang 

bersangkutan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Akta itu harus dibuat “oleh” atau “di hadapan” seorang pejabat umum.

2. Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang 

Berkaitan dengan wewenang yang harus dimiliki oleh Notaris dalam

menjalankan tugas jabatannya, Notaris hanya diperkenankan untuk menjalankan 

jabatan di dalam wilayah jabatan Notaris yang bersangkutan, yaitu meliputi seluruh 

wilayah provinsi dari tempat kedudukannya. Adapun wewenang notaris meliputi 4 

(empat) hal, yaitu:1

1. Notaris berwenang sepanjang yang menyangkut akta yang dibuat itu.

Tidak semua pejabat umum dapat membuat semua akta, akan tetapi seorang 

pejabat umum hanya dapat membuat akta-akta tertentu, yaitu yang 

ditugaskan atau dikecualikan kepadanya berdasarkan peraturan perundang- 

undangan.

2. Notaris berwenang sepanjang mengenai orang untuk kepentingan siapa akta 

itu dibuat.

1 G.H.S. Lumban Tobing, S.H. Peraturan Jabatan Notaris, Erlangga, Jakarta. 1983. hlm. 49.
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Notaris tidak berwenang membuat akta untuk kepentingan setiap orang. 

Notaris tidak diperkenankan membuat akta untuk diri sendiri, istri/suami, 

atau orang lain yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Notaris 

baik karena perkawinan maupun hubungan darah dalam garis keturunan 

lurus ke bawah dan/atau ke atas tanpa pembatasan derajat ketiga, serta 

menjadi pihak untuk diri sendiri, maupun dalam suatu kedudukan ataupun 

dengan perantaraan kuasa.2

3. Notaris berwenang sepanjang mengenai tempat, dimana akta itu dibuat.

Bagi setiap Notaris ditentukan daerah hukumnya atau daerah jabatannya. 

Hanya di dalam daerah jabatannya tersebut Notaris berwenang untuk 

membuat akta otentik. Akta yang dibuat oleh Notaris di luar wilayah 

jabatannya adalah tidak sah.

4. Notaris berwenang sepanjang mengenai waktu pembuatan akta itu.

Notaris tidak boleh membuat akta selama Notaris tersebut masih 

menjalankan cuti atau dipecat dari jabatannya. Notaris juga tidak boleh 

membuat akta sebelum diambil sumpahnya.

PPAT mempunyai tugas pokok dan kewenangan seperti yang tercantum 

dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 yaitu PPAT bertugas 

pokok melaksanakan sebagian kegiatan pendaftaran tanah dengan membuat akta 

sebagai alat bukti telah dilakukannya perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas

2 Indonesia. Undang-Undang Tentang Jabatan Notaris. UU No.30 Tahun 2004. LN No. 117. ps. 52.

Pembatalan akta..., Danuta Putri, FH UI, 2008



tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun, yang akan dijadikan dasar bagi 

pendaftaran perubahan data yang diakibatkan oleh perbuatan hukum itu.

Perbuatan hukum yang dimaksud adalah jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan 

dalam perusahaan (inbreng), pembagian hak bersama, pemberian Hak Guna 

Bangunan/Hak Pakai atas tanah Hak Milik, pemberian Hak Tanggungan, pemberian 

kuasa membebankan Hak Tanggungan.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut PPAT mempunyai kewenangan 

membuat akta otentik mengenai semua perbuatan hukum mengenai hak atas tanah 

dan Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun yang terletak di dalam daerah keijanya.

l.c. Fungsi Notaris dan PPAT

Notaris dibutuhkan oleh masyarakat sebagai seseorang yang keterangan- 

keterangannya dapat diandalkan, dapat dipercayai, yang tanda tangannya serta 

segelnya (capnya) memberi jaminan dan bukti kuat, seorang ahli yang tidak 

memihak dan penasihat yang tidak ada cacatnya, yang tutup mulut, dan membuat 

suatu perjanjian yang dapat melindunginya di hari-hari yang akan datang.3 

Pengaruh seorang Notaris dalam beberapa lingkungan dan situasi dalam kehidupan 

masyarakat:

a. Dalam Hubungan Keluarga

Sering kali terjadi bahwa rahasia keluarga antara para anggotanya terpaksa 

diungkapkan kepada seorang Notaris. Contohnya dalam hal membuat surat 

wasiat, peijanjian kawin dan sebagainya. Dalam hal itu Notaris harus dapat

3 Tan Thong Kie, Buku I Studi Notariat dcm Serba-Serbi Praktek Notaris, PT. Ichtiar Baru Van 
Hoeve, Jakarta.2000.hlm. 162.
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membeda-bedakan hubungan keluarga dan hubungan tugas dan harus 

menunjukkan sifat-sifatnya yang obyektif, tidak memihak, tidak mementingkan 

materi (honorarium), dan mampu menyimpan rahasia.

b. Dalam Soal Warisan

Dalam hal ini peran Notaris juga sangat penting. Bagi mereka yang tunduk 

pada hukum Barat, seperti untuk golongan Tionghoa Notaris diperlukan untuk 

membuat surat keterangan waris.

c. Dalam Bidang Usaha

A.W. Voors melihat dua persoalan tentang fungsi Notaris di bidang usaha, 

yaitu:

1. Pembuatan kontrak antara pihak-pihak, dalam hal itu suatu tindakan dimulai

serta diakhiri dalam akta, umpamanya suatu peijanjian jual beli. Dalam 

hal ini para Notaris telah terampil dengan adanya model-model di 

samping mengetahui dan memahami Undang-Undang.

2. Pembuatan kontrak yang justru memulai sesuatu dan merupakan dasar suatu

hubungan yang berlaku untuk jangka waktu agak lama.

Sejak berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang 

Pendaftaran Tanah yang merupakan peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 

5 Tahun 1960 (UUPA), sudah dikenal fungsi PPAT yaitu sebagai yang berfungsi
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membuat akta yang bermaksud memindahkan hak atas tanah, memberikan hak baru 

atau membebankan hak atas tanah.

Fungsi PPAT lebih ditegaskan lagi dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 

1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan 

Dengan Tanah dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran 

tanah, yaitu sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta pemindahan hak 

atas tanah, pembebanan hak atas tanah, dan akta-akta lain yang diatur dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku dan membantu Kepala Kantor 

Pertanahan dalam melaksanakan pendaftaran tanah dengan membuat akta-akta yang 

akan dijadikan dasar pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah.

l.d. Notaris Tidak Selalu Sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)

Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 

1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah menerangkan bahwa 

PPAT adalah pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta 

otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik 

Atas Satuan Rumah Susun.

Berdasarkan UUPA dan peraturan pelaksanaannya, ditentukan bahwa peralihan hak 

atas tanah harus dilakukan dengan akta yang dibuat oleh PPAT. Peralihan yang 

dimaksud adalah jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan 

(inbreng) dll.
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Syarat untuk dapat diangkat menjadi PPAT adalah:

1. Berkewarganegaraan Indonesia.

2. Berusia sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun.

3. Berkelakuan baik yang dinyatakan dengan surat keterangan yang dibuat oleh 

Instansi Kepolisian setempat.

4. Belum pernah dihukum penjara karena melakukan kejahatan berdasarkan 

putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

5. Sehat jasmani dan rohani.

6. Lulus program pendidikan spesialis notariat atau program pendidikan khusus 

PPAT yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan tinggi.

7. Lulus ujian yang diselenggarakan oleh Kantor Menteri Negara 

Agraria/Badan Pertanahan Nasional.

Untuk dapat diangkat menjadi PPAT, yang bersangkutan harus lulus ujian 

yang diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional untuk memenuhi formasi 

PPAT di Kabupaten atau Kotamadya tertentu yang formasi PPAT-nya belum 

terpenuhi.

Dalam praktek memang masih banyak dijumpai orang yang belum mengerti, 

bahwa yang berwenang membuat Akta Jual Beli Tanah adalah hanya Pejabat 

Pembuat Akta Tanah (PPAT). Apabila akta jual beli tanah dibuat oleh Notaris, maka 

dalam membuat akta itu dalam kedudukannya sebagai PPAT, yaitu Notaris yang 

diangkat sebagai PPAT. Apabila seorang Notaris itu tidak diangkat sebagai PPAT, 

maka sudah tentu Notaris tersebut tidak dapat membuat akta jual beli tanah.
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Akta jual beli rumah di atas tanah yang belum bersertifikat tidak dapat dibuat 

oleh PPAT, tetapi yang berwenang adalah Notaris. Perlu juga diketahui, PPAT 

berwenang membuat akta jual beli tanah termasuk rumah dan bangunan yang ada di 

atasnya.

PPAT berwenang membuat akta jual beli tanah, akan tetapi hanya tanah dengan hak 

yang disebutkan dalam UUPA. Jadi, tanah sewa kotamadya, tanah sewa pelabuhan 

dll, PPAT tidak berhak membuat aktanya. Akta jual belinya hanya dapat dibuat oleh 

Notaris. Tetapi hanya akta jual beli rumah dan bangunan yang ada di atasnya saja, 

bukan akta jual beli tanah.

Jika ada kalimat “akta notaris jual beli tanah”, berarti kalimat tersebut mengandung 

beberapa kemungkinan, yaitu:

1. Akta jual beli tanah yang dibuat oleh Notaris, dalam kedudukannya sebagai PPAT.

2. Akta jual beli rumah yang dibuat oleh Notaris.

3. Akta ikatan jual beli tanah yang dibuat oleh Notaris.

Dari penjelasan-penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa Notaris tidak selalu 

menjadi Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).
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2.a. Pengertian Akta otentik

Akta otentik adalah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh

Undang-Undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa

untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya.4

Akta otentik dibagi menjadi 2 (dua), yaitu akta relaas dan akta partij.

1. Akta relaas adalah akta yang menguraikan secara otentik sesuatu tindakan yang 

dilakukan atau suatu keadaan yang dilihat atau disaksikan oleh pembuat akta 

itu, yakni Notaris itu sendiri, di dalam menjalankan jabatannya sebagai Notaris.

2. Akta Partij adalah akta yang berisikan suatu cerita dari apa yang terjadi karena 

perbuatan yang dilakukan oleh pihak lain di hadapan Notaris, artinya apa yang 

diterangkan atau diceritakan oleh pihak lain kepada Notaris dalam menjalankan 

jabatannya dan untuk keperluan mana pihak lain itu sengaja datang di hadapan 

Notaris dan memberikan keterangan itu atau melakukan perbuatan itu di 

hadapan Notaris, agar keterangan atau perbuatan itu dikonstatir oleh Notaris di 

dalam akta otentik.

2.b. Cara Menjadi Pihak Dalam Pembuatan Akta

Seseorang dapat menjadi pihak dalam akta notaris dengan 3 (tiga) cara,

yaitu:5

1. Dengan kehadiran sendiri

Yang dimaksud “dengan kehadiran sendiri” adalah penghadap hadir dan 

bertindak untuk diri sendiri. Apabila ia dalam akta yang bersangkutan

4 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), diteijemahkan oleh R.Subekti dan
FLTjitrosudibyo, cet.38, (Jakarta: Pradnya Pramita, 2007), ps 1868.
5 G.H.S. Lumban Tobing, S.H. P e r a tu ra n  Jabatan Notaris, Erlangga, Jakarta. 1983. hlm. 148.
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dengan jalan menandatanganinya, memberikan suatu keterangan atau apabila 

dalam akta itu dinyatakan adanya suatu perbuatan hukum yang dilakukannya 

untuk dirinya sendiri dan untuk mana ia menghendaki akta itu menjadi 

buktinya atau apabila dalam akta itu dinyatakan bahwa ia ada meminta untuk 

dibuatkan akta itu untuk kepentingannya sendiri.

2. Melalui atau dengan perantaraan kuasa

Untuk menjadi pihak dalam suatu akta tidak diharuskan bahwa yang 

bersangkutan harus hadir sendiri di hadapan notaris, akan tetapi untuk itu 

seseorang dapat mewakilkan dirinya dengan perantaraan orang lain, dengan 

kuasa tertulis. Dalam hal demikian, maka yang mewakili itu adalah pihak 

dalam kedudukan selaku kuasa, sedangkan orang yang diwakilinya itu 

adalah pihak melalui atau dengan perantaraan kuasa.

3. Dalam jabatan atau kedudukan

Yang dimaksud dengan “pihak dalam jabatan atau kedudukan” yaitu apabila 

seseorang menyatakan bahwa ia bertindak di dalam akta yang bersangkutan 

bukan untuk dirinya sendiri, akan tetapi untuk orang lain, bertindak bukan 

untuk membela kepentingannya sendiri, akan tetapi untuk kepentingan orang 

lain. Misalnya, seorang bapak yang menjalankan kekuasaan orang tua atas 

anak-anaknya yang masih di bawah umur (belum dewasa), wali untuk 

mewakili anak yang berada di bawah perwaliannya, kurator, Direksi dari 

suatu Perseroan Terbatas, pengurus dari perkumpulan atau yayasan, dan lain 

sebagainya.
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2.c. Kekuatan Pembuktian Akta Otentik

Letak kekuatan pembuktian yang istimewa dari suatu akta otentik m enurut 

Pasal 1870 KUHPerdata adalah suatu akta otentik memberikan di antara para pihak 

beserta ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak dari mereka suatu bukti 

yang sempurna tentang apa yang dimuat di dalamnya. Akta otentik selain merupakan 

suatu alat bukti yang mengikat, dalam arti bahwa sesuatu yang ditulis dalam akta 

harus dipercaya oleh Hakim, yaitu harus dianggap benar selama ketidakbenarannya 

tidak dibuktikan. Akta otentik juga memberikan suatu bukti yang sempurna, dalam 

arti bahwa akta otentik sudah tidak memerlukan suatu penambahan pembuktian.

Akta otentik tidak hanya membuktikan bahwa para pihak sudah menerangkan 

sesuatu yang dituliskan, tetapi juga bahwa sesuatu yang diterangkan tadi adalah 

benar. Penafsiran yang demikian itu diambil dari Pasal 1871 KUHPerdata yang 

menyatakan bahwa suatu akta otentik namunlah tidak memberikan bukti yang 

sempurna tentang sesuatu yang termuat di dalamnya sebagai suatu penuturan belaka, 

kecuali sekedar sesuatu yang dituturkan itu ada hubungannya langsung dengan 

pokok isi akta. Berdasarkan pasal tersebut dapat diambil kesimpulan, bahwa akta 

otentik itu memberikan bukti yang sempurna mengenai segala sesuatu yang menjadi 

pokok isi akta itu, yaitu segala sesuatu yang dengan tegas dinyatakan oleh para 

penandatangan akta.

Dengan dibuatkannya akta otentik oleh pihak-pihak yang berkepentingan, 

maka mereka akan memperoleh bukti tertulis dan kepastian hukum berupa:6

6 Nico, S.H., M.Kn, Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum, Center for Documentation and 
Studies of Business Law. Yogyakarta. 2003. him. 51.
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1. Pihak yang berkepentingan oleh Undang-Undang dinyatakan mempunyai alat

bukti yang lengkap atau sempurna dan akta itu telah membuktikan dirinya 

sendiri. Dengan kata lain apabila di dalam suatu perkara salah satu pihak 

mengajukan alat bukti berupa akta otentik, maka Hakim dalam perkara itu 

tidak boleh memerintahkan kepada yang bersangkutan untuk menambah alat 

bukti lain untuk menguatkan akta otentik tadi.

2. Akta-akta Notaris tertentu dapat dikeluarkan turunan yang istimewa yaitu 

dalam bentuk grosse akta yang mempunyai kekuatan eksekutorial, 

sebagaimana halnya putusan Hakim di pengadilan yang telah mempunyai 

kekuatan hukum tetap dan pasti untuk dijalankan.

Berkaitan dengan kekuatan pembuktian akta notaris sebagai alat bukti, maka 

kekuatan pembuktian akta notaris dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu:

1. Kekuatan pembuktian yang lahiriah (Uitwendige Bewijskracht)

Yaitu syarat-syarat formal yang diperlukan agar akta notaris dapat berlaku 

sebagai akta otentik.

Dengan kekuatan pembuktian lahiriah ini, dimaksudkan agar akta itu mampu 

membuktikan dirinya sebagai akta otentik dan kemampuan ini berdasarkan 

Pasal 1875 KUHPerdata tidak dapat diberikan kepada akta yang dibuat di 

bawah tangan.

Lain halnya dengan akta otentik, akta otentik membuktikan sendiri 

keabsahannya atau biasa disebut dengan bahasa latin acta publica probant 

sese ipsa, yaitu apabila suatu akta kelihatannya sebagai akta otentik, maka
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akta itu dianggap sebagai akta otentik sampai dapat dibuktikan bahwa akta 

itu adalah tidak otentik.

Sepanjang mengenai kekuatan pembuktian lahiriah ini, yang merupakan 

pembuktian lengkap yaitu dengan tidak mengurangi pembuktian sebaliknya, 

maka akta para pihak dan akta pejabat dalam hal ini adalah sama. 

Pembuktian sebaliknya dalam kekuatan pembuktian lahiriah ini, artinya 

hanya membuktikan bahwa mengenai tanda tangan yang dibuat oleh pejabat 

atau Notaris yang bersangkutan dengan akta itu adalah tidak sah dan hal ini 

hanya dapat ditempuh melalui valheidsprocedure.

2. Kekuatan pembuktian formal (formale bewijskracht)

Yaitu kepastian bahwa sesuatu kejadian dan fakta tersebut dalam akta betul- 

betul dilakukan oleh Notaris atau diterangkan oleh pihak-pihak yang 

menghadap.

Dengan kekuatan pembuktian formal ini, suatu akta otentik selain 

membuktikan bahwa pejabat atau Notaris telah menyatakan dengan tulisan 

dalam akta yang dibuatnya, juga menegaskan bahwa segala kebenaran yang 

diuraikan dalam akta itu seperti yang dilakukan dan disaksikan oleh Notaris. 

Berkaitan dengan hal ini, arti formal dalam akta pejabat dapat dijelaskan 

bahwa selain akta itu membuktikan kebenaran dari apa yang disaksikan yaitu 

dilihat, didengar dan dilakukan oleh Notaris juga menjamin kebenaran 

tentang tanggal, tanda tangan dan identitas dari para pihak yang hadir serta 

tempat dibuatkannya akta itu. Adapun arti formal dalam akta para pihak, 

dapat dijelaskan bahwa adanya keterangan dalam akta itu merupakan uraian
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yang telah diterangkan oleh para pihak yang hadir, sedangkan kebenaran dari 

keterangan-keterangan itu sendiri hanya dapat dipastikan antara para pihak 

tersebut. Baik terhadap akta pejabat maupun akta para pihak sama-sama 

mempunyai kekuatan pembuktian formal dan berlaku terhadap setiap orang.

3. Kekuatan pembuktian material (materiele bewijskracht)

Yaitu kepastian bahwa apa yang tersebut dalam akta itu merupakan 

pembuktian yang sah terhadap pihak-pihak yang membuat akta atau mereka 

yang mendapat hak dan berlaku untuk umum, kecuali ada pembuktian 

sebaliknya (tegenbewijs).

Kejelasan aspek-aspek perbuatan hukum dalam Akta PPAT diatur dalam 

Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998, tata cara pembuatan akta 

PPAT diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai pendaftaran tanah. Hal 

ini disebabkan karena akta PPAT dipergunakan sebagai bukti otentik mengenai 

perbuatan hukum yang mengakibatkan perubahan yuridis pendaftaran tanah. 

Aspek-aspek perbuatan hukum yang menjadi tanggung jawab PPAT, yaitu:

a. Mengenai kebenaran dan kejadian yang termuat dalam akta. Misalnya 

mengenai jenis perbuatan hukum yang dimaksud oleh para pihak mengenai 

sudah dilakukannya pembayaran dalam jual beli dll.

b. Mengenai objek perbuatan hukum, baik data fisik maupun data yuridis.

c. Mengenai identitas para penghadap yang merupakan pihak-pihak yang 

melakukan perbuatan hukum.

Dalam hal PPAT tidak mengetahui secara pribadi mengenai hal-hal tersebut maka 

dapat mencari kesaksian dari saksi-saksi yang disyaratkan dalam pembuatan akta.
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3.a. Pengertian Perkawinan

Keluarga merupakan unit terkecil dalam bangunan masyarakat. Keluarga 

merupakan subsistem dari sistem sosial yang di dalamnya berlaku norma-norma 

etika, moral, agama dan hukum, di samping juga berinteraksi dengan subsistem- 

subsistem dari sistem sosial lain dan dengan ekosistemnya. Struktur dan fungsi 

keluarga akan mengalami perubahan akibat terjadinya perubahan sosial, sebagai 

akibat dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Namun demikian, ada fungsi 

keluarga yang tidak pernah berubah sepanjang masa, yaitu fungsi peredam serta
• • • 7penstabil kegoncangan dan instabilitas yang terjadi di masyarakat. Antara keluarga 

dan perkawinan sangat erat kaitannya, karena keluarga hanya akan lahir dari suatu 

perkawinan. Tidak akan ada keluarga tanpa adanya perkawinan, dan juga tidak ada 

perkawinan yang tidaShnembentuk keluarga. Hal ini secara jelas dapat digambarkan 

dalam pengertian perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi:

’’Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita 

sebagai suami isteri dengan bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang 

bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.“

7 Taufiq, Hukum Keluarga dan Peradilan Keluarga di Indonesia, Makhamah Agung RI. Jakarta. 
2000. hlm. 73.
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3.b. Harta Bersama Dalam Perkawinan

Masalah harta benda dalam perkawinan menurut UUP diatur dalam Bab VII, 

yaitu dari Pasal 35 sampai Pasal 37.

UUP mengenal adanya harta pribadi dan harta bersama, seperti yang disebutkan 

dalam Pasal 35 :

1. Harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.

2. Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yahg 

diperoleh, masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah 

penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Berdasarkan Pasal 35 ayat (1) dan (2) UUP dapat diketahui pengertian harta 

kekayaan dalam perkawinan adalah harta benda yang diperoleh sebelum atau selama 

perkawinan berlangsung, baik yang didapat oleh suami dan atau isteri.

Menurut UUP harta kekayaan suami isteri terdiri dari:

1. Harta bersama

2. Harta pribadi

Menurut Ahmad Rofig, harta bersama adalah kekayaan yang diperoleh selama 

perkawinan, di luar hadiah atau warisan, maksudnya adalah harta yang didapat atas 

usaha mereka sendiri-sendiri selama masa ikatan perkawinan.8 

Harta bersama dalam perkawinan adalah harta yang diperoleh suami isteri selama 

ikatan perkawinan berlangsung dan tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa.9

8 Ahmad Rofig, Hukum Islam di Indonesia, PT Raja Grafindo Jakarta, Jakarta. 1995. hlm. 200.
9 Drs. H. Abdul Manan, S.H.,S.IP.,M.Hum, Beberapa Masalah tentang Harta Bersama, ( Mimbar 

Hukum, no.33, tahun VIII, 1997), hlm.59.
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Pasal 36 UUP menjelaskan mengenai harta bersama, suami isteri dapat bertindak atas 

persetujuan kedua belah pihak.

3.c. Proses Terjadinya Harta Bersama Menurut UUP

Berdasarkan Pasal 35 ayat (1) UUP bahwa harta yang diperoleh selama 

perkawinan menjadi harta bersama. Harta bersama merupakan harta yang diperoleh 

selama tenggang waktu antara saat peresmian perkawinan sampai saat perkawinan 

tersebut putus, baik putus karena kematian salah satu pihak (cerai mati) maupun 

putus karena perceraian (cerai hidup). Dengan demikian harta yang telah ada pada 

saat perkawinan maka terletak di luar harta bersama.

Proses terjadinya harta bersama ini bersifat memaksa yang tidak dapat 

disimpangi oleh kedua belah pihak, baik suami maupun isteri karena didalamnya 

mengandung pengertian bahwa harta bersama terdiri dari:

1. Hasil pendapatan isteri

2. Hasil pendapatan suami

3. Hasil dan pendapatan dari harta pribadi suami maupun isteri, sekalipun 

harta pokoknya tidak termasuk dalam harta bersama, asalkan kesemuanya 

diperoleh sepanjang perkawinan.

Dengan demikian harta bersama merupakan hasil dan pendapatan suami atau 

isteri atau kedua-duanya secara bersama-sama yang secara otomatis menjadi harta 

kekayaan bersama.

Mengenai hak atas harta bersama yang menjadi bagian suami atau isteri 

tergantung kepada banyak atau sedikitnya usaha yang mereka lakukan dalam
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memenuhi kebutuhan kebutuhan rumah tangga. Dalam arti kata, jika usahanya sama 

kuat maka hak atas harta yang dimiliki oleh masing-masing pihak adalah seimbang.

Di dalam ketentuan Pasal 36 ayat (1) UUP, menyatakan bahwa terhadap harta 

bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Pasal 

tersebut mengandung pengertian bahwa harta bersama dapat digunakan baik oleh 

suami atau isteri untuk apa saja dan berapapun banyaknya asalkan di dalamnya ada 

persetujuan kedua belah pihak, yaitu suami dan isteri.

Hak suami dan isteri untuk menggunakan dan memakai harta bersama ini 

dengan persetujuan kedua belah pihak secara timbal-balik adalah sudah sewajarnya, 

mengingat bahwa hak dan kedudukan suami isteri adalah seimbang dalam 

lingkungan kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat 

sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 31 UUP, yaitu:

1. Hak dan kedudukan suami isteri adalah seimbang dalam kehidupan rumah tangga

dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.

2. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

3. Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga.

Pasal tersebut jika dihubungkan dengan Pasal 36 ayat (1) UUP, maka dapat 

disimpulkan bahwa suami dan isteri berwenang untuk melakukan tindakan hukum 

atas harta bersama. Secara gramatikal maka suami atau isteri:

1. Harus bertindak bersama-sama

2. Suami memberikan kuasa atau persetujuannya kepada isteri begitu pula 

sebaliknya.
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Dengan demikian maka suami atau isteri dapat bertindak dalam hukum 

dengan tidak perlu harus mendapat bantuan asalkan ada izin dan persetujuan dari 

pihak lain. Tentang adanya syarat dan persetujuan kedua belah pihak dalam hal 

pemakaian atau penggunaan harta bersama tidak selalu dituangkan secara formil.

4. Hubungan Kaüsal Perbuatan Melawan Hukum Üengan Kerugian Dalaiii 

Akta Otentik

Undang-Undang tidak menjelaskan apakah yang dimaksud dengan perbuatan 

melawan hukum (onrechtmatigedaad) tersebut.

Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata hanyalah mengatur 

bilakah/kapankah (syarat-syarat yang harus dipenuhi) seseorang yang mengalami 

kerugian karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang lain, akan 

mengajukan tuntutan ganti rugi dengan sukses pada Pengadilan Negeri.

Dalam doktrin ilmu hukum, terdapat 2 (dua) aliran pendapat:

1. Pendapat yang sempit

Perbuatan melawan hukum adalah tiap perbuatan yang bertentangan dengan hak 

orang lain yang timbul karena Undang-Undang (bertentangan dengan 

“wettelijkheid”) atau tiap perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban 

hukumnya sendiri yang timbul karena Undang-Undang (bertentangan dengan 

“v/ettelijkeplichf’)

2. Pendapat yang luas, setelah dijatuhkannya putusan perkara lindenbaum cohen, 

maka terdapat 4 (empat) kriteria perbuatan melawan hukum (berlaku secara 

alternatif), yaitu:
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a. Bertentangan dengan kewajiban hukum di pelaku.

b. Melanggar hak subyektif orang lain.

c. Melanggar kaidah tata susila.

d. Bertentangan dengan asas kepatuhan, ketelitian serta sikap hati-hati yang 

seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga 

masyarakat atau terhadap harta benda orang lain.

Signifikasi pemberian ganti rugi bagi pihak yang haknya dilanggar (secara 

perdata) adalah terkait erat dengan tujuan dari prinsip perbuatan melawan hukum 

yaitu untuk mengontrol atau mengatur perilaku berbahaya untuk memberikan rasa 

tanggung jawab atas suatu kerugian yang terbit dari interaksi sosial dan untuk 

menyediakan ganti rugi terhadap korban dengan suatu gugatan yang tepat.

Bahwa selanjutnya dalam kepustakaan kontemporer pengertian ganti rugi adalah

sesuatu yang bisa dituntut oleh pihak yang dirugikan pada pihak yang dianggap

melakukan perbuatan tertentu. Bentuk-bentuk ganti rugi dari kepustakaan hukum 

Indonesia antara lain:

1. Ganti rugi atas kerugian materiil.

2. Ganti rugi berupa sejumlah uang atas kerugian imateriil.

3. Pengumuman keputusan Pengadilan.

Tuntutan pemberian ganti rugi harus tetap proporsional dan tidak mengarah 

pada balas dendam yang dititipkan pada prosedur hukum. Selain itu sangat penting 

untuk memformulasikan ganti rugi agar sesuai dengan kadar perbuatan melawan 

hukum yang dilakukan supaya bentuk nilai ganti rugi yang diminta adalah rasional. 

Tetapi bagi penggugat sebenarnya tidak perlu terlalu pusing untuk menentukan nilai
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nominal ganti rugi karena pada akhirnya hakim mempunyai hak untuk menentukan 

nilai ganti rugi yang pantas berdasarkan kepatutan dan kepantasan.

Syarat-syarat materiil yang harus dipenuhi untuk menuntut ganti kerugian,

yaitu:

1. Perbuatan melawan hukum

2. Ada kesalahan (schuld)

3. Ada kerugian (schade)

4. Terdapat hubungan kausal (oorzakelijk)

Akta otentik adalah akta yang dibuat oleh Notaris berdasarkan keinginan para 

pihak. Isi dari akta tersebut harus memberi keuntungan kepada kedua belah pihak 

dalam akta tersebut. Akta Notaris tidak boleh mengandung unsur perbuatan melawan 

hukum yang dapat menimbulkan kerugian baik materiil maupun immateriil kepada 

salah satu pihak.

5. Syarat Sahnya Perjanjian Terhadap Akta Otentik

Hukum perikatan menganut “sistem terbuka”, yang mengandung asas 

kebebasan berkontrak disimpulkan dari Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata yang berbunyi:

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi 

mereka yang membuatnya” (Pacta Sunt Servanda).

Dalam hukum peijanjian juga berlaku asas konsensualisme, yaitu pada 

dasarnya peijanjian dan perikatan yang timbul itu sudah dilahirkan sejak detik
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tercapainya kesepakatan. Dengan kata lain, perjanjian itu sudah sah dan mengikat 

apabila telah tercapai kesepakatan mengenai hat-hal yang pokok dari perjanjian itu.

Asas konsensualisme tersebut lazimnya disimpulkan dari ketentuan Pasal 

1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dimana terdapat 4 syarat untuk sahnya 

perjanjian, yaitu:

1. Ada kata sepakat {The consent o f those who bind themselves)

2. Cakap (The capability to rnake an agreement)

3. Suatu hal tertentu (aparticular object)

4. Suatu sebab yang halal (a lawful cause/causa/oorzaak)

Syarat pertama dan kedua (kata sepakat dan cakap) disebut “syarat subjektif’, yang 

jika tidak dipenuhi mengakibatkan perjanjian dapat dibatalkan 

{vernietigbaar/voidable). Sedangkan syarat yang ketiga dan keempat (suatu hal 

tertentu dan sebab yang halal) disebut “syarat objektif’ yang apabila tidak dipenuhi 

mengakibatkan perjanjian menjadi batal demi hukum (nietig/null and void).

Oleh sebab itu dalam pembuatan akta notaris harus memenuhi 4 (empat) 

syarat sahnya perjanjian agar akta yang dibuat tersebut tidak menimbulkan sengketa 

yang dapat mengakibatkan akta notaris tersebut tidak mempunyai kekuatan 

pembuktian yang sempurna dan dapat dibatalkan oleh pengadilan.
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B. POSISI KASUS

Pada sub bab ini akan diuraikan mengenai pembatalan akta jual beli atas harta 

bersama.

Dalam kasus ini Penggugat dan Tergugat II adalah suami istri. Selama perkawinan 

antara Penggugat dan Tergugat II telah diperoleh harta kekayaan bersama (gono 

gini) yang salah satu diantaranya adalah sebidang tanah berikut bangunan rumah 

permanen yang terletak di Kelurahan Jagabaya Way Halim, Kecamatan Kedaton 

Kotamadya Bandar Lampung dengan sertifikat Hak Guna Bangunan 

No.349/Jagabaya jo surat ukur tanggal 4 Maret 1986 No.697/1986 seluas 246 m2, 

yang perolehannya yaitu Tergugat II melakukan perjanjian kredit (KPR) melalui 

Bank Tabungan Negara Bandar Lampung.

Secara hukum, dalam hal akan dilakukannya perbuatan hukum peralihan hak 

harta gono gini khususnya dalam transaksi jual beli harus mendapat persetujuan dari 

pasangan hidupnya. Tetapi objek harta gono gini antara Penggugat dan Tergugat II 

tersebut telah dipeijual belikan oleh Tergugat pada tanggal 16 Juli 1996 kepada 

Tergugat I berdasarkan Akta No.320/09.03/JG.II/1996, yang dibuat oleh (X), 

Notaris/PPAT di Bandar Lampung tanpa adanya pemberitahuan terlebih dahulu 

(izin) kepada Penggugat selaku isteri sah dari Tergugat II. Jual beli tersebut menjadi 

tidak sah dan batal demi hukum karena tidak memenuhi salah satu syarat sahnya 

peijanjian yaitu suatu sebab yang halal.

Penggugat menderita kerugian materiil dan immateriil. Penggugat merasa 

tidak dihargai sebagai isteri, perasaan malu dan mengalami depresi yang cukup
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serius. Hal tersebut menunjukkan adanya unsur perbuatan melawan hukum dalam 

jual beli tersebut.

Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Tanjung Karang untuk 

melakukan sita jaminan terhadap objek harta bersama antara Penggugat dan Tergugat 

II yang disengketakan dalam perkara ini.

Dalam putusan Pengadilan Negeri memutuskan bahwa Tergugat I dan 

Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan segala akibat 

hukumnya terhadap Penggugat. Objek sengketa dalam perkara ini terbukti bahwa 

merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat II. Oleh karena itu jual beli 

antara Tergugat I dan Tergugat II pada tanggal 16 Juli 1996 tidak sah dan dinyatakan 

batal demi hukum. Dalam putusan itu juga dinyatakan sah dan berharganya sita 

jaminan terhadap objek harta bersama tersebut. Tergugat II dihukum untuk 

menyerahkan sertifikat Hak Guna Bangunan harta bersama tersebut kepada 

Penggugat.

Tergugat I mengajukan memori banding dengan alasan bahwa objek sengketa 

tersebut bukan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat II melainkan harta 

bawaan dari Tergugat II. Berdasarkan pemeriksaan pokok perkara, Pengadilan 

Tinggi menyatakan menolak eksepsi Tergugat I dan perkara tersebut dimenangkan 

oleh Penggugat.

Tergugat I tidak merasa puas terhadap putusan Pengadilan Tinggi, karena itu 

Tergugat I mengajukan memori kasasi kepada Mahkamah Agung yang memuat 

alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri. Mahkamah Agung 

menyatakan bahwa permohonan kasasi tersebut tidak dapat diterima telah melampaui
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tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 

1985.

Tergugat I merasa sangat keberatan bahkan menolak dengan tegas Keputusan 

Majelis Hakim Mahkamah Agung karena Tergugat I merasa bahwa putusan tersebut 

tidak dilandasi pertimbangan hukum yang konkrit dan nyata, juga terlihat jelas 

mencari-cari alasan yang mengada-ada. Oleh sebab itu, maka Tergugat 1 mengajukan 

permohonan Peninjauan Kembali dengan alasan-alasannya. Akan tetapi, Mahkamah 

Agung menyatakan bahwa alasan-alasan yang diungkapkan tidak termasuk dalam 

salah satu alasan permohonan dalam Pasal 67 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 

1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, 

karena itu permohonan Peninjauan Kembali ditolak oleh Mahkamah Agung.

C. ANALISA KASUS

Pada sub bab ini penulis menganalisa pokok permasalahan mengenai akibat 

hukum bagi Notaris/PPAT yang melakukan pembuatan akta yang tidak sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pertimbangan- 

pertimbangan hukum yang menjadi dasar dalam memutuskan perkara-perkara di 

atas.

Sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 1 UUJN bahwa Notaris adalah 

pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik. Akta otentik 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1868 KUHPerdata, yaitu suatu akta yang di 

dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang, dibuat oleh atau dihadapan 

pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya.
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Akta otentik sebagai alat bukti terkuat dan terpenuh mempunyai peranan 

penting dalam kehidupan masyarakat, misalnya dalam kegiatan di bidang perbankan, 

pertanahan, kegiatan sosial dan lain-lain. Akta otentik menentukan secara jelas hak 

dan kewajiban, menjamin kepastian hukum, dan dapat menghindari sengketa yang 

dapat timbul sewaktu-waktu.

Akta otentik pada hakikatnya memuat kebenaran formal sesuai dengan apa 

yang diberitahukan para pihak kepada Notaris. Notaris tidak mungkin membuat akta 

tanpa keterlibatan para pihak yang berkepentingan untuk dibuatkan akta. Apabila 

suatu saat terjadi sengketa atas peijanjian yang dibuat oleh para penghadap, maka 

Notaris tidak dapat diminta untuk turut bertanggung jawab atas akta yang dibuatnya. 

Notaris tidak terikat untuk memenuhi janji atau kewajiban apapun seperti yang 

tertuang dalam akta yang dibuatnya.

Namun, tidak menutup kemungkinan Notaris dalam menjalankan tugas 

jabatannya melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. Misalnya, dalam pembuatan akta, Notaris melakukan tindakan yang 

menguntungkan salah satu pihak atau diri Notaris itu sendiri. Padahal hal tersebut 

jelas bertentangan dengan Undang-Undang. Kemungkinan Notaris melakukan 

kesalahan atau dengan sengaja melakukan kesalahan dalam menjalankan tugas 

jabatannya untuk suatu kepentingan tertentu adalah sangat besar. Biasanya manusia 

dapat melakukan suatu hal yang jelas bertentangan hanya untuk mencapai sesuatu 

yang lebih baik dalam hidupnya. Hal ini tidak hanya dialami oleh profesi Notaris saja 

melainkan oleh profesi-profesi hukum lainnya.
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Notaris dapat merangkap jabatan menjadi Pejabat Pembuat Akta Tanah 

(PPAT). Notaris yang merangkap jabatan menjadi PPAT harus mengikuti dan lulus 

ujian yang diselenggarakan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional. Ujian tersebut 

guna memenuhi formasi PPAT di Kabupaten atau Kotamadya yang formasinya 

belum terpenuhi. Perbedaan antara Notaris dan PPAT salah satunya mengenai 

wilayah jabatan. Kalau Notaris, wilayah jabatannya mencakup semua wilayah dalam 

satu provinsi, sedangkan PPAT hanya mencakup salah satu wilayah Kabupaten atau 

Kotamadya dalam satu provinsi saja. Wewenang utama Notaris adalah membuat akta 

otentik. Bentuk akta notaris dan ketentuan-ketentuan yang harus dimuat dalam akta 

notaris dijelaskan dalam Pasal 38 UUJN. Seperti yang diketahui, PPAT berwenang 

membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai Hak Atas 

Tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun. Misalnya: jual beli, tukar menukar, 

hibah, pemasukan dalam perusahaan (inbreng), pembagian hak bersama, pemberian 

Hak Guna Bangunan/Hak Pakai atas tanah Hak Milik, pemberian Hak Tanggungan, 

pemberian kuasa membebankan Hak Tanggungan.

Syarat suatu akta dikatakan sebagai akta otentik apabila telah memenuhi 

ketentuan dalam Pasal 39 dan 40 UUJN, yaitu:

Pasal 39

(1) Penghadap harus memenuhi syarat sebagai berikut:

a. paling sedikit berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah; 

dan

b. cakap melakukan perbuatan hukum.
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(2) Penghadap harus dikenal oleh Notaris atau diperkenalkan kepadanya oleh 

2 (dua) orang saksi pengenal yang berumur paling sedikit 18 (delapan 

belas) tahun atau telah menikah dan cakap melakukan perbuatan hukum 

atau diperkenalkan oleh 2 (dua) penghadap lainnya.

(3) Pengenalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan secara tegas 

dalam akta.

Pasal 40

(1) Setiap akta yang dibacakan oleh Notaris dihadiri paling sedikit 2 (dua) 

orang saksi, kecuali peraturan perundang-undangan menentukan lain.

(2) Saksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memenuhi syarat 

sebagai berikut:

a. paling sedikit berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah.

b. cakap melakukan perbuatan hukum.

c. mengerti bahasa yang digunakan dalam akta.

d. dapat membubuhkan tanda tangan dan paraf.

e. Tidak mempunyai hubungan perkawinan atau hubungan darah dalam 

garis lurus ke atas atau ke bawah tanpa pembatasan derajat dan gans 

ke samping sampai dengan derajat ketiga dengan Notans atau para 

pihak.

(4) Saksi sebagamana dimaksud pada ayat (1) harus dikenal oleh Notans atau 

diperkenalkan kepada Notaris atau diterangkan tentang identitas dan 

kewenangannya kepada Notaris oleh penghadap.

Pembatalan akta..., Danuta Putri, FH UI, 2008



(5) Pengenalan atau pernyataan tentang identitas dan kewenangan saksi 

dinyatakan secara tegas dalam akta.

Pasal 41 UUJN menyatakan bahwa apabila ketentuan dalam Pasal 39 dan 40 tersebut 

tidak dipenuhi maka suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta 

di bawah tangan. Jika semua syarat di atas telah dipenuhi dan benar-benar dilakukan 

oleh Notaris maka aktanya adalah akta otentik. Apabila ada suatu hal ditulis oleh 

Notaris tetapi tidak dilakukannya, (contoh: pembacaan akta atau orang yang 

dikatakan menghadap tidak hadir, penandatanganan di rumah), maka Notaris 

berbohong dan demi hukum membuat akta palsu (valse akte) dengan hukuman 

sebagaimana tertulis dalam Undang-Undang.10

Akta PPAT berbeda dengan akta Notaris. Akta PPAT dibuat dengan bentuk 

yang ditetapkan oleh Menteri. Semua jenis akta PPAT diberi satu nomor urut yang 

berulang pada permulaan tahun takwin. Akta PPAT dibuat lam bentuk asli dalam 2 

(dua) lembar, yaitu lembar pertama senanyak 1 (satu) rangkap disimpan oleh PPAT 

yang bersangkutan dan lembar kedua sebanyak 1 (satu) rangkap atau lebih menurut 

banyaknya objek perbuatan hukum dalam akta disampaikan kepada Kantor 

Pertanahan untuk keperluan pendaftaran. PPAT hanya berwenang membuat akta 

mengenai tanah atau satuan rumah susun yang terletak di daerah kerjanya, kecuali 

kalau ditentukan lain oleh undang-undang. Pelanggaran terhadap ketentuan ini 

mengakibatkan aktanya tidak sah dan tidak dapat digunakan sebagai dasar 

pendaftaran.

10Tan Thong Kie, Buku I Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris, PT. Ichtiar Baru Van 
Hoeve, Jakarta.2000.hlm.212.
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Notaris/PPAT dalam menjalankan tugas jabatannya harus tetap bergerak 

dalam suatu kerangka hukum yang telah ditentukan. Hal tersebut dimaksudkan tidak 

hanya untuk memberikan perlindungan hukum kepada para pihak dalam akta 

melainkan untuk kepentingan Notaris/PPAT sendiri yaitu demi tetap teijaganya nama 

baik profesi Notaris/PPAT di tengah masyarakat.

Dalam menjalankan tugas jabatannya tidak menutup kemungkinan 

Notaris/PPAT melakukan pelanggaran. Pelanggaran-pelanggaran terhadap 

pembuatan akta notaris mempunyai sanksi-sanksi yang tegas, seperti yang tercantum 

di dalam Pasal 84 dan 85 UUJN, yaitu:

1. Pasal 84

Tindakan pelanggaran yang dilakukan Notaris terhadap ketentuan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf i, Pasal 16 ayat (1) 

huruf k, Pasal 41, Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, atau Pasal 

52 mengakibatkan suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian 

sebagai akta di bawah tangan atau suatu akta menjadi batal demi hukum 

dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut

penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notans.

2. Pasal 85

Pelanggaran ketentuan dalam Pasal 7, Pasal 16 ayat (1) huruf a sampai 

dengan huruf k, Pasal 17, Pasal 20, Pasal 27, Pasal 32, Pasal 37, Pasal 54, 

Pasal 58, Pasal 59 dan Pasal 63, dapat dikenai sanksi berupa:

a. teguran lisan

b. teguran tertulis
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c. pemberhentian sementara

d. pemberhentian dengan hormat

e. pemberhentian dengan tidak hormat

PPAT hanya berwenang membuat akta mengenai tanah atau satuan rumah 

susun yang terletak di daerah keijanya, kecuali kalau ditentukan lain oleh undang- 

undang. Pelanggaran terhadap ketentuan ini mengakibatkan aktanya tidak sah dan 

tidak dapat digunakan sebagai dasar pendaftaran. PPAT juga dapat diberhentikan 

secara tidak hormat dari jabatannya, apabila terbukti telah melakukan pelanggaran 

berat, yaitu:

a. Pembuatan akta PPAT yang dilakukan sedangkan diketahui olehnya bahwa

pihak yang berwenang melakukan perbuatan hukum atau kuasanya sesuai 

ketentuan yang berlaku tidak hadir dihadapannya. 

b PPAT yang bersangkutan mengetahui bahwa objek dalam akta tersebut

masih dalam sengketa yang mengakibatkan penghadap tidak berhak untuk 

melakukan perbuatan hukum.

Notaris bukan lagi sebagai organ Negara yang menjalankan kekuasaan umum 

melainkan organ Pemerintah yang berada di bawah Departemen Hukum dan Hak 

Asasi Manusia Rapublik Indonesia, sehingga masalah pengawasan terhadap Notaris 

telah beralih dari Hakim Pengadilan Negeri kepada Majelis Pengawas yang dibentuk 

oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Sesuai dengan ketentuan Pasal 68 

UUJN, Majelis Pengawas terdiri dari:
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1. Majelis Pengawas Daerah

2. Majelis Pengawas Wilayah

3. Majelis Pengawas Pusat

Jika Notaris terbukti melakukan pelanggaran, sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat 

(1) UUJN untuk kepentingan proses pengadilan, penyidikan, penuntut umum atau 

hakim dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah berwenang:

a. Mengambil fotocopy minuta akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada 

minuta akta atau protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris.

b. Memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan 

akta yang dibuatnya atau protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan 

Notaris.

Oleh karena itu diperlukan suatu Majelis Pengawas Daerah yang solid untuk dapat 

menyeleksi masalah-masalah apa saja yang perlu menghadirkan Notaris yang 

bersangkutan dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau 

protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris, baik dalam proses 

penyidikan maupun peradilan.

Tanpa mengurangi ketentuan mengenai tata cara maupun pengenaan 

tingkatan sanksi-sanksi berupa peringatan dan teguran, maka pelanggaran- 

pelanggaran yang oleh Majelis Pengawas Pusat secara mutlak harus dikenakan 

sanksi pemberhentian sementara sebagai anggota Ikatan Notaris Indonesia (INI) 

disertai usul Majelis Pengawas Pusat kepada Kongres untuk memecat anggota yang 

bersangkutan adalah pelanggaran-pelanggaran yang disebut dalam Kode Etik Notaris 

dan UUJN, yang berakibat bahwa Notaris yang bersangkutan dinyatakan bersalah
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berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang 

tetap.

Jenis-jenis kegiatan pembinaan dan pengawasan PPAT dilaksanakan atas 

nama Menteri. Pembinaan PPAT terutama dilakukan dengan penetapan peraturan 

dan pemberian petunjuk teknis serta penjelasannya. Penjelasan tersebut dapat 

disampaikan secara tertulis maupun dalam forum-forum pertemuan yang 

diselenggarakan oleh unit kerja atau organisasi PPAT (IPPAT atau ASPPAT). Tugas 

pemeriksaan PPAT hanya dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan dengan 

menugaskan stafiiya dengan dibekali dengan surat tugas. Hal-hal yang boleh 

diperiksa adalah kewajiban PPAT dalam membuat buku daftar akta, menjilid akta, 

dan mengirimkan akta asli kepada Kantor Pertanahan. Sedangkan mengenai 

pemasangan papan nama, pembukaan kantor dapat dilihat dari pengamatan lapangan. 

Pemeriksaan atas aktanya sendiri dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan pada 

waktu pendaftaran perubahan data yuridis dan apabila terdapat kesalahan 

diberitahukan secara  tertulis kepada PPAT yang bersangkutan.

Dari penjelasan-penjelasan di atas dapat diketahui bahwa Notaris/PPAT 

dalam menjalankan tugas jabatannya dilingkari oleh berbagai macam ancaman 

hukuman terhadap pelanggaran yang dilakukan. Hal ini merupakan suatu 

konsekuensi logis dari kepercayaan yang telah diberikan oleh Undang-Undang. 

Dengan demikian akibat hukum yang timbul ketika Notaris/PPAT dalam 

menjalankan tugas jabatannya tidak lagi mengindahkan ketentuan yang tertuang 

dalam Undang-Undang, maka tidak menutup kemungkinan Notaris/PPAT dapat 

diajukan ke muka pengadilan.
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Selanjutnya penulis ingin menganalisa pertimbangan-pertimbangan hukum 

yang menjadi dasar bagi hakim dalam memutuskan perkara-perkara dalam kasus di 

atas.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, 

yang dimaksud dengan perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang pria 

dengan seorang wanita sebagai suami isteri yang bertujuan membentuk keluarga 

(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Harta benda dalam perkawinan diatur dalam Bab VII dalam Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974, dengan judul Harta Benda Dalam Perkawinan. Harta benda 

dalam perkawinan meliputi harta bersama dan harta pribadi.

Harta bersama merupakan salah satu macam dari sekian banyak harta yang 

dimiliki seseorang. Dalam kehidupan sehari-hari harta mempunyai arti penting bagi 

seseorang karena dengan memiliki harta dia dapat memenuhi kebutuhan hidup secara 

wajar dan memeperoleh status sosial yang baik dalam masyarakat. Arti penting 

tersebut tidak hanya dari segi kegunaannya (aspek ekonomi) melainkan juga dari segi 

keteraturannya (aspek hukum). Secara ekonomi orang sudah biasa bergelut dengan 

harta yang dimilikinya, tetapi secara hukum orang belum banyak memahami aturan 

hukum yang mengatur tentang harta, terutama harta yang didapat suami istri selama 

perkawinan. Ketidak pahaman mengenai ketentuan hukum yang mengatur tentang 

harta bersama dapat menyulitkan untuk memfungsikan harta bersama tersebut secara 

benar.

Pasal 35 ayat (1) UUP menentukan bahwa harta bersama merupakan harta benda 

yang diperoleh selama atau sepanjang perkawinan berlangsung.
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Menurut Drs.H.Abdul Manan,S.H.,S.IP.,M.Hum bahwa harta bersama adalah harta 

yang diperoleh selama ikatan perkawinan berlangsung dan tanpa mempersoalkan 

terdaftar atas nama siapa.

Harta bersama meliputi:11

1. Harta yang diperoleh sepanjang perkawinan berlangsung.

2. Harta yang diperoleh sebagai hadiah/pemberian atau warisan apabila 

ditentukan demikian.

3. Hutang-hutang yang timbul, selama perkawinan berlangsung, kecuali yang 

merupakan harta pribadi masing-masing suami isteri.

Harta akan menjadi harta bersama jika tidak ada perjanjian mengenai status harta 

tersebut sebelum ada pada saat dilangsungkan perkawinan, kecuali harta yang 

didapat itu diperoleh dari hadiah atau warisan atau bawaan masing-masing suami 

isteri yang dimiliki sebelum dilangsungkan perkawinan sebagaimana dijelaskan 

dalam Pasal 35 UUP.

Pengurusan mengenai harta bersama diatur dalam Pasal 36 ayat (1), yang 

menentukan bahwa suami isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. 

Dalam hal melakukan perbuatan-perbuatan yang sifatnya mengakibatkan 

berpindahnya harta kekayaan kepada pihak lain, harus mendapat persetujuan dari 

pasangan hidupnya.

Undang-Undang Perkawinan tidak mengatur mengenai sah atau tidaknya perbuatan 

hukum mengenai harta bersama yang dilakukan tanpa persetujuan pasangan hidup. 

Oleh karena itu harus dilihat dari syarat sahnya perbuatan itu sendiri. Hal tersebut

11 Prof. Wahyono Darmabrata, S.H, M.H dan Surini Ahlan Sjarif, Hukum Perkawinan dan Keluarga 
di Indonesia, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004), hlm. 96.
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dapat dilihat dari kecakapan pihak yang melakukan perbuatan tersebut (suami atau 

isteri).

Pasal 31 ayat (2) UUP menyatakan bahwa:

“Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum”.

Maksudnya adalah perbuatan yang dilakukan oleh suami atau isteri adalah sah, hanya 

saja ada cacatnya yaitu tidak ada persetujuan dari pasangan hidup. Jika perbuatan 

hukum tersebut tetap dilaksanakan, maka pihak yang seharusnya memberikan 

persetujuan berhak menuntut pembatalan perbuatan hukum tersebut dengan alasan 

tidak adanya persetujuan bersama sesuai dengan ketentuan Pasal 36 ayat (1) UUP. 

Selain menuntut pembatalan perbuatan hukum, dapat juga memberikan persetujuan 

secara diam-diam dengan cara membiarkan begitu saja perbuatan tersebut. Jika pihak 

yang belum memberikan persetujuan telah mengetahui adanya perbuatan hukum 

mengenai harta bersama tetapi tidak mengadakan tantangan atau tidak menyatakan 

keberatan atas kejadian tersebut, maka dianggap telah memberikan persetujuan 

secara diam-diam.

Dalam menyelesaikan perkara ini pertimbangan hukum yang digunakan oleh 

Mahkamah Agung sehingga menyatakan bahwa jual beli berdasarkan akta notaris 

tanggal 16 Juli 1996 Nomor 320/09.03/Jg.II—/1996 tidak sah dan batal demi hukum 

karena objek jual beli tersebut merupakan harta bersama antara Penggugat dan 

Tergugat II, akan tetapi dalam melakukan pengalihan (jual beli) atas objek tersebut 

Tergugat II tidak mendapat persetujuan dari Penggugat selaku isterinya. Benar atau 

tidaknya objek jual beli tersebut merupakan harta bersama telah dibuktikan dengan
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Penggugat telah mencatatkan pernikahannya dengan Tergugat II pada tanggal 26 

Desember 1990 berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 0223/1990.

Dalam pernikahan tersebut Tergugat II juga telah mengakui 3 orang anak atas 

persetujuan Penggugat, yaitu Lisa Wenis, Henry Deden, dan Lili Novianti S. 

Tergugat II juga membenarkan dalil Penggugat bahwa objek sengketa didapat selama 

dalam perkawinan karena mereka telah melangsungkan perkawinan menurut agama 

Budha sejak 6 Juni 1972. Maka bagi mereka tetap berlaku Hukum Keluarga yang 

diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, meskipun Undang-Undang 

Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 sudah berlaku.

Pasal 119 KUHPerdata menyatakan bahwa mulai saat perkawinan 

dilangsungkan demi hukum berlakulah persatuan bulat antara harta kekayaan suami 

isteri bilamana tidak diadakan peijanjian perkawinan.

Dengan demikian sejak tanggal 26 Desember 1990 tanah berikut bangunan rumah 

yang diperoleh Tergugat II pada tanggal 22 Februari 1986 atas dasar Akta Jual Beli 

No.207/NOT/KD/1986 antara PT. Way Halim Permai dan Tergugat II (yang menjadi 

objek perkara), demi hukum menjadi harta bersama dari Penggugat dan Tergugat II. 

Menurut Pasal 1320 KUHPerdata syarat sahnya suatu perjanjian diperlukan 4 

(empat) syarat, yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

3. Suatu hal tertentu

4. Suatu sebab yang halal

Pembatalan akta..., Danuta Putri, FH UI, 2008



Menurut pendapat Tergugat I, transaksi jual beli antara Tergugat I dan Tergugat II 

yang dituangkan dalam Akta Jual Beli No. 320/09.03/Jg.H/l986 tanggal 16 Juli 1996 

sudah disepakati antara keduanya.

Kecakapan melakukan suatu perbuatan hukum tidak diragukan lagi karena 

Tergugat I dan Tergugat II sudah dewasa dan tidak berada di bawah pengampuan. 

Obyek sengketa adalah barang berwujud dan merupakan benda yang pasti yaitu 

berupa tanah dan bangunan yang berdiri di atas tanah tersebut dengan ukuran dan 

luas yang sudah jelas.

Syarat terpenting selanjutnya adalah suatu sebab yang halal. Obyek transaksi 

jual beli tersebut boleh diperjual belikan atau tidak. Dalam transaksi jual beli tersebut 

yang menjadi obyek jual beli merupakan harta kekayaan bersama yang dijual oleh 

Tergugat II tanpa seizin Penggugat sebagai isteri sah. Maka perjanjian tersebut 

mengandung cacat, karena adanya suatu sebab yang tidak halal terhadap obyek 

transaksi. Oleh karena itu berdasarkan Pasal 1337 KUHPerdata jual beli tersebut 

tidak mempunyai kekuatan hukum yang berlaku, harus batal sejak semula dan batal 

demi hukum.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Tergugat I dan Tergugat II 

telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan hak Penggugat. 

Menurut Pasal 1365 KUHPerdata, setiap perbuatan melanggar hukum yang 

membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya 

menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut

Pembatalan akta..., Danuta Putri, FH UI, 2008



Pengadilan Tinggi menyatakan sah dan berharganya Sita Jaminan (CB) berdasarkan 

Penetapan Pengadilan Negeri Tanjung Karang tanggal 11 November 1999 No. 

39/Pdt.G/1999/PN.TK.

Untuk mendapatkan kepastian hukum dalam melaksanakan putusan pengadilan, 

maka berdasarkan Pasal 33 (4) UU No.14 Tahun 1970 Pengadilan Tinggi 

menghukum Tergugat I menyerahkan sertipikat Hak Guna Bangunan No. 

349/Jagabaya dengan surat ukur tanggal 4 Maret 1986 No. 697/1986 seluas 246 m2 

kepada Penggugat dan menghukum Tergugat II untuk mematuhi isi putusan tersebut.

Setelah putusan Pengadilan Tinggi diberitahukan kepada Tergugat I pada 

tanggal 23 September 2000 kemudian Tergugat I dengan perantara kuasa khusus, 

berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 November 2000, diajukan permohonan 

kasasi secara lisan pada tanggal 4 Oktober 2000 sebagaimana ternyata dari akta 

permohonan kasasi No.39/Pdt.G/l999/PN.TK yang dibuat oleh Panitera Pengadilan 

Negeri Tanjung Karang, permohonan mana kemudian disusul dengan memori kasasi 

yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri 

tersebut pada tanggal 14 November 2000.

Permohonan kasasi diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri baru pada tanggal 4 

Oktober 2000, sedang pemberitahuan putusan yang dimohonkan kasasi l.c putusan 

Pengadilan Tinggi Tanjung Karang tanggal 3 Agustus 2000 No. 15/Pdt/2000/PT.TK 

pada tanggal 23 September 2000, sehingga dengan demikian penerimaan 

permohonan kasasi tersebut telah melampaui tenggang yang ditentukan dalam Pasal 

69 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985. Atas dasar tersebut Mahkamah Agung 

menyatakan bahwa permohonan kasasi tersebut tidak dapat diterima.
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Penggugat I merasa keberatan dengan putusan kasasi tersebut, karena itu 

Penggugat I mengajukan permohonan Peninjauan Kembali kepada Kepaniteraan 

Pengadilan Tinggi Tanjung Karang secara lisan pada tanggal 4 Januari 2003, dan 

permohonan tersebut diterima pada tanggal 4 Februari 2003 yang memuat alasan- 

alasan bahwa Tergugat I sangat keberatan bahkan menolak dengan tegas Keputusan 

Majelis Hakim Mahkamah Agung karena tidak dilandasi pertimbangan hukum yang 

nyata. Tergugat I merasa bahwa permohonan kasasi yang diajukan tidak terlambat 

karena masih dalam tenggang waktu yang tepat menurut hukum, jadi sudah 

selayaknya permohonan kasasi dari Tergugat I secara yuridis dinyatakan diterima.

Menimbang terhadap alasan-alasan Peninjauan Kembali tersebut Mahkamah 

Agung menyatakan bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan karena tidak 

termasuk dalam salah satu alasan permohonan Peninjauan Kembali sebagaimana 

yang dimaksud dalam Pasal 67 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana 

yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004. Berdasarkan 

pertimbangan tersebut, Mahkamah Agung menolak permohonan Peninjauan Kembali 

yang diajukan oleh Tergugat I.

Menurut pendapat penulis, putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang No. 

39/Pdt.G/1999/PN.TK dan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Nomor 

15/Pdt/2000/PT.TK tersebut sudah benar karena Tergugat II melakukan jual beli atas 

harta bersama antara Tergugat II dan Penggugat kepada Tergugat I tanpa adanya 

persetujuan Penggugat selaku istri sah Tergugat II. Pengadilan Tinggi juga sudah 

membuktikan bahwa objek sengketa yaitu sebidang tanah berikut bangunan rumah 

permanen yang terletak di Kelurahan Jagabaya/Way Halim Kecamatan Kedaton
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Bandar Lampung, dengan sertifikat Hak Guna Bangunan No. 349/Jagabaya, surat 

ukur tanggal 4 Maret 1986 No. 697/1986 seluas 246 m2 adalah benar merupakan 

harta bersama antara Penggugat dan Tergugat I berdasarkan bukti-bukti yang 

diajukan. Salah satu syarat sahnya perjanjian, yaitu adanya suatu sebab yang halal, 

tetapi jual beli yang dilakukan antara Tergugat I dan Tergugat 11 tersebut tidak 

memenuhi salah satu unsur tersebut. Oleh karena itu, akta jual beli tanggal 16 Juli 

1996 Nomor 320/09.03/Jg.II-/1996 tidak sah dan batal demi hukum. Tergugat I juga 

telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian 

bagi Penggugat. Permohonan kasasi dan Peninjauan Kembali yang diajukan 

Tergugat I kepada Mahkamah A gung  juga tidak sesuai dengan Pasal 67 Undang- 

Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang- 

Undang Nomor 5 Tahun 2004. Oleh karena itu permohonan Kasasi dan Peninjauan 

Kembali tersebut tidak dapat diterima oleh Mahkamah Agung.
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BAB m 
PENUTUP

A. Kesimpulan

1* Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik dalam 

bentuk yang ditentukan oleh undang-undang. Notaris dapat merangkap jabatan 

sebagai PPAT, yang berwenang membuat akta mengenai hak atas tanah atau 

Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun. Notaris/PPAT dalam menjalankan tugas 

jabatannya harus tetap bergerak dalam suatu kerangka hukum yang telah 

ditentukan, yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Jabatan 

Notans (UUJN) dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 

Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan PPAT. Dalam melaksanakan tugas 

jabatannya tersebut tidak menutup kemungkinan melakukan pelanggaran- 

pelanggaran, antara lain membuat akta tidak sesuai dengan undang-undang 

yang berlaku yang dapat mengakibatkan suatu akta hanya mempunyai kekuatan 

pembuktian sebagai akta di bawah tangan dan akta menjadi batal demi hukum. 

Hal tersebut dapat mengakibatkan Notaris/PPAT dituntut penggantian biaya, 

ganti rugi dan bunga oleh pihak yang menderita kerugian. Selain itu juga dapat 

dikenakan sanksi-sanksi berupa teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian 

sementara, pemberhentian dengan hormat dan pemberhentian dengan tidak

Pembatalan akta..., Danuta Putri, FH UI, 2008



hormat. Tetapi tidak menutup kemungkinan Notaris/PPAT dapat diajukan ke 

muka pengadilan.

Berkaitan dengan putusan Makhamah Agung Republik Indonesia No.334 

PK/Pdt/2003 bahwa jual beli atas sebidang tanah berikut bangunan rumah 

permanen yang terletak di Kelurahan Jagabaya Way Halim, Kecamatan 

Kedaton Kotamadya Bandar Lampung dengan sertifikat Hak Guna Bangunan 

No.349/Jagabaya jo surat ukur tanggal 4 Maret 1986 No.697/1986 seluas 246 

m2 yang dinyatakan dalam akta No.320/09.03/JG.II/1996 adalah batal demi 

hukum. Akta tersebut tidak memenuhi salah satu syarat sahnya perjanjian 

dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu suatu sebab 

yang ha\a\. Peralihan hak jual beli atas objek harta bersama tersebut 

dilakukan tanpa persetujuan dari istrinya sebagai pasangan hidup dan dalam 

jual beli tersebut mengandung unsur perbuatan melawan hukum. Oleh karena 

itu, Makhamah Agung Republik Indonesia dalam putusannya No.334 

PK/Pdt/2003 menyatakan bahwa perjanjian dalam akta tersebut tidak  

mempunyai kekuatan hukum dan batal demi hukum.

B. Saran

Notaris/PPAT dalam menjalankan tugas jabatannya tidak terlepas dari 

ta n g g u n g  jawab terhadap akta yang dibuatnya. Dalam pelaksanaan tugas jabatannya 

Notaris/PPAT dilingkari oleh berbagai macam ancaman hukum terhadap 

pelanggaran yang dilakukan. Hal ini merupakan suatu konsekuensi logis dari
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kepercayaan yang diberikan oleh Undang-Undang. Untuk itu, sebagai Notaris/PPAT 

dalam melaksanakan tugas jabatannya harus mempunyai sifat profesional. 

Notaris/PPAT harus mempersiapkan dirinya dengan bekal ilmu yang memadai dan 

kemampuan yang cukup serta kesiapan mental yang baik dalam melayani masyarakat 

juga harus menyadari kewajibannya, bekerja sendiri, jujur, tidak berpihak, penuh 

rasa tanggung jawab serta berpegang teguh pada kode etik profesinya, Undang- 

Undang Jabatan Notaris (UUJN) dan Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah. 

Sebelum membuat akta Notaris/PPAT juga harus lebih teliti untuk memeriksa 

identitas para pihak. Dalam hal membuat akta atas harta bersama harus ada 

persetujuan dari pasangan hidup dengan cara ikut menandatangani akta tersebut 

maupun dengan memberikan surat persetujuan yang dapat dibuat di bawah tangan 

maupun dalam bentuk akta notariil. Hal tersebut untuk menghindari sengketa dalam 

pembuatan akta sehingga dapat menjaga nama baik organisasi profesi Notans/PPAT 

di mata masyarakat.
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• .persetujuan  istr.L (penggugat), dan peralihannya 

dalam .akta d i tarda tangani Penggugat selaku i s ­

t r i  sah Tergugat II  j________ _____ ______________

Dohwti perbuatan Tergugat 1 dor) Tergugat I I ,  me- 

rjpakun perbuatan melawan hukuin eks pacul- 1365 

KUH Perdata,. dan apabila dihubungkan'dengan pa-\ 

ru l 1 y>- O KUH Perdata,, nak» transaksi Jual boli  

yang dilakukan o leh  Tergugat .1 dan Tergugat I I -  

t ldak  i?eh dan patu t dinyatakan b^tal demi hukum?

Jiphwte d enga n : w eru J uk . k epad a Yu ri-sprud ons i  K« ahk«~ 

rr«>h j x ku n g Kepublik 3 ndonenia Ko.i'BO/i K/FOT/ 1?B6 

tangga.L, 31 Jaruuri 1$69 yang menyatakan buhwa- 

Jual b o l i  hurtb berp<oim tanpa isiin .Istri morupn 

k.»n perbuatan melawan hukumt jua l b&l5. tersebut

d j r»ya takor) tiduk ruh dan batal derni hukum }------

! * i il iwj.i uk J b.,t i'Ri'bu ¡i tun TrfiY»ufin t J. rlur) "'«r/'Ur.jt-J I
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mentransaksikan roh;* riang r)c>h ber.1Ia it  bangunan

huk . ûnfj bangunan i'o . 3^SA'agabaya Jo ourat ukur 

i’o .  tS7/19(36 rcluas Zb(- b'2 tanpa feopengatahuan- 

P^nggugat dan sejak  tahun 1996 d ikuasa i o leh  -  

Ter/jugtit 1, maka J-'en/r/n g.:-, t  menderita kerugian -  

m a te r i i l  yang apabila  diecwakan sejak tahun 1?96 

bin,j;ga sekarang adalah Rp.2 .5 0 0 ,0 0 0 ,-  X h tahun 

„ Rp. 1 0 .0 0 0 .0 0 0 .-  ( eepuluh ju ta  rupioh) ditambah 

kerugian iwm & terlil  karena tidak d ihargainya -  

Penggugat eebag:ai i s t r i  Tergugat I I  dan perasaan  

n»alu eer ta  r-cngalarni d ep res i  yang cukup ceriup. -

irakc patut dan bori..las'yn Penggugat meminta por -

.gtijrti- îr) kerurj&n i i v n z t e r i l l  s eb esa r  Rp, 100,000.

.1uto rupiah) t -----------------------------•-----
/..;/ i i V-v-
ill'. [B k̂ Wcj va tfrr  ; /m ¡¡j t,i: j i dilam perkara i n i  fcidr.kli * » ! •’• •• -i . ‘V, \ i • • ! . ■
\  • .'..elc rrtohon.-.Sgcii' Pengadilan Negeri Tanjungkarang -  

/p^l-ifeanakiin penyitaan terhadap objek yang d i  -  

sengketakan dalau) p e l a r a  i n i  yaitu  sebidang tanah 

berikut b«ngunan rumah permanen d ia tasnya yang -  

ter le ta k  dikelur^l on Jugaboyo/Wey J!olim kecamatan 

Kcsdaton Kotarnadya •¡Sandar'-Lampung dengan s e r t i f i k a t  

h;,k • Tun.) bi;n,un£;ri i-’o . 3^9Ar ugobuya Jo su ra t  ukur -  

tanggal, U Karet 19.0^ t>o«69//19G6 celuaa <¿¿*6 —

y om? e'f.;: ra ng w t  >.*& nama ergu/rat 1 j — 

ntr.Wu gu^aton Fenirtniga t  didasarkan atas a la t  bukti 

yan.z Sb>i irenurut hukum, o leh  karena i t u  dimohon -  

K..n «j-'t-r putu r.-n perkara j.nj. dapat ci ilakwi. uukan - 

t e r i s i h  dahulu (u itv o o rb a r  b ij  voorad) meskipun- 

pypu "'or. u/>jt tn(?.li'l'uk-n vo rze t ,  barxling HU.UpUn kli­

pi .P i ; ----
Mohi-za boifJcifi..rica n c;i,‘-a l  «i-jti ter seb u t  d i  otafc

ir.uk.,; cirn.-ari in i I ¿.•nr.gugc. t  rol.-j n kin-nyu 1 Ui i\ o fcu u
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i GD/Tincl i l a n  I c { ier i Tonjungkurang berlcenon untuk  

r/M-\-.r:vT:il ^rduu belah  pihak dan memutus perka­

ra 1 r.l dondon wnrr seb a g a i b e r ik u t : -----------------

1 .  : err^buJ k.,n ru g a ta n  P en ggu gat untuk se lu ru h n y a ;

i . : o'iy:-1.1,-'-:t*n Ivbv/fj Tnr(Tj('ut 1 dan T erg u g a t  J l , t e -

.1 ;jl- i ' c 1« ' ( u h . f  p erh v-’tun :nelawun hukum dengan -

r<_‘r.vl^ a k i b < t  hukumnya terhadap Penggugat ;----

3 . I>.'nyt tyk^n l_\>hwa seb id a n g  tanah b er ik u t bangunan 

rurroh r-err.^.non t e r le t a k  d i  Kelurahan J a g a -

Oijyj/v. ..-.y 1'a lim  K ecar.utan Kedaton Bendai>- Lampung 

Pak /'urc ban/^unon No .."Mc/j agabaya, su r a t  .ukur -  

tnrtppjjl,f* m ¡¿re t  1VH6, K'o .6 9 7 /1 9 8 6 , lu a s  246 V*Z - 

yatim ~»on;ladl e t in r k e tu a d a ia h  h arta  bersama a n ta -

. ra L en/^gu £a t d e»y;«n T ?rgugat II ; -------------- — . -------------

/ '1  • >' ' '» •
‘4 * (  l|’ ^ /yb  (;|-ki/'i vU.V-.wc-, ju a l  b e l i  antara T ergugat 1 dan

V ■•.\.^rG U/^t I I  ::-cUi tu n g g u l, 16 J u l i  199f» tidak , sah

‘ c im  kiirananya b u ta l dcn>i hukum ;----------'— .________

i- enyat^ kon  sor, uon berharga s i t a  jaminan a tas  -  

r.objdang: tanah b e r ik u t bungunan mm ah peinanen- 

yan^ c e r le ta k  d ilce lu ra h cn  J agabaya/ Viay H alim  -  

K ecut;'b ta.n K edu turi /^ndar-Lampung, hak guna bangu­

nan Ko . 349/J a.^abaya, bu r a t  ukur t a n g g a lU. K a re t -

l£S>6* f -o.  69 7 / l9 i i6  s e lu a s  246 M t ---- -------------

0 .  !•• oK.tf.ukw 7orr'ar<'t 1 untuk menyerahkan S e r t i f ik a t

hok w.-ilik ‘oerupu U-.rta fpno g in i  antara Penggu -  

Hijt  flrjn '’oryvi/'v-1 :»j y a itu -se b id a n g  tanuh. b erik u t  

bi:v:ruvit»n lw-uh poru'aren yung te r le ta k  d i  K alu ra­

ba n «j pa ba ya/V« ;> y ..1 im K ocarra tan K* ed a ton Bardar-

I. .;.-n<y 'ur>[{, h«_ik gu na ba ngunar, o , 349/J aga ba ya 9b\j ra t

u k u r  '* • '*  ̂ 1996»fco*68»/1906 se lu a s  -

r/n' ; ; -------------------------------------------— -----
7.. erj^hukurn .
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7 .  rer.ghukurr» Torgug^t 1 dan Tcrgu/^t I I  secura -  

r'!r-&iY)Z re n te n r  untuk mengganti kerugian Peng- 

tf-igttt ísebügai berikut : s

«- Kerugian H á to r i l l  eebeeor =>RP* 1 0 . 0 0 0 .0 0 0 . -

— K g ru £ábn Eirmateriil seb esa r  » R p . 1 0 0 * 0 0 0 .0 0 0 .-

Juraloh = R p . 110*000 .000 .-  
(  b  era tii b  sepuluh Juta rupifcb )  •

B. r erycrttskwn putusan c ? p e r k a r a  i ni d a i» t  eli 

¿alonkan ter leb ih  d¿¿hu.lu (u itv o o rb a r  b ij  voorad) 

moskirun T er^ ig -t  .1 dar# Tergugat II  svengajukc.n

Verr.ot, barrí Ing i:;^upun KaBoci ; -----------------------------

v .  ten-hukur. Tcrgugüt I d«n Tergug&t TJ secüro tang-  

"ux>;̂  renten" urtuk r:oírbaya r biaya y^ng tin.'lxil du~ 

7'ft r h c t r *  i n i  t ------------------- ---------------------------------------------
7 U  i ' . \ \  '■

!VU ^  \ r-engi/dilun Negeri berpendapat lain,n»o -

V '••' hen kirwiya »nereberikan yaitusun yang eeadil-acJ .il-  

nyt» ( ex aequo e t l>un->) -------------- ----------- --------------

” or-irhbiirff bahwa n;,-c!l- hari pern-ictungan yon," te - 
1 cM I'i' p  lu k i» r ) ,  tiwir.l i - i ' f .  1 J)/-: p i h u k  1;t?.li.h f l u l a i i g  —-  

r ? w y  : ri;;(p laioj-einya d a n oleh I' e,j e.lie 1! ok ini teluh di - 
coba untuk djclan’aikon akun tetapi tidak berhasil,ke- 
n-Li/.* i bn liuk l?n lalu membacakan eurut. gugatan yang mana
.1&jpy«- t e t a p  d i p e r t a h a n k a n  o l e h  P e n g g u g a t  ? ----------

[■ enimbang, «tas /rugatan toroobut Torgugat 1 dan 

"'errur^t I I  ‘m ela lu i ku&aanya te la h  rnengujuk'an Jawa -  

bi.-r.pya »naning-mnr.jng tun/.’giil? 1 j5 ok tob or  1999»' d ip o r -  

r.ii.;..jn.‘Ti»n yon/; antara la in  berbunyi eab sgu i- ber iku t  

• r 'o.ik d y n i-t.or.  n/.n«'< ^  r-- r gugu t  .1 f

1 .  t:--' r /uh  d  a  n  b u » £ u n & n  y a n g '  t e r l a t a h  d. i  ¡ .»esa  -

j y i > / * , \ « y  i o.litn,K ecai'.-utan Kedwton »arxiarlampung
' d̂ ™-* r* •
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df-r /vir, r <irt.A t K »'. ;ojru bi^unan (»0 T.) 

i .). W  /.) e/’yVi.-.ya jc  surat ukur t.;o .697/ 19B6, s e -  

lu a e  < l\f. F i ,  tertunggal, U Karpet 1900, adalah 

bjk^n nerupakan harta ¡¿otx> s in i/harko  berp-ona 

.i i: la ra T orc;u :-’v> t 7 j ''.i cn/jon i'engj-ugb t , melain -  

kan raeiurakun harta bawaan dari Tergugat 17 :

f ' . . ' v ; . .  d  i  vo b o r k a n  l ' i «  i' h ’) e l  i  f  }■ okin> y a n g  t e r ­

b o r * ; :  t  n f; a r  r . o n o .U .k  a t a u  i n e n g g u g a u i f c a n  p e m ' O -  

1 -o n . jn  i' i. t a  ,- J a l i n a n  a t a s  o b j e k  t a n u h  d a n  b a n g u -  

n ; ; u o y n  t« i r s * ? b u  t  d  f. ^ t a s  ;

wl? cinohon ¿.gar ay'u .yang telah diBctnpaikan 

cliiic<.iaJD ekcopr.i i n i  dapat diteriiau sebagai j e -  

v/iib.-jn/Fan.'rga’dfcVi d<ilun» pokok perkara i n i  juga ;

.(»¿V va./. i: tai»f:rral, «Tuli 199^»7crgu"at 1 t o -  

l . i b • rj-olij:<uVcn tra!-c^.kpi r oirbel.lt;n seb id a n g  ta ­

nuh c .¡n  bangunan yai\g t e r l e t a k  d i  d.esa J ygobaya/  

•■’.■y i ■' .1 i  n , K er.orv'.. t;, r; Kedoton Barrlar I. an jung, d e -  

rgi.v) r--.•'r'jif.lk«- •: i ' -k  na bunpunun (HGB) i o . j / i c /

c »yc- j o  sivi\. t ukur ta n g g a l ,  4 k a r e t  1 9 8 6 , ¡io .

7 / 1  i  i'»"-, s e l u ,  a ; 46 d a r i  T erg u g a t 11 m e lo -  

! u i  C c- H i l  i  tu.‘F o v e r  k r e d i t  P e m il ik a n  rurnah ( K F R)

o . ,  r :i r'1’ . }}u r k b\!nran Negara ( P e r s e r o )  cabang  

;.ohU r-J ur.r«nc • ( t« ^ t i  T - l )  «- 

/r.'-:;, r.oi . ¡k n  c.n ¿ * :o X  b e l i  a n ta ra  T erg u g a t  1 d e -  

n/ran j’•:rs^i va t  I I  t o r r e b . i t  t e la h  d ito u n g k a n  pula  

s i v t  t *  U» j \n ; l  b e l i  No . JJO/O?.03/J g .11 /

1 c‘. v:-, t  e  r  ta  n£>'«3., 'i'' 0 u .1 i  199 6 , d i  tua t  d ih  ad apan-  

:;--‘X..;rie d.l barK?...-r*-la!>rrur>g y a i t u  T a u f ik  H id a y a t ,

f i i.. ( b u k t i  T**?- ) ?- ' ‘ .

 ̂ S« w J ¡j **.w '*‘k >j T/ Tienetahuan T erg u g a t i , s e b e lu m

t r a n e a k s i .
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t'rvr::*u./<.T.i L'var k ra l. it  t e r s o h j t  di.K.kzu.-r.'uk^n 

f r  r-r.r.?.i f '-1 H  ui.OUh menunjukkan dan n;csi:pcr-

lih«.-tk*n akta ,’uo.l b e l i  awt>l sa a t  Uiir tiniJ Ter-  

f 1- ' t  17 raen-brii.i t r̂niV. dun rorr-u-h ter se b u t  di -  

i-t-wi? r?©lfc.lui »"".W' r,.J.:r T’.iV: jO (Un i i'.-WK -  

?. Z'J.i! ;; ( f'2 ••';•,> ) Co b«;!^ *TVl <.. rl. l?r’ r.U H£7

C ;'U \it i  'l'-3)

A, T'ii.l;Ww berdcsyrk^n uV:tc* Ju tl b e l i  (/,v/j1 ) i:o,?.07/

f'.i.!?/KrV2 r-C<:>tert6;n ^ u l  a* Pebruuri l£fs6 (b u k t i -  
T- -5  torr  eto.it) r er.un.luki-n bahwo p.-ida sa a t  i t u

17 bertir>1-e-k g e n d ir i , d r n‘?on t idak  mengi­

kut P-ortoiicur) Pet?rfTUfi:t baik sebagai* pibi.k yi.:r/r -  

ik u t  rpeni..ndeton/>*ni ok t a et&upun sebagai pihak -  

f ' jyr ip? .. b#H)ak nj®nfetc»Viuit e e b in y a  bel t e r se b u t  v c

(■'; ji;*u 03 u kjk & r„ b.ihwu- tr^ncakoi Jual b e l i  « to s  seb id an g  
!?! \ ? v i )
'i \ Stinjjb iler- b ;.riiun-;n \'.:r,r. dimaksud d i  u-tas antara
\ •1 ; ”

\  /•Tori:u/;o t JT 0 (?r.,y.n T e r c u a t  1 adalah r «h nenurut-

Vofcu? •
1/. : v., buJ-tJ r . l ,  T . ;  d tn  7 . 3  t o r F e b u t

te r b u t ,t i .  !..>:wa tranr-ak ci ¿U!~l b e l i  yan'j d i  

¿Jok 'l -vi ■ i- v.t 1 dan T er^ u ^ at TI d i l , . . k r a -

nt, k „ n  c  i  \ J. j y ar-.i b e iv o n a n *  d «n t o l  t  h

•••o:;!, u- i  cV::(/..r rr.d-. v^-urclangfiTiaka J u a l  b o l j. i: e r r  e -  

b.; t  ,:c,\ h i .  v i V- i- w  ru t. hukttrc i -  

( \  'u\-vj. ren.';. .i vrvvr*. Yuri nprud enni ¡-:< ; h k y . / r u n r

m  . > r. . r diman u p ib ok  T erru fra t  r e  -  

U.fv-5 : «'i. b«.0 j y«, n r  ’oorJ t ik ofi  b a ik  b a r u r l  ;-h d i b o r i

5 vrli-Tujijr.’i ... n hu*'ui- *...

1 ’ .7jt"*i c-'ji'ki.n kor‘.iii- seroua alasan  cf¿in lxikti—bukti — 

y^r-c tol -h diki-jR.ukw’'- : :  d i .. tc:ss ns^k« din:ohop I e-

n/.^cii.U-r c l  p i. t ri’e*- ^riUs» cJurj rr,Qng^t.ix'.i perkc.ru in i -  

c* enr>n U-;, i k ti.,1? o d il,te rU . bcri-icnun s»en-u tuck^ii

P/vi.-j-' iiu u r :  ;

1 . !•'ori'/ti takfc.n ccneririj t%kf>epi?.̂  'dori 'eri'MCi-t 1  untuk-
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f 'irnhnya ;

i . f'or y . . n  •lor.o.l.-l'. ,r;u:?u Cun I'epggugat untuk se  -  

li'r-'l:rv •. ;:t.u r o r) y.s t  ¿/.u. i fcugistan terseb u t tidak  

e'! I; n * «: r̂i:." . *.

o/g f :« .*

.*•- ! eny«  ̂tc;k.jn r-en-ol.k *rury ton l'enggugat untuk &e -  

luru'r.iiyy otuu tr-^nyi, Z<> gugatan terseb u t tidak  

u o ro l:  ti j terin-i.*. ;

— r- ijny.  ̂tok ..n bahwi» trfc.T’.'pakei Ju al, b e l i  yang .d ila k u  

.U .ntura 'i'er'n.icr;>t .1. dan T ergugat I I  adalah -  

t'.-li n-*iiiui\it h\iku!r- ?

- -  *■ '.T.o.l.k/ r-.- o n r r\i n. i r*< ■ • n rernobonwn fit«.: J u* i  n u n y m n g

/ '  ¿iLjUVcir.uieh t; i  h.-; k I- en/rgu/yot
...... v .  \

\y ei'-^hiikUp: Ter.^/^u.r:;t untuk motrbayar s-egtilt biayi« -  

ys.ni; timbul 6 al^ir per k;, r u in i  ;

1 .  ¡ -.U... Vor£U£...t J J n<cttyuri£:ki.l d u l i - d u l i l  yang .te-  

.1 c . u x e)-.u k u ku n o I ol< j '3-jGGU GaT , kecuul i  yan,;.r t  e- 

\ ' l~ b  u’.-i, ku i  Kebenurunnyu oleh T!2P.CU(JAT IX t

‘t , '.-unuc, i-enu n^ b eu u r  u n ta ra  ISNGGUGAT dun TFj<nuC.AT‘1T , 
r: o;-[ uny_- .\ ¡.u Ov:n,i;>.Y) sumiri i  c t r i  y o'n/- et>h £ eb i  ¿raihana 

i a:iv ¿.i w  r*^rk^wim.n i-Jo , 0 2 3/19SJ0; ta n g —

. .1 , '.f' 'esLir ber dun delan? perkuv/ini-n tcrse -
;; 1; ] tr,<;.u;-u t u«n Tergugat 3J. tel&h di karu-
r>joi •’ e tu'tuna n 3 l tliru) orang anak, sebudi, arcittn,; te r-  
n -klub ciiilv.it» ?;.u»7.at<jT) i engp.ucat pada point 2 (dua) - 
( i. i V , j l - 1 )  j

3 . 'r.t bvV;: bca.:r s o l  ari ¿: daluir perkawinan antara Penduga t

dc,r> -Vi 1 i > !■! cm peroleh harta kekayaan ber-

r .-io  1 t., i tu  j’.Jto » i v>i) t P-'lijb ¿utu u i  an t  artinya ada- 

K 1- oon c'i- r.ebicu r<r b er ik u t b«n;?un.;n hiir-uh ~

P erD)i. J') 6JTJ IIIK M IM II
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perm anent ya n/’- t e r l e t a k  d i  K e l  u rah a n J ;3 i-a bi-. y o /

'•■.c. y Jlolire K eca c a ta n  K ed aton  IJandar larnpung, y e n g  

u ip& rol el i ï  erfcu r;a t  31 rnel« l ù i  - fa  r .il i  ta c  K reel 5 1 

pe ruinaban ( Kí Jy- I / íII) eebagairoano t e r t u a n g  dalarr  

c e r t i f i c a t  IX l> !'-o, agabuya Jo r u r a t  u k u r  -  

!!o 7 /1 S 3 6  tïfâluüG £ W ' M t e r t a n g g a l , & f- 'aret -

l r: ;.'C. ( b u k t i  Ï . 3 1 - Î  ) ;

f-chwa eetun^/rubnya t e r j a d i  tr u r ,ß a k e i  J u a l  b e l i  

rebidanr. tenab dar> bangunan rumah pennanon p.<?ba- 

//csinic-nu dimaksud pada p o i n t  0 6  dalam  /ru/-at«.n 

. £ W $ u.vu t > a c a lu h  b e r s i f a t  PFOFJRK/t ( b e r r - i f a t  -  

,* J-n-rt«—̂ fçï^) d e r a a n  u l^ c a n -a la r .a n  f$bb ; --------------------

\.i
:»/L* 1| erruflu t  1 d<.n Tergugat 31 'te3>h p a l in g

f.;.

Ternirai; 1 don Tergugat 31 «am.'-rv^r'a be­

kerja  reba^/i Vuiyawan d i  H otel P a s i f ik ,T e lu k  

bo1r.jr.'\ dtO^p l;vl /r.jni. Tergugat 1 s o l  m ku F'iir.- 

p j nan (i'ana.ier F o te l )  sedangkan Terpuput .71 -  

GC.1 ;..ku J'í: ryv*v:::rc ( rr-kretwris) ; 

h. l'ulvnp-r, r ''•r/'Ugat 1 d ¿jn Tergugat 73 , t e r ­

ry.-, tv. \x-r.1 v binggfc hidup berdua d a i uni c c tu 

vVpf!b. t i  r* . i r yr.yc, f.iu.-tu Ikatan pí>rk.-.wAn;,n -  

y. r\" r i-b d : v> h*. J  in i  b«?rl jngr.un/v nelar.Kj t  '■>- 

tu) un ( M ) un ’IÇ'tffi uampt,! D orean bor 1998) y

c b v . v  o leb  k---rr.-n.v pada k ir a -k ir a  tabun 1Ç,:Ç6 -  

r>'tyrrxif-at 3 bor»: ia  t  akL:r> mengajukan pen:¡ohonnan 

f*, r i l l  U»r 'îmî.'lt roriul usaba p¿-d¿: ll/mk d i  I'Jan- 

<•'. i î .cvim.-; ' j , . ¡iki.n rlÎKun^knn untuk »u*fl u l - 

iir-t.h;: Terpuput: .1,un fcuk makr-ud tornobut “’crr u -  

r-. i .1 I' ú:- > .vi Tergugat 3 3 untuk duput-

n;o,'b; niii don;r.:n cj:ra memberikan .«/.cunan ( Jami-  

rio r) UrCsl.1t) y.4Î tAi beru pu nebidang ton ih r* un - 
bi.rrur.^r Vide. s o r M f ik a t  HGB Wo «.l4£/j agabaya
\o fuai. ukur i' 7 / i m 6 ßfJ.uar. Í h(- !•:¿ . tert.nnn-~
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//¿ n i ynl'üra Verru¿ ai: .1 dengan Pep&ugat.

Bubwu untuk nenga tuUtan pencintaun Tergugu t  1 

k cjpwl« Tergugat 31 ¿*urü Kefrberikan ugun¿.n, ce ­

ba »;.uin.on<« din.c.ks*»..o pwda uraian huruf'c  tíia tas  

6Cc..\;/r. íuutu h;,l ŷ í:,'/ s u l i t  dikabulkan olcb -

V r r< .u f o t I I ,  t;- rjp a r <: ¡y c r?g e tuhu a n o  tou í  r. .1 r> d a r i  

i on,;-u.'.\jt, kc;ior.'í, .?c:r t i  í ik a t  í-Ci? No, i*»?/Jure- 

b j y i; jo  surut ukur 7/1906 ealuao te r -

tan/.-gül, A ¡-‘o-ret l'frfr,adalah' merupakan hurte -  

Cano-gj ni u n t j a  '’cr^ur/t:t 2 dongan 'Penggugat -  

rojiJi^k^n hubungan untura Tergugat l  oi^n Tergu­

g a t  1] selamu i n i  tiddk d iketahui o léh  Penggugel 

£>*ia.ku i e t r i  .vi- Tergugat II }

odéK karwrio i tu  tu-eo Lunya c¿r<j untuk -  

/»•cirí̂ ij j j í jw r j  j; embobo mm/perrciyjt&an Tergugat 1 yai 

l-u. ti ettgi¿rO Ci-ra «nui .akukan pen:J.ihtn juo.l boli ee-  

cara I I-',) ?í'/\ v üersifcít  puro-pura) utas rebleung 

to r»-.. J'i o - 1) rup«.b pi¿rT.i--nen Vicie f ie r i i f ik u t  I.GD No. 

v . / j  i.rcihtiyi: v-ju f-ur^t ukur C£7/lStí6f boIuüe ?.A6- 

, o ?:tu:t\i '7‘GrnJf’¡.:1; 1 dan Tergugat JI. ; 

i ..i , /w  e ter bitny-j Aleta ¿)uol bal i  peboguimana~

i.<- r i u ¡. i /• • •' u. r.) hi. rin l!o. 3;o/C}r/Q3/.t 3- /

1- ' ? taris? .Vvuíik ):ldayat.5H . Di .Báñele rlwspwnfi

• ' i . t ‘J 'j r*?rnj,h VuirtAr ':c ki ntor l'íotarin

tersobu 1; i'unv. ¡v o.jk tvlatctj^unl juh l bel i ,  te -

t.-.iy i  bJv.iTí'ko ¡S*. *u ¿"«I bel i  sobtigülníanu diri.V:sud 

i.1 1 • ...vi,, -.j.1 f:Ji ; -j t  i  untuk i!.1 tur*.uit.¿¿n/j.wnl Tor- 

>•/".• t 1 :i . */í = d/ in.n.i i ’ci'iJUfiiit 71 tldek in,«;ut luft* 
v i . n  •;.. r, triya ;

• .-i i., . 1. 'I 1 1 n ¿ v*<* ;\J !im f cOrr;* 1 u)i

m t • !. >- j T c r , I ;  .1 i fu k ti  perrbnyaran -
, (../ ! <., i'r t i u'*-! bo.li- Bcb:<:’óno; tan.tb dan bu-

n/:vinun» . . .» ♦ «
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rpunar? csix;.* ¿•..í.iiUíPí, c:in»;-;kmkI . b;.-.ik beruht» 
u a n/; tunui in^upun bî»rup«i bek ;

? .  r.c-î-viü j .1. .•') 1;.. T c -r- 'u ^ t ZZ' rner¿.£-o ti<,k:k p e r -  

r>;-!¡ r'«.l i.î<\ikor) tr^-n £•**.'.< r i  'ju s i be) 5 reb lo  ó r.¡~ te -  

r.üh J¿. n bL¿r.7\un». n yt:i¡f- tertu¿»nc dal^rr /,k t<. ju « l  

Ko t u r i r  r o o ? r / c r /0 3 / ,T r - J j / 3  9BC# Kot ü r i c  T ^ u iik -  

: iCwyc '. j r -¿. r.\’t i'-l airpur)^,n)i;U{3 nk to  Ko!:*, rit* -  

V crr-ibu t rrcrupók.vr .vi:tc? f’.o tfc r is  O te n t ik  Tp^porrra

!. iv.-i c á., - t y u i« -p u ró ) , yang isumo is.-utori ¿w. t¡¿ t e r r  e- 

ta.it titk .k  serut, i  d l<enyete.an ( XVr. tu ) yun^ -

6cbetïw*myc*t b^hkui) b o r l e n t a dar^i -n c i f t e r i  dL¡n 

■'lv.'î. ¿vnonyc. l u t u r i e  to r s e lu  t  ticiok coh -

... '. 4-_ c. 1 :c  i  ; i./ i;;.., r e j - k  -ik ío  t e r  te l  Alt C i  fcer-

¡ *...
<• ¿ •

ct?
i:2|:jvir-..í’l.wi ;. j .. r;~ l !  ¿-n^n t c r s e b j t  c¡¿l- Iüí?. ,r.:uk¿.

v „ ___  ;./u  L j r» rtohon k ira n y a  keptjdu ).ii¿pok üe-

:. . ¿ ' Ù  t; : J : ín  y. i r  r«*- ö.rikßu perk* ru i n i  dan -

n cc-j-v:r. j'.¿. r i i  b er iku t  } - ------ —;---------------

l / ¡ '  .'••.•Vw-U>vn •;...t  1 tel.«lï roelakukon porbuuton -

' 2 v;., r l p i ' ;
!: ,0' »:*- ¿u^l boj i *k tü  [v o ta r le  l o .

.i';-.\*C-4:ï/1 ':  • f-,\ -J te riß Taufik 1*. icU yfct .î i'- .

;. r» ‘ - r- j ..„r *• ; s i:- ¡'(k, U; r~* ' rf.x: f; t', 't 1. 1 - n T o ■•. 'f,u j» t ■. t  1 Ï -

1‘c . v' 0 u.1 j IfT'f- «>c3.ul»b  tic iók  r. - «r* ¿«-r: -

kv..r^rvinyc but.;¿l oor i hukum fiCÓ^k &kte- t e r s.: e lu  t  d i  

t^rb.itkLn ;

3 . rer»/'K;to T ^ r f r - . t  1 untuk i;-enyerobV:*r, ( rr-en êuAxs-.

Ü  k . r } r«- r t i  f  i k»; t  «•*!? ! ' ) . T ^ A 7 « g¿‘ b » s'-1 ^ u liu r

to rcy l , - '  : 1'-^: ' '.Sr>/ 19SM elu^ .  ; /if -
’*<típi/i í-¡ '• ovn-rijjÇj; t .-’.j-, .' •;••• oX-^’̂ bk^r. s e c Glä untuk—

i; ç>r.i vo p o r 'V v? n b. r. m'o- n niy^b ssK.^ko«.  ̂ t^npc- f.yari-j t

bj lt. pc-rlu ^ r¡;;.n  ‘u-.r̂ rui r. p̂¿--ru t nege ro ?
j Wj
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A t a u  b i J o  i w,-)0 .1 i  r  y a n g  i r e i r e r i k s a  p e r k a r a  i n i  b e r ­

p e n d a p a t  l u J n ,  m o h o n  k i r o n y a  m e m b e r i k a n  p u t u s a n  -

y u r / T  s o a d  J l - a c i i l n y a  ( ox e e q u o  e t  b c n o )  j--------------

s
r'enir'bt.nc, untuk perdebatan selan.jutnya kcidua 

b e l-h  pita^k teluh menyerahkan dipercidbniran .Replik 

d u r i  J'-en^guca t tertanrrgal, 23 Oktober 1999» dan -  

D uplik  duri Tergugat 1 dan Tergugat II moeinE-na- 

p in g  t a n d a i ,  3 Nopowber 1999,dan SU Nopnmber 19 9 9 .

I e n i m b a n g ,  u n t u k  m e n g u a t k a n  d a l i l n y a  k e d u a  b e ­

l a h  p i h a k  j u g a  t e l a h  m e n y e r a h k a n  d i p  e  r  s i d a n g a n  b u -  

r w  t - m i r a t  b u k t i  :

t - ' p u xr a t  b u k t i  d a r i  F e n f l f l U f l a t  i

F o t o  c o p y  A k t a  J u a l  b e l i  No -  

? £ 0 / 0 9 . 0 ? / J G .  1 1 / 1 9 9 6 ,  t a n g g a l  -  

16  J u l i  1 9 9 6  ;

Foto copy k u t ip a n  Akta perkaw i­

nan M o ,0 f ? 3 /1 9 9 0 » t a n c £ a l ,2 6  De­

sember 1 9 9 0 ,  te n t a n g  p en d a fta ra n  

perkaw inan d i  C a ta ta n  f i p i l  i 

Foto copy nura t. undaivcen p e r » i  -  

kahon a n ta ra  T n .fy a r r \ ;d in  dan -  

N en i  y a 1*4 Yohana t e r t a ^ ^ g a l ,  16 J u ­

n i  1 9 7 £ .

f o t o  c o p y  p h o t o  p e r n i k a h a n  a n  -  

t a r a  T n „ £ y a m s u d i n  d e n g a n  M e n i y a -  

t i  Y o b a n u , t g l , 1 6  J u n i  1 <>7 £ .

F o t o  c o p y  b e r u p a  p e r n y a t a a n  t a n g ­

g a l ;  2 6  D e s e r a b e r  1 9 9 0 ,. y a n g '  n i e n e  

r s n g k a n  p e r k a w i n a n  a n t a i ’a  r y a i r  -  

s u d j . n  d e r j a t i  M < i n i y a t i  Y o h a n a  d e -  

n p u n  u p a c a r a  'C g u r . a  B u d h a  t a n g g a l «

6  J u n i  lS v/ £ *

5 • f-“

3. r - 3 .1

i — 3 • * • ** 
I - - 3 . i  
T- 3 . i . c  
r - 3 . 2  .d
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: F o to  copy s u r ü t  k e t e r a n g a n  k e ­

l a h i r a n  N o . i W K e b / 7 3 f tc) _

7 K u r e t  1 9 7 3 .
: F o to  c.>py k’wi te nr-5. ci c r i  n.r U T o n -

j i in . ' i i iürang b o ^ l a n  k e b i d  ün;jn N'o.c./

17,  fcrJ, 7 K ö r e t  1 9 7 3 .

; F o to  copy s u r a t  k e  t r ä n e n  k r*lt: -  

h i r e n  N o . 3 0 7 / 1 9 7 7 ,  t a n ß ^ u l j i o  Kö­

pern b e r  1 9 7 7 , a n . L i s a  Wene.o.

: Fo to  copy  kv/i  t a  no i  t< n l  i  ! :o , 1 1 8 2 /

1 1 , t a n g g u l , 22 <-eptercber 1 9 '7 A ,d c -  

r i  R g . B e r s a l i n  X a v e r i u n  T . k a r a n g ,

: F o to  copy  s u r a t  k e t e r a n g a n  k e l a ­

h i r a n  d a r i  K e n t j a n c j w a t i  J u w o r o  -  

t a n g g a ] . ,  17 S e p t e m b e r  197/-J,

: F o to  copy u u r » t  k e t e r a n g a n  k e l a ­

h i r a n  t a n g g a l ,  2’ Hoperr-ber 19 t?0 - 

c ' a r i  k l i n i k  S a n t a  a d  n a .

: Fo to  copy k w i t u n e i  d a r i  k l i n i k  -  

b e r r . a l i n  S a n t u  Anna,  . t u n g g a l  -

6 Kopercber  I 9 6 0 ,

9 .  F - 9  i Foto  copy a l c te  k e t e r a n g a n  k e l ü  -

h i r a n  No . 1 0 3 1 /1 9 B 3 , t a n g j j a l , 13 Ap­

r i l  1 9 8 5 » a n . L i l i  N u v i u n t i . s .

Duk t i - b u k t i .  t e r c e b u t  t c l a h  d i t u t u h i  bea  m e t e r a i  s e ­

cukupnya d a n  t e l a h  d i l e g a l i s i r  o l e h  P a n i t e r a  P o n p a -  

d i l a n  K e c e r i  T a n j u n . ^ k a r a n ^ ,  s e h i n g g «  d a p a t  d i a n g g a p  

e e b a r u i  a l a t  b u k t i  y an g  sy ah  . ---------------------------------- ■-----

f u r a t - g u r a t  b u k t i  d u r i  p a r a  T e r /n j / r a t  :

a .  T e r g u g a t  1 t e r d o r i  d a r i  . :

1 .  T - l . l  ; F o to  copy a k t e  j u a l  b e l i  y a n g  d i ­

k e l u a r k a n  o l e h  N o t a r i s  J m r a n  V b ' 

rn ;n7/i +•.«**--

r -v. b

c .  P - r .

7 .  F - 7 . a

v. , \  ! •7

B. "F-B. u

r-e .b .
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7 .

9 . 1

t a n g g a l , ^  F e b r u a r i  1 9 0 6 .

T ~ .l .£  jF o to  copy o k t e  ^ u a l  b e l i  yang d i k e l u a r ­

kan K o ta r in  T a u f ik  !• i c l ty a t . fH  „Nc . 3 ? .0 /

0 9 . 0 J - /J 0 ,3 1 / 1 9 9 6 .  s

r - 1 . 5 :  F oto  copy r-urut k e tera n g u n  K o t o r i 6 T eu-  

.11 k (I id a y & t:. M:. No . 7 1 1 / VI I /N ’H i /  1 9 c.£ .  

r - 1 , /*  : l'o t o  copy p e r ^ e n j ia i )  k r e d i t  p a r i l i k a n  -  

rurcah a n ta r a  FT.3TF dan Nn.STTY, d i k e  -  

lu a r k a n  o l e h  N o t a r i s  T a u f ik  H id a y a t , f H .

No . i  872 „T i/BL .1 T/ SKft.FLK/9 6 .

[’- i * 5 : F o t o  cor>y o k t e  pengakuan h u ta n g  dan k u e -  •

• a s «  untuk  rnenjual d ik e lu a r k a n  Not u r i s  -

i ! i d i i y a t , r H , K o . 4 7 . t g i ; i 6  J u l i  1 9 9 6 .  

r * l i - 6 / : i? o to  copy  o k t e  e u r a t  Ituata membebankan -  

/hak tanggu ngan  d ik e lu a r k a n  o l e h  N o t u r i s -  

T u u f ik  K id e y a t .r H . N o . 47 ,  t g l ,  1 6 - 7 - 1 9 5 6 .

? . l - 7  s F oto  copy « s e r t i f i k a t  hak guna bangunan -  

yang  d ik e lu a r k a n  o l e h  HFN Kodya D a m a r  -  

laropung No ,99«/ViliF-*

' . 1 - 8  j Foto  copy p e r^ anj i  an k r e d i t  C r i  ya i ' u l t i -

a n ta r a  13TI' dan  Nn.KTY d ik e lu a r k a n  o l e h  -  #

N o t a r i e  T a u f ik  H id a y a t .fK  .N o .4l 1 .KO':/I}L,

I I  .r / .R .l  I X / 1 9 9 6 .

' . 1 —9- :F o to  copy ukta £\; r  m t  ku ¿.-n a rccrsbobankwjn -  

huk tan ggu ns<jn ,d ik $ lu iirk u »  o l r h  i-iot;>ris 

7au f i k  I l idaya t  ,fi{ eNo .¿J - t e r t a n g g a l , 7 0 !<- 

to  be r  1996*

« 1 -1 0 1 Foto copy akte aurat kuasa raernbebankan -  

hak tanggungan d ik s i  uarku n o leh  No tari n 

Taufik Hidayat ,fH ,t l\;o ,9  tertanggal» 7 Ok­

tober 1996«

b 9 T erg u g a t I I  , . • • • • »
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pin& duri d u r i Tn.Syarcsudin ( ter^/r,;.!) , 

Bahwa sempsi sekareng Penggugat dengan 

Torfrui'ttt I I t e t o p  dalam hubungan suami-
• « v

i s t r i  cImn u'oreka te la h  mempu«yui unak 

scbanyuk 3 (tip;..) orJ"/1,

r i ■ • , i : T.':7.!j , Umui*, 57 Tahun ;

-  Bahwa sckp i kenal dongan Penggugat dan -  

T OTTai£:t; t  II ;

-  Bahwa apu yanp diperkarakan antara Penggu- 

gci t  d er«£a n T e rĵ u % a t  & tk s i  t  id ak m en,  ̂o tahu i .

-  Dahv/.'i paksl hanya tau huUingan antara Peng-

cien^or) Tergugat adalah suami, i s t r i *

/'. /./V- —. ' " i r.ĵ ohwt» s a k s i  tahu mereka sebagai suami i s -  

|! ' ! •, .. ‘ ! tip.L,karena pada waktu upucaro pernikahan-
\\ . \  ■ j j

tfy« pada tahun 197?, dilaksanakai) d i  rum&h 

makan Kirr.lenfi, sak si tiijn.it hudir.

-  y\al:v;u sampai sekarang antara P en iu p *  t  d e -  

ncrtm Ter/aitfat H' masih serumah,-

-  IJahwe rrerekti te la h  d ikarunia i 3 oranp »nck,

r- enlr.b:.;n/r, Ter;">.ir<-t 1 dalam perkara in i  tiduk-  

tdii nif.-.-ri'-^̂ uk̂ n s a k s i ,  sedangkan T e r\»nj (?a t 3 T ac?.a me- 

«/iyjuki:n s a k s l  dalam perfcaru i n i  yang didengar d i -  

buwoh rvur.poh d ipercid^n/ran yang pada pokoknya sbb : -  

f a k s i  T(?r-ii/y t ,  II  i

i ; j V- p i  v <*. 1 : ¡\ •. U 1 'i FaH BI i\ l*U l :M IK, U r-ur, t O Tahun:

-  ';»whwd sc k r i  ken^l ! engfeugfet dan ?^xv.u:;«..t 12- 

rr,cr(>ka o(k;l..h sebagi suami i s t r i ,

*« Bahwa Gukci tt.u apa yang diperk«.rak«;n anta- 

ni Per>£gu£at dengan Tergugat, adalah menge­

n a i rumah d i  V. a y 1 la lim ,

-  H.jhwa rum«b terseb u t adaleh kepunyaan f;yam- 

sud:ln ( torrur.i't 21) yang d ib e lin ya  dengan -

c a r a ................... ...............
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cara k red it  we la lu i  Bfank HJTI-?.

-  Hohwa sakrsi tau karena r;v:i?.i p o m jh  d i -  

gu ruh oleh 'r n. f  y ar-sudi n ( Tergugat 33) un­

tuk ir.errbcyar angsuran kred J tnya ke lienk -  

KTI; tol.un lS-^5.

-  Bahwa hubungan antara Tergugat II. dengan-  

Tergugat 1 adalah sana-sama bekerja d i  -  

H otel P a s i f ik ,  Tergugat 23& seb a g a i  D irek ­

tu r  dan Tergugat 1 oebagai E e k e r tu r isn y a .

-  Jtehwo fcti-s keterangan cak s i  t e r s e b u t  kua-  

op'Ts’enggu/iat tidak keber&tan ;

^ - j ^ \  2V:.'\v^I F A M  DIK AHDDUL KaZaK »Urnur, 47

\\*.\. \ \ A.= /4ahun ,

eakci kenal dengan Fenggug^t don -  

Tergugat 1 .

-  Hahwa eekei tahu apa yong diperkarakan -  

entara Penggugat dengan Tergugu t ,  y a i tu  -  

Duipslah ruir-ah d i  Way Halirc.

-  Hahwa Ter/?;u/;at 1 adalah fi orsi o n es dan e e -  

' k u l i  fii 5 adai a ) n e k r e t a r i f  Tergugat 77 d i

l io te l  J / i s i f ik  .

-  IJahwa rumah t e r s e t a i t  ad.alwh ’c n ¡v-, j n y i!.. n j/n .

Fyaiveudin y.jnr C i  belinya nocura k r e d it  -
m el a lu  i  : i n. ■: I iTN .

-  r.5ahv.'w pc-itur-iD/j rum«,»h dun tan^-h t e r s e b u t  -  

dikuasai o lsh  Tergug.at 1 .

i'akr>l K o .  3 t n  A. .¿UPJAH, Umvi r ,  T tahu n j

-  Hahw« c a k c i  kentjl dongan  P e n g g u g a t  d o n  -  

T «7r/-u/'i- L l .

-  Bahwa Tergugat I I  adalah Pimpinan r.t-.koi 

w»k fcu bok o i\11» dl Mo t  »3 P op ifJk .
” Wi‘< * » • • • •

dl
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-  F.tbvu beru/r Tor^u/:ut II  ada tnen'j.llki 

rur^h d i  V’ay Hsllrc yun£ d ib e lin ya  s e -  

c£nj r<?d A t  n; el i>lii i  D b nk BTN .

-  J  '-'c. tlc^k p'er.retyf-ui üfiunvu -
/U:w.1 bol i  nir>wb t<?rDc»bit ¿¡n tu ro Tergu­

r a t  1 dnn*or T er^ if^ t I I .

I'en.1nilx.nfi, i*c»r« pihak telüh li'enyerHhki-jr) ke- 

eirf-pulünny.j r^&ine-nr-jsiiig diperisidan^bii, PongßU- 

gc. t  tfirU-.riße;ulp 31 J^nuuri ?0<XS? eräuge* ng- 

~:ü1.31 vTtmubri £000 dein Tarjvigut l i  tanggal,31 Jfi-
ouuri POCO ---------------------------------------- ------- ---------------

••••• 7rfon.tBibar>£, ire»/»inßut pula peflulo eeßuutunya

r y ap;> "¿61 oh t e u d i d ipereidongun dalam p erc eriks a-
\ ! '. ' i  \ ' '•
\ü'y> peiH<c/rdi i n i  r-ebfcgäimana terca ntum dalö-m berita  

acara yar.fj berst>n/;:kutan yung ie in y a  untuk menyirjfc- 

ktit kej-.utuet» i n i  honts diane/jap ßebufjui tonwasuk 

d l p i n i  ;

renirrsbun^, kemur a;;.n keduu b<?l«h pihSk la lu  -  

rohov» rjutVFcin ;

o T :u - T>-J Ki i li/lfl' -n

f-’ enirabanr, rr.ak;rud d o n tu ju ar V>r)i'£U-

a d a la h  e e p a r t i  t e r e o tu t  d iö ta ß  ;—:— ------------ —

IW.af* cKrSITI :

-----: en:Jrr ¡’ergiir«t 1 disöttping telf-.b pjrinßü.lu-

\:üYi .-Jawub^n ir.c:),".:cnoi pokok p erkürt ,ju£a tel^h  

pen/^jukwn ek eep s i  yang menyatakan 'ouhwa ta -  

n.-jh dan bangunan dengun s e r t i f i k a t  hak .¿una -  

'oun;a\r!;.-n (IKH) I o ♦ 3*»CJ/Jugabay.. jo aurat.ukur  

K o .697 /1986  e e lu c s  2A& M£ bukunleih Gono-ginl 

( b a rta  bc?rsanus) antara Tergugut I I  dangan Feng- 

ßußat,  t e t a p i  b a itu  terseb u t ad ö l ob hartu bawa­

an Ter&uijiit II  ßondiri j
— P enünbanfr..........
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-----Menimbang, atas eksepsi Tergugat 1 ir)i Feng-

S^gat tetap menyatakan bahwa herta' t e r s a b i t

acUlah harta bursarna antan*  F engguga t  dengan
s

Tergugc.t I'i sebogai ouaroi i s t r i  sebagaimana- 

d - p abu t): n cl «1 ••.v mj go tanny a ;

 •’ I u'j e }. i  r-: iretelah roer.ipel«.,j s r i  eksnp-

s l  tersebut dan dari ban teh u r) yang dif.-juk^n

)'er?(.;/2ij/:;j t  eksepsi terr.ebut, M (J. i  r- ber­

pendapat bahwa Skaepsi terseb u t te la h  men,jurus 

kepada pokok perkara dan o leh  karena i t u  ek-  

sepel tersebut haruslah d i to la k  j

jJf\i.y|r:IAsjiwK r'¿KaaHa :
:'Ai-

b a l-b a l yang te lah  d iak u i atau t s e t i -
,W  ! C->b i \ y. j
• v; | : :d '<*k i. t  ¿d ¿j k n ya tidak dibantah Tergugat 1 bahwa
Vv#* \  *

obyek r̂eng diperkarakan antara Penggugat dengan

Tergugat benar tanah dan bangunan sengan s e r t i ­

f ik a t  hal< ¿.una bangunan (IIGJ3) No .3G/J agabaya -  

dengan surat ukui ta n g g a l ,4 Maret 1986, nomor-- 

6$7/19B6 se luas  £46 V>Z, sedangkan Tergugat I I -  

padfa pokoknya membenarkan semua d a l i l - d a l i l  gu­

gatan yang diajukan oleh  Penggugat dalam s u r o t  

ftugatannya ;

- — enjrbc’.ng, yang menjadi pokok perkt>ra nekarang 

adalah apakah obyek yang d isengketekan  antara  

Pen.ofrugat dengun Tergugat 1 dan Tergugat I I , e d a  

lab harta gono-g in i (h arta  bersama) antara -  

Penggugat ( i s t r i )  dengan Tergugat I I  ( suam i)-  

yang diperolehnya semasa dalam perkawinannya -  

sejak  tabun 1£7*’ sampai sekarang atau apakah 

obyek yang disengketakan trersetut adalah harta  

bav/can dari Torrugat 31 yang te lah  d iju a ln y a  -  

kepc.du Tergugat 1 tanpa setahu Fenggugat ?eba~ 

gVi i s t r i  d ar i Tergugat 11 i
— Menimbang...«

■j
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—  ; r-; r j An.b.jof f Fçnrgup:« t  untuk iseiyrja tkan pMfia !'-<■> n 

»v a d ipert*'jô.angan telaV. penyerahkar» bukti-buk-  

t i  tertiil;Ij= vnnr te r r l ir i  du ri F ,1  s /d  F .9 dan 

to la h  pula rsri.^'.-vclopkan dua circ-in~ rt»Krl ko,-, cr- 

ridangun pob¿.•'•.>imana te lah  terseb u t d Afitar. dan 

don T ergugat 1 untuk trcngua tkun d a l i l  :bantahan 

nya te la h  pula menyerahkan diperEidangan bukti 

t e r t u l i s  t e r d i r i  dari. T .1-1 s /d  T .1 -10 , d^n- 

T ergu gat  1 t id a k  ada mengajuku n eaksi den Ter­

gugat I I  untuk menguatkan pendiriannya teluh  

menyerahkan d ip er e i ia n g a n  bukti t e r t u l i s  t e r d i­

r i  d a r i  T . I I - 1  dar» T . I I - 2 ,  se r to  te la h  cienga- 

Jukíxrj-^ ( t ig a )  orang eakfii dan keterangannya -  

eltilîV'q(íbacú:imana ter seb u t  d ia  tas  t —-----------

“ p i' n g ' bo id a c t. iS-t n pengakuan Tergugat I I  -
V. \ * " •’ ' 'f \ /- • ■
v.. -N d a i r„rri--¿¿v;a bannya t a n g g a l ,13 O ktober .1299,d i  ten:-

bcf») lu»gi dengan keterangan 2 (dua) orang »aksi 

dibdwtih «umpuh diperninarigan eebaguiiruna te l  ah 

dik-; t i p  d Au ta  p dan adanya bukti P .3-1» P «,'3-«o 

•c'/d. P .3 -«c l,  I .A, J‘. ' j ,a ,  I ' ,6 r>,/d P .9, terbukti  

Ivl v/a a r. tara rongguga t  d engan. Tergugat TÍ telah  

t e r j a d i  pork-wlnan focara adat pada tubvin 197¿ 

v>^nc>«.-iwi.Dnpunr. c*an tclwta d ik c iu n ió i  Jj ( tiga) o -

rann- anak *,—-------------------------- ------------------ -—------- -

— ¡ e r.’i  n? b<a r« r. , tîuri bukti P , Ï yaitu  ku tip¡ i n akta -  

y>e rkaviiivjn ï ’’J> .0 1 <■• 3/1990 ‘tanggal,i*.6 Denct^ber 1990“ 

t* c r» t; >):r re í  T*af i-.., rar porkovij nan antara reng/'ugot 

dengan Tor¡’.ui7«.*t 17 tanggal* 'K. .. uni > te3c*h 

u ic u ta tk ^ n  dan cii kutaifckan dik«, »tur .“.a ta  tari f' i p i l

<¿s/Uian-I.aii'r-ung ;--------- --------- ---------- ---------------
- -  r*.ánifrbang, bordasaikan uraiar) pertimbangan d i  -

* t.ci r* !• ' ¿ e l  i  s bo r -'- e r iinpul *: n bah v a av; ta ra ■ V a ng CP ̂
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dengan Ter"tf?ja'-: JI toJ ¿-b ter^l-sdi perkawinan  

piid -.i t  ji'.i.’n l c 7< d i  Darda r-Lampu'ng dan t  olah  

•'M‘c.snjni::.i 3 { t .i  "i j) orang enak don sampai 

?'2'.;rjrhr>z \ an teng?t  dan Tergu/ra t M hidup -

c.1 o r j? b: nin-'-jh ; ---------- -------------------------------

c r: ir.be.*. pg, o lob karene tanah dan bangunan -  

t  c-r«--g bu t dic.i;o£> d ipero leh  o leh  Tergugat II

(ic.i. perkawinan dengan Pen££u/;rat s e -  

U ^ in ssn j  te l.J i d iuraikan d i 3 t a e #w.>ko sudah 

s c l -y - ’knyiuuh kalr-u Terfy&at l i la k a n  mengalih  

l<an haknya otoe tanah dan bangunan te r s e b u t  -  

...Vropoda jr-.n7 • l i i n  (Tergugat 1 ) roenrrikut s e r ta
•> 'J
'~ ^ T )] .p \ ip r !y r ;< jt  s o b e / ' s i  i s t r i n y a  ; -----------------------

Uv t'jjjiU'H-.nr-, c’srri bukti P - l  yang suma d engan -  

akta ju a l b e l i  antara Terlupa t  I I  

¿'tir.ppt) Toi'fV.r-j t  1  a tas  tanah dan ban/runan r»e- 

bcijairana te lah  diurailcsn d ia ta s  diinena tanah  

dan b-r);rur»en terseb u t d ip ero leh  o leh  Tergugat

II  suwap* pei-'kav/inannya dengan Penfigufjat, t e r ­

nyata dalan bukti P^l dan T. 1-2 ter se b u t  T er-  

r v z ' j t  I I  i-ef?a£ai auami d a r i  Pen^^ugat, t id e k  - 

r. cr.r.li-ut r-ertc-.lv«n Fenfrguget bersama Ter/iufjat 

?• I sebadai penjual tanah dan bangunan t e r s e b u t  * 

r’eniin'oon", o leh  karena Penggugat sebagai i s t r i  

di:ri Tor/ru.ccfet ± 1  tidak d i ik u t  sertakan  dalam 

3 uol b e l i  tanah dan bangunan te r se b u t  d ia t a s  * 

¿ e lu s  perbuatan Jual b e l i  yang dilakukan an­

tara Tergupat I I  dengan Tergusot 1  t e la h  me- 

lU'j/jkan pti^tu perbuatan w e i a t> hukuio, maka —

;.uv..l b e l i  vanr  d o tr ik ia n  adaJi/n b a t a l  demi buku:

:• <• r:i'- nyi)/;, d ar i bukti T . l - £  ternyata  te la h  -

rr.'i-^r.erkuirt,
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roeir.erkuot b u k t i  untuk k e p e n t in g a n  Penggu­

g a t ,  di»r> b u k t i  T . 1-2 dengon s e n d ir in y a  t e -  

l a b  r.>eluropuhka:n b u k t i - b u k t i  T erg u g a t  1 -

vs-rir' li.-i.nnyu, s e h in g g a  M a j e l i s  .berpendapat  

buhv/0 b u k t i  T e r g u g a t  1 yang la in n y a  i r e l e v a n t  

u n tu k  d ip er t im b a n g k a n  s e l a n j u t n y a  d tilam -  

r u t u s a n  i n i  rti-n o l e h  k a ren a  t id a k  aatupun

d . . r i  b u k t i - b u k t i  t e r s e b u t  menunjukkan boh\«a 

obyok  y-i«g d ir  or.gketekan an ta ra  P en ggu gat -  

d o n r tr i  Verrur*- t  1 dan Tergugu t  31 y a i t u  -  

+.un.»h dijn bangunan sebagaimana' t e r s e b u t  d i

o to  h e n in n l  ( ' a r i  h a r t a  bawaan T e r g u g a t  I I  i

.j'.j ^/iitr-b.. ng, be ixl a e.a rica n u r a ia n  pertim bangan  

t e r s e b u t  d i a t a s  b e r a la s a n  k i -  

i ' . ' p p y s )  pjf'titujii gu gatan  P en g g u g a t  p o i n t  2, 2-  

d * n ; >\ d i-) -*11, ci :lk abulka n {— — - - - J — —.—.------ -

v eriin?btng, u ntuk  m enjaga a g a r  t id a k  t e r j a d i  

irofcuutu yurg  ir e ru g ikan  P en g g u g a t ,  naka F e -  

n >axlil^ n  l ' e g e r i  t e la h  melakukan f i t a  j a m i ­

nan (CIS) a t a s  *:anah dan bangunan yang men- 

i u ’ i  obyek dal^rc p erk ara  i n i  sebagaimana -  

t e r s e b u t  (UilaRi e e r t i f i k a t  hak guna bangunan 

:;o . Z>‘VJ z  r aba ya dengan  s u r a t  ukur tun;;gul -  . 

4 t»:o r e t  1986 lio , 6 9 7 /1 9 0 6  s e l u a s  2 4 6 -K2: yong  

t e l a h  dilwkukart o l e h  J u r u s i t e  l e n g a d i l a n  -  

Ke.'.:eri T anjungku rang t a n g g u l ,  17 ;KopensbeJ> 

c‘Q j s o b s galniana t e r s e t v t  d ule n) b e r i t a  aca— 

r i i r i t a  j a r in ^ n  t e r s e b u t ,  maka F i t a  jam inan  

ti-Tf ebwt V.aruiO.uh d in y a ta k a n  s  y uh dan ben-

liolV?*“ *
• 0)rlJ o i e b  karena i t u  peJtitum Mo. 5 d a r i  gu~

, n re r .g g u g a t  d a p a t  d ik a b u lk a n  ; — — -------

enimbangi........... ..
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K enirrbyn:^, oleh korona S e r t i f ik a t  tuntih dan 

ban/nJTih-r) terr.ebut telah berada d i tangan ? e r -  

gufiit 1, er.dungkun jua l-belir .ya  terdapat ca-  

CiJ>. bukuir, r.u.y.o Torninrat 1 diperintahkan untuk 

n-^yoral'kwn kembali s e r t i f i k a t  torr-o'ait kepa­

da P en.fra' r u t  c! a n T ergugat II  eebatfai p em il ik -  

c.j-ri harta g o n o -f in i  terseb u t j---------*-------------

f nriirl}i..n';, ¡.••or./'enoi peurohonon ¿r^ntl rugi ir.a- 

i 1 Ci.n j.i.-.rr.fcteriil yang dut..juki;n .plc?)i ?'en£- 

-i.rr; t  pc-ria v-oi?!t 7 p hurusl-ub d ito la b  karena -  '• 

t ’?r.In.:n b^rroUjt tidak d i i k u t i  d en ^ :n p e r in c i  

a  r» yanr. ; ) e l £ > s  dan tidak didukung o leh  bukti j —  

.¿-^rrii^bur.g, tfa .le lie  tidak molihut adanya h^l -  

H il ' h.uftF: •'bersifat l-'kpepseonil untuk ir.en.i*ubul
i T i

JuhV&g'tu.ton Pcnn.rutfat agar putusan dalam per** 

.l?.erfr£Vs-/ in i  dapat d ija lankan te r le b ih  dahulu  

( perta-rrerta) maka tuntutan terseb u t pade po-  

•jnt H tidak dapat dikabulkan j - ——»——

? e n  i  p’b a n " ,  b e r i l  o n a r k u  n  s e w u a  u r a i a n  d o n  p e r  — 

t; 1 p’ ht‘ 71 f'n n ~  p  c? r t  rp b-> n g a  n  t e r s e b u t  d  i  ¿31  a  e  f,! a , j  o l  i  c  

b e r k e s i m p u l a n  b a h w a  p i h a k  P e n g g u g a t  t e l a h  b e r ­

h a s i l  m e m b u k t i k a n  d a l i l  g u i ' a t u n n y a »  s e d a n g k a n  

p i h a k  T e r g u g a t  t i d a k  b o r b a c i l  m e l u m p u h k a n  d a -  

j j .1 g u g a t a n  i e n g r u g a t ,  r o a k a  p a n t a s l a h  k i r a n y a  

J e n g g u g a t  d i k a b u l k a n  u n t u k  e e b . . . g i a n  _  

ciar* f . e n o i j k  y a  n/-; s e l e b i h n y a  j ---------— ---------------------------

l' QTtXwbi>Y)F,, o le l1. k a  ren«-» gugatan I enggugat d i  -

kul3ulU*?n rebeigian dan Tergugat 1 dan !1I dalam

vcikk.ru i n i  berada d ip ih a*  yang dikalahkan ,

;• «k«. « e g a »  b iaya  p e r to r a  d ibebankan  k e -

•■■«riJJaut-terFJgu.t s - - ~ a ^«r.CU»G r e n te n g
Mengingat.
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i' en^inga t  fncc-1-far-Jl yan^ bersangkutan d a ­

lam Rbg ;

M i? H G n !i I L I

s
1 .  M en#-; bul k';n <pj>:v ^an un tuk sebabop;ian ;

<• . M cnyüta’.wn b¿» l:\va Ter^u^ut 1 clan Tervjugyt II  

t e l¿ h  roelokukci'T perbuatan roclev/an hykujn d e ­

ntón  p e ía i s  í¿kibi»t hukusinya teii'.tíclap Pony -  

tfu/;at j
3 c-»nva1:í;V*.i;n bahwi: seMd £nr: tumib berikut bn- 

ngunan run;;b poirpísnen yan? te r le t« k  .di ke -  

Juraban Janijbuys/Yiijy Vylin; Kecarcuton Kr¿daton

,... Hsrxiar-Lonipung, hak guna bangun un s e r t i f i k a t
o-' ‘X.

-njrat ukur ta n /^ u l,  4 Meret

at.n Tergugat T.T p.jdw tanr.rul t i$  J v . l í  !S*j6 -  

t.Ad .-j’.< e yc.1: dt;n kijrc-nriDya botal cIcsípí hukum ;

cj .  V  cnyüti-íki.n 6¡¿l- c¡ .ü r  berh.vrga S ito  J apdnan (C3) 

ata?  í?oblcicjn//, tansh berikut b;jnf'un-jn ruír<:-b- •

V;¿¡k p,unu b'jnrainijn No #*54c;/o u^übaysj-, surut -  

ukur t a n ^ a l ,  4 í-'orrct 1996 N o.697 se lu as  -

f  , >\ontfV'ukum Tor?ur.at 1 untuk rneny arahkan r>er -

\ ' --\19B6,) tvij .6?7 /19"6 , luna 2 4 6 ^ 2 ,  yon/f sengke- 

\  te«. ocalí/iVi harto  bersama antara Pen/ f̂íxjr-nt d e- 

n,v¿n. 1v? rrugi.it 1J ;

4„ r,:erivüt¡Jc--jn ^u¿j!  bel i  ontsrrr T.orgu/?i t. 1

p  o r i n a  n e n  y u n . r j  t e r l e t a k  d i  K e l u r a b ^ n  ¿  a g a b a y e - 

V /a y  U . j . l i m  K.eca-p-o  t a n  K s d a t o n  B a r d a r -  L a n p u n g -

hülim
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halim Kecamatan Kedaton Eandur^Laropung -  

No . agabaya, surat ukur ta n g g a l ,4 M a re t—

19*36, No . 697/ 1 9 8 6 , se luas ?: 6̂ M2 ;

7 .  M enghulaun Tergugat 1 dar) Tergugat JI sec^ra-

tsnsguns roirfceng ur;tuk if.einbuyars sega la  biaya 

yang t in h u l dalurn pezicara in i  yang sampai -  

.s&xi't ;L:oi r-ejurolah ilp. 46£ . [X)0 „- (etnj. yu ra tu s-  

cnijif puluh dua ribu ldiiu-i ratus rupiah ) ; —

8 .  Meinlfck gugatan Penggugat yang la i n  dar. s e  -  

lebihnya ;

Dercikicnlah d iputus dalam rapat* permusyawara- 
t i y & f i akiro pada hari Juroi -at, ta n g g a l , 18 Pe—  

'oleh RO £TCAN YUGHAN. ¿K . sebagai K otufc- 

&£:{*;A»,i t ; n  H 50H/J-:.SH . dan DALIUN SAILAM.fH. jr.aning
V \  \
& jjs ir ig -ceb o li  Hakin' Anggote.

Futtii*ar/ /.-¿na c- iucapkan dalam persidangc-n yang t e r ­

buka ur.tuk umur;» pada hari in i  SENIN, ta n g g a l , ¿1 Pe-  

biuari. l-CC0,olth Ke^-si Via.jelis tersebut d ia ta s  d e -  

ngan c.if:.v!iJpin/>;i u j. oh 1,’akim Anggota terc  ebu t  d-iatas  

dibantu oleh  z  L' ir A H M I.SH. Panitera P en ggan ti-  

Fengudilrjn Negeri Tanjungkarang serta  d ih a d ir i  — 

oleh Kuosa Penggugat dan Kuasa Tergugat 1 , Kuusa- 

T ergugst I I  ;--------------------

HjiKI M KAK x¥‘ m-'v! GOLi T A

7 H
I . £•! JOHAN. 5H.

C -ni.T.HiK

HAKIM KETUA TSB,

7 i i i .

SO SM AN YUCHAN. ?.H

P/J-*I T ERA FEI'I GC-AI'ITI \

v ? d  .
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Uviu+1 a C,u6atan ^°»39/PcLto0/ l 999/PN.TK, te la h
i ™ ®  PQda tanggal 21 Februari 2000 tem pada tanggal 24 -  
-ociTjari — 2000, Tergugqt I  M elalui Kuasa Hukumrora Mengaju­
kan Upaya Hukum Banding, oohingga Putusan in i  belum menipu — 
nyai Kslcuatan hulcum tetap  | ............... - ■ ■ ■ ' ..... ■ .

P a n i s t  e r  a

cLto

-  R. ALI MACHHJP. SH -

Pada lia r i i n i  j S en in , tan ggal 06 Mar.et'r < 
P erd ata  Gugatan Nomor «39/P d t .C / l992^>£lK -r  
( Kuasa Penggugat ) t --------------------

P

i  nan Resmi Putusan Perkara 
an kepada A p r ilia ti,S H  -

i t e r a

-  R, ALI MACHfUl», SH -

P e r ir c ia n  biaya-bityy a t

1 • M atersi • * • • • » • • • • • • #  Rp • 2» 000, **
2« Upah Tul i  s ,

Jumlah.. . Itp.8.75^»-

(Dalapan Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah)
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A N T A R A :

E T T 1 . s e

M E L A W A N . . .  / ' V ’

M E n i w /  7 0 M f t k .  c s ;
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‘ NOMOR : 15 /P dt/2000 /P T . TK.

• KBADILAN BERDASARKAN KRTUHANAN YANG MAHA ESA".

PENGADILAN TINGGI TANJUNGKARANG, yang memeriksa dan 

:r.->noacr. 1 i p erkara-perkara perdata dalam, perad ilan  t in g k a t  

banding , te.lah  menjatuhkan putusan sebagai ber ikut dalam 
perkara  ant.ara :

J3TTY, SE/ beralamat d i J l .  Teluk Jaya RT.; 01, RW.

02 LK. 2 K e lu r a h a n  P a n ja n g  ' S e l a t a n  

Bandar Lampung; dalam hal i n i  d iw a k i l i  

o l e h  K u asan ya  : YUDO PRIYATNO, SH.

Pengacara/Penasehat Hukum berkantor dan 

berkedudukan di J l ,  Drs. Warsito No. 60 

T elu k b etu n g ,  Bandar Lanipung ; berda­

sarkan  Surat Kuasa -Khusus, ta n g g a l  23 

P e b r u a r i  2 0 0 0 ,  t e l a i i  d id a f t a r k a n  d i  

Kepaniteraan Pengadilan Negeri T.\njung- 

karang ta n g g a l  24 Pebruari 2000 No. 

2 3 / SK/2000/PN. TK;

S e la n jutnya d iseb u t  sebagai PEMBANDING 

/sem ula TKRGUGAT I  ;

L a w a n

1. MENIYATI YOHANA, beralamat d i -lalan S .Parm an  

; , ' No, 13 A Bandar Lampung; dalam hal i n i

d iw a k i l i  o leh  Kuasanya HI. SUTAN SYAHRIE 

S .O e ,  SH. Cs. Advokat dan P en a se h a t  

Hukum SUTAN SYAHRIR & PARTNERS, b era la ­

mat d i  Jalan Raden intan No. 113 Bandar 

Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus 

t a n y a i  28 September 1999, te la h  d id a f ­

tarkan d i  Kepaniteraan Pengadilan Negeri
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Tanjungkarang tan gga l 29 September 1999 

Nomor : 191/SK /199 9 /PN. TR ;

Selanjutnya d iseb u t seb a g a i  TBRBANDING- 

/ s e mu.la PENGGUGAT ;

dan

2. SYAMSUDIN, beralamat d i  Ja lan  S. Parman No 18 

A Bandar Lampung ; yang dalam h a l  m i  

d iv /ak ili  o le h  Kuasanya SURATNO HAPISU- 

JBiOTO, SH. Pengacara dan K onsultan  Hukum 

psda K antor P en g a c a r a  dan K o n s u l t a n  

Hukum S . HADTSUBROTO 6 PARTNER , b era lam at  

d;i. J a la n  Panglima Polim  Mo 15 Bandar  

Lampung, t e l a h  d i d a f t a r k a n  d i  K epa­

n itera a n  Pengadilan N egeri Tanjungkarang  

ta n g g a l  28 September 1999 No. 1 9 0 /S K /  

1999/PN.TK ;

Selan iutnva  d iseb u t  s e b a g a i  Turut Ter­

banding/semula Tergugat I I  ;

Pengadilan T inggi te r se b u t  ;

Telah membaca berkas perkara ter seb u t  dan s u r a t - s u r a t  

la in  yang berhubungan dengan perkara i n i  ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Memperhatikan dan mengutip s e g a la  h a l - h a l  yang t e r ­

cantum dalam putusan Pengadilan N egeri Tanjungkarang t a n g ­

g a 1. ?i Februari 2000 No. 39 /P dt.G /1999 /P N . TK, yang, amarnya 

berbunyi sebagai berikut :

l .  Mengabulkan gugataan Penggugat untuk seb a g ia n  ;

2 . . Menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II  t e l a h  m ela ­

kukan p erb u a ta n  melawan hukum d en gan  s e g a l a  a k i b a t
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ini k-.winya terhadap  Penggugat ;

Men/citakfm .?anwa sebidang tanah berikut bangunan rumah 

pern.anen yang t e r i e c a k  d i  Kelurahan Jagabaya/Way Halim 

K ecam atan Kedaton Bandar Lampung, hak guna bangunan 

s e r t i f i k a t  Ho. 3 4 9 /Jagabaya, su ra t  ukur tanggal 4 Maret 

Np. 6 9 7 /1 9 6 6 ,  lu as  246 M2, yarig menjadi sengketa  

h a r ta  bersama antara Penggugat dengan Tergugat

f I

'ieny^takan bahwa ju a l  b e l i  antara Tergugat I dan Tergu- 

ca t  II  pada ta n g g a l  16 J u l i  1996 t idak  syah dan kare­

nanya b a t a l  demi hukum ;

M enyatakan sah dan berharga S i t a  Jaminan (CB) a ta s  

s-ir'-, elang tan ah  b e r ik u t  bangunan rumah permanen yang 

v e r  l e t a k  d i  K e lu ra h a n  Jagab aya  V/ay Halim Keramatan 
Kedoton )3andar Lampung hak guna bangunan No. 34 9 /Jaga-  

b a y a ,  s u r a t  ukur t a n g g a l  4 Marat 2 986 No. 6 9 7 /1 9 8 6  
seU-*s 2<:6 M2 ;

Menghukum Tergugat I untuk menyerahkan s e r t i f i k a t  hak 

guii? bangunan h arta  gono g in i  antara Penggugat dengan 

T ergu gat  I I , y a i t u  sebidang tanah b er ik u t  bangunan rumah 

F^risansn yang t e r l e t a k  d i  Kelurahan Kagabaya/Way Halim 

Kecamatan Kedaton Bandar Lampung No. 3 49 /Jagabaya, su rat  

ukur ta n g g a l  4- Maret 1986, No. 697/1986,. se lu a s  246  M2 ;

Monjhukum T ergugat I dan T ergugat II  se c a r a  tanggung  

r e n te n g  untuk membayar s e g a la  biaya yang timbul dala:n 

pericara i n i  yang sampai sa a t  in i  sejumlah Rp. 4 6 2 .5 0 0 ,-  

v empat r a tu s  enam puli a uh dua r ibu  lima ra-us rupiah) ;

Menolak eugatan  Pensgugat yang la i n  dan se leb ihn ya  ; 

Menimbang, bahwa d ar i r i s a la h  pernyataan Permohonan
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; ; b.ajidij}#' yang d ib u at  o le h  R. ALI MACHFUD, SH. P a n i t e r a  

Pengadilan Negeri Tanjungkarang, -ternyata YUDO PRAYITNO, 

SH. b er t in d a k  untuk dan a ta s  nama T ergugat b erd a sa r k a n  

Surat Pernyataan Permohonan Banding, bahwa pada ta n g g a l  24 

Fobruari 2000 WO. :*9/Pdt/G/1999/PN.TK, t e l a h  m enyatakan  

mohon banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjung-  

karang tanggal 2 1  Pebruan  2000 NO. 39/ Pd t /G / i  9 9 9 / PN. TK, 

pormoiionan bandang T>ana te la h  d iberitahukan  keprda p ihak

i  u. w a r r« y a pacia tangen: 1. 25 ?eb ru o ii  20C0 dengan cara seksama;

rtenimbang, bahwa Pembanding semula T erg u g a t  t e l a h  

mengajukan memori banding te r ta n g g a l  24 Pebruari 2000 dan 

t e la h  d iterim a ‘di Kepaniteraan Pengadilan N egeri Tarijung- 

karang ta n g g a l  13 > a r e t  2000 dan s a l i n a n  r e sm in y a  t e l a h  

d ib er ita h u k a n  dan d isera h k a n  kepada p ih ak  law annya pada  

tanggal 13 Maret 2000 dengan cara seksama ;

Menimbang, bahwa Terbanding sem ula P en ggu gat  t e l a h  

pula mengajukan kontra memori banding t e r ta n g g a l  7 A p r i l  

2000 dan te la h  d iter im a d i  Kepaniteraan P.engadilan N e g e r i  

Tanjungkarang tanggal 10 A p r il  2000 dan s a l in a n  resm inya  

te la h  diberitahukan dan diserahkan kepada p ihak lawannya  

pada tanggal 26 A pril 2000 dengan cara seksama ;

Menimbang, bahwa dari Relaas Pemberitahuan memeriksa  

ber»cas perkara banding N0. 39/PDT/G/I999/PN.TK. ta n g g a l  30 

Maret 2000 kepada Pembanding dan Terbanding t e la h  d i b e r i  

kesempatan untuk memeriksa berkas perJr.ara banding sebelum  

bercas perkara d ik ir im  ke Fengadilan T inggi Tan jungkarang ;

TKNTANG IJUKUMNYA.

Kenimaang, bahwa t e n t a n g  permohonan b a n d in g  y a n g  

d i« ju < an  o le h  Kuasa P e m b a n d i n g / s e m u l a  T ergugat I b e r d a ­

sarkan Surat Kuasa tan gga l,  '¿‘i  Februari 2000 adalah  dar\ 2isn 

tonggang waktu dan t a t a  cara  s e r t a  memenuhi s y a r a t  y?.ng

Pembatalan akta..., Danuta Putri, FH UI, 2008



in ir i  inenurut Undang-undang, karenanya permohonan banding 

t e r g e b u i  dapat, d iter im a  ;

Menimbang, bahwa s e t e la h  mempslajari dengan seksama 

berkas  perkara i n i  yang t e r d i r i  d a n  B er ita  Acara Sidang 

P e n g a d ila n  t in g k a t  Pertama, surat bukti la in  yang berhu­

bungan dengan perkara m i  yang diajukan o le h  kedua belah  

P ih a k  yang berperkaira, s a l in a n  resm i putusan  P en g a d ila n  

N e g e r i  T a n j u n g k i r a n g  t a n g g a l  21 F e b r u a r i  200 0  No. 

3“ / P d t . G /1999/ PN.TK, s e r ta  memori banding d ar i  Terbanding 

/ s e m u la  P en g g u g a t ,  maka P en g a d ila n  T in g g i berpendapat  

sebagaim ana t e r u r a i  dibawah i n i  :

Menimbang, bahwa Pembanding/semula Tergugat I dalam 

memori b an dingnya  t e l a h  mengemukakan a la s a n - a la s a n  pada 

pokernya :

1 .  G ugatan T srb a n d in g /sem u la  ren ggugat kekurangan  

p i h a k - p i h a k , s e h a r u s n y a  d iy u g a t  ju g a  PT. Bank 

Tabungan Negara, se ia k u  Bank yang memberikan, kre­

d i t ,  N o t a r i s  T a u fik  H idayat SH, yang mengesahkan 

p o r ja n j ia n  ju a l  b e l i ,  Edy pihak yang membeli tanah

.dan bangunan d ia t a s  d a r i  Pembanding/semula T e r g u g a t

I ,  N o ta r is  D jcn i ,  SH, yang mengesahkan pengesahan  

j u a l  b e l i  tanah antara Pembanding/Tergugat I dengan 

Edy, Badan Pertanahan Nasional Kodya Lampung yang 

m e n g e lu a r k a n  s e r t i f i k a t  Hak Guna Bangu n a n  No. 

99 2/WTP ;

2 . bahwa obyek gugatan  s a la h ,  seharusnya  tanah dan- 

bangunan, sebagaimana tercantum dalam s e r t i f i k a t  Hak 

Guna Bangunan No ^SZ/V7?? ;

3. Bahwa, berdasarkan p a sa l  100 KUH Perdata perkawinan 

a n t a r a  P enggugat dan T ergugat II  baru sah pada  

•canggal J? o De.>eniebei L99u berdasarkan Akte Perka
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• ^..^ .nan Nc. 1 2 2 3 /1 9 9 0 ,  Karena tanah  dan bangunan  

tarsebut (obyek sengketa) adalah harta  bawaan d a r i  

T ergugat I '  Karena paria waktu p e m b e l i a n  o b y e k  

sengKeta o leh  Tergugat I I ,  Penggugat belum t e r i k a t  

perkawinan sah dengan Tergugat i'I k a ren a n y a  Pem- 

b a n d m g /se n  u la  T er g u g a t  I a d a la h  p e m b e l i  y a n g  

beriktikad  baik harus d i l in d u n g i  ;

4. S ita  O'aminaii dilakukan terhadap obyek yang .‘» a la h ,

. s e h a r u sn y a  a d a la h  t e r h a d a p  ta n a h  dan b a n g u n a n  

dengan S e r t i f ik a t  No. 992/WTP ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Ting-ji berpendapat bahwa 

terhadap s ia p a  yang harus d ig u g a t  ad a la h  wewenang penuh  

dari Terbanding/semuJ-.a Penggugat dalam h a l i n i  t e r h a d a p  

Pembanding/semula Tergugat I dan Turut T erb an d in g /T ergu gat  

II;  sedangkan mengenai a lasan  yang s e le b ih n y a  akan d i p e r ­

timbangkan dibawah in i  ;

EKSEPSI :

Menimbang, bahwa pertimbangan Hakim t in g k a t  Pertam a  

reiit^ng Rk.sopBi ptudah benar, nanum bfvi <;m dicantumkan dalam  

amar putusan, o leh  karenanya Pengadilan  T in g g i harus mem­

perbaik j dan menambah pertimbang^n sebaga i berikut, :

' i t i jv / -  !\k > v. n.* i ! 'c in i i  -I:«!»! " ‘ i . t  i jm j . i i  1

-'v- • •. . ' a r. y; »¿'-..L'; c C liy o U !.’>ir ll 1 i k 9 C Kak

flnna nnnfjnrsn ’No. 3 A'! / J,ign b* y a d «? r. O * 11 s u t n t u k u r  No , 

b'j7 /x90o seluas 246 M 2 (untuk selanjutnya d i s e b u t  o b y e k  

sengketa) bukanlah merupakan harta gono gini /harta bersama 

aul'ar»"« Torgugnt. TT dfinrjan Penggugat., melainkan merupakan 

harta bawaan Tergugat II serta mengajukan permohonan agarv;,' 

M «\ <'.ii>k atau nigugurkan S.lta Jaminan terhadap obyek sengk©— 

i i ; ;

l-'ihwa unvuk m engetahui benar t id a k n y a  s t a t u s ,  obyek
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sebagaimana dikemukakan o leh  Tergugat I t e r se b u t /  

d ip e r lu k a n  adanya pembuktian yang harus dilakukan bersama 

p em eriksaan  m ateri Pokok perkara, o le h  karenanya Eksepsi 

T ergu gat  J. harus d i t o la k  dan akan d ip u tu s ,  diamarkan b ersa­

ma tvokoK perkara ;

U/HvAM POKOK PBRKAKA :

Menimbang, bahwa pertimbangan Hakim t in gk at  Pertama 

pad , d a s a r n y a  su .'an  b e n a r ,  tetap:». P e n g a d i la n  T in g g i  

m-?n<janggap p e r lu  nenambah dan memperbaiki pertimbangan  

irakvnnya, agar mendapat k e je la s a n  tentang apa yang menjadi 

dasai: hukum- pembatalan p e r ja n j ia n  ju a l  b e l i  , tentang obyek, 

su n g k e ta  yang dilakukan, o leh  Tergugat I dan Tergugat II  dan 

‘*ug.?.:an g a n t i  ru g i s eb a g a i b eriku t :

Menimbang, bahwa yang harus d ibuktikan d a l a m  gugatan 

m i  ad a lah  :

. 1 .  apakah benar obyek sengketa  d idapat o le h  P e n g g u g a t  dalam 

P erk aw in an  dengan Tergugat I I  se b a g a i  h arta  k e k a y a a n  

ternama ?

?. apakah ,7'.>ai b e l i  ten tan g  obyek sengketa a n t a r a  T e r g u g a t

I dan Tergugat. II  adalah sah menurut Undang-undang ?•

3. apakah perbuatan melawan hukurn dilakukan o leh  Tergugat I 

c.Uin Tergugat TI, menimbulkan kerugian bagi Penggugat?.

4 : 'apakah Tergugat I adalah pembeli yang ber e t ik ad  baik ?.

a d . j .  Menimbang, bahwa berdasarkan S-urat. Bukti P2 Penggu­
gat baru mencatatkan pernikahannya nada tanggai 26 Desomber 

1 9 -K j berdo^arkan Akte Perkawinan ( P 2» No. 0223/1990 ;

/.»afiwa, cia.Laifi cav.atan pada buKti P2 t e la h  diakui anak- 

•=» ri -\ v m r e k a  yarn.v t o l  ah l a h i r  o1p| i  a y t'» h n y SjamsucU.in  

l'l«i.iuiyac. i l ;  dengan p y r se tu ju a n  Ibu anaknya Yohana >*e- 
niy.-ii i ( T*on‘j5iutjAi: ) yn.iLu i.Jtui wontM, Honry Pet'len, l . i l i
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vc
"bahw? Tergugat TI membenarkan cl =? 1 t i Penggugat bahwa 

ooye.1 sengketa didapat fvslam* dalam perkawinan der.gan Peng­

gugat, (Jawaban Tergugat II tanggai '■ Oktober 1999 butir 

2 ), Karena Pc-ngrniyrt dan Tergugat II telan melangsungkan 

Perkawinan menurv.t agama Hudna sejak 6 Juni 1972 bUKti T 

IT . - 2 (?. - 4 ;•

Menimbang, bahwa bagi Penggugat dan Tergugat I I  masih  

te ta p  berJaku Hukum keluarga yang d ia tu r  dalam KUH P e r d a ta ,  

meskr.pun Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 sudah  

berlaku ;

bahwa berdasarkan p a sa l 119 KUK P erdata , m ulai s a a t  

perk?wj.nan dilangsungkan, demi hukum b er la k u la h  p e r sa tu a n  

buJ.a- an tara  h arta  kekayaan suami i s t e r i  b ilam ana t i d a k  

<3 2 aci.ynn F'? r j finjian perkawinan ;

bahwa perkawinan a n ta ra  Ponggugat dan T e r g u g a t  I I  

tieav: te r n y a ta  ada p er ja n j ia n  perkawinan untuk mengadakan  

p er ja n j ia n  harta te r p is a h ,  o leh  karenanya berdasarkan p a s a l  

.119 KUH Perdata  mulai s a a t  perkawinan P en g g u g a t  d en gan  

Tergugat II berlangsung y a itu  perkawinan yang d i c a t a t  d i  

Kantor Catatan S i p i l  tanggai 26 Desember 1990 dengan Akte  

Perkawinan No, 0223/1990, demi hukum b e r la k u la h  k e sa tu a n  

hari t- kekakyaan dari. Penggugat dan T ergu gat  I I  t ta n p a  

mempersoalkan "harta bawaan" a tau  "gono g i n i " , d engan  

dem.u;ian s s j a k  ta n g g a i 26 Desember 1990 ta n a h  b e r i k u t  

bangunan rumah y an g  d ip ero leh  Tergugat II pada ta n g g a l  22 

Februari 1986 a tas  dasar Akte Jual B e l i  No. 207/NOT/KD/1986 

antar?. PT. Way Halim Permai dan Tergugat II  (yang m enjadi  

ooyek p e r k a r a ) ,  demi hukum menjadi h a r ta  bersam a <?.?.ri 

Penggugat dan Tergugat II*;

bahwa, b e r d a s a r k a n  p a s a l  147 KUH P e r d a t a  s e t i a p  p ^ r -

Pembatalan akta..., Danuta Putri, FH UI, 2008



Kawin harus dibuat dengan Akte Notaris sebelum

ktwm.r.n oerlar.gsung dengan ancaman k e fa ta la n ,  dengan

->..ckioi n.okc- ap,? i'ang dikemufcakai. o leh  Tergugat. I dalam

.angga i o \o%'ember 1999 Daiam Pokok Perkara b u t ir  2,

bt.a%«if.r.kan per r i rcbangan-pertimbangan terseb u t  
cH vtas  .•;dr.iah t.ici.ifc benar ;

M ..tumbang, bahwa berdasarkan pertim bangan t e r s e b u t  

te rn y a ta  t e?.bukti benar obyek -sengketa' merupakan

h a r ta  bersctiPc./hart a kekayaan bersama menurut p asa l 119 KUH 

• ' .r cU ta ,  maka berdasarkan pertlmbangah terseb u t Penggugat 

membuktikan petitum  b u t ir  3 , o le h  karenanya petitum  
t e r s e b u t  harus dikabulkan ;

Menimbang, bahwa untuk sahnya su atu  p e r ja n j ia n  

menurut- p a s a l  1320 KUH Perdata d iperlukan 4 (empat) syarat:

1. K e s e p a k a ta n  pihak-io ihak- «,««„•' •• ^ . .1 inaK yano mengikatkan d i r i  ;
2 . Kecakapan (bekwaamheid) untuk melakukan perbuatan

hukum ; . . ' .

3. Tentang hal t e r t e n t u ,  hal yang p a s t i  ;

..»uatu sebab /ang h a la l  (geoor loofde  oorzaak; ; *

. bahwa dalam tr a n s a k s i  ju a l  b e l i ,  antara Tergugat I

1 - r g u g a t  II  yang dituangkan dalam Akte Notaris/Akte Jual 

e l i  No. .} 2 0 / 0 9 . 0 3 /J g .  I l / i g g g  tanggal 16 J u l i  1996, menurut'

I -n apat Tergugat I sudah ada kesepakatan dengan Tergugat

II  v m eskipun d is a n g k a l  o le h  Tergugat II  dalam jawaban 

-^ r o u g a t  I I  t a n g g a l  4 Oktober 1999, yang mengaku bahwa

transaksi jual beli tsrsebut bersifat p r o f o r m a / p u r a - p u r a

'saja i ; ' v

bahwa, mengenai kecakapan melakukan, suatu perbuatan 

fcukum t id a k  diragukan l a g i ,  karena masing-masing Tergugat I

-a n  T e r g u g a t  I* sxidah dewasa dan t id a k  berada idibsvrah 
Pengampuan ;
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, obyek sengketa adalah merupakan barang berwujud 

dan merupakan benda yang p a s t i  y a i t u  berupa tan ah  dan 

bc.ngvman yang b erd ir i  d ia ta s  tanah ter se b u t  dengan ukuran 

dan lu as  yang sudah j e l a s  ;

bahwa, s y a r a t  t e r p e n t in g  s e la n j u t n y a  a d a la h  apakah  

oby*K sengketa yang menjadi obyek tr a n sa k s i  j u a l  b e l i  i t u  

h a la ] /b o le h  d i ju a l  be likan  atau t id ak , bahwa t e la h  d ip e r ­

timbangkan secara panjang lebar dalam .;•<!. l . b u c i r  1  d i a t a s ,  

bahwa obyek sen g k eta  merupakan h a rta  kekayaan bersama  

Penggugat dan Tergugat II yang didapat se ja k  mereka m elang-  

si'iig;.: a n perkawinan (p asa l  119 KUH Perdata ) ;

bahwa berdasarkan p asa l  26 UU No. 1 Tahun 197 4 Tentang  

Perkawinan d ia tu r  mengenai harta  bersama, suami a tau  i s t e r i  

dapat, bertindak a ta s  persetujuan  kedua belah  p ih a k ,  bahwa 

atas  pengakuan Tergugat I s e n d ir i  dalam jawabannya b u t ir  4 

Dolan Pokok Perkara, mengatakan bahwa Tergugat I I  b e r t i n ­

dak s e n d ir i ,  t id a k  m engikut s e r ta k a n  P e n g g u g a t  s e b a g a i  

i s t e r i  sah Tergugat II  ;

bahwc:, menurut pengakuan Tergugat II dalam jawabannya

i e j'.i j-- kurang pada cahun 1996 Tergugat I b e r n ia t  mengajukan 

permohonan f a s i l i t a s  k red it  modal usaha pada Bank Bandar 

Lanr.pv’n g . Untuk maksud t e r s e b u t  T ergu gat  I m in ta  bantuan  

v --1 .(mini i i «i n t • i k 'i-nimi i ikiui j.iniiriAtri Kradit/oguntin

tanah dan bangunan adalah S e r t i f i k a t  Hak-Guna Bangu- 
r^n Nn 'M**/Jagahaya jo .Sura r Utama No. 69 7 /1986  s e lu a s  246
i'Yl t ̂  v tanggal 4 Marel 1986 yan»; merupa ke» n h arta  gono g i n l  

F^rigrugat dan Tergugat II (b u t ir  4 C) ;

banwa., dalam jawaban T er g u g a t  11 ju g a  m e n g a c u i  

k esu lita n  unv.uk mengikut sertakan  Penggugat seb a g a i i s t s r i

• 'h Ti pjufi;ii i t , ivamn.-'t T^rnufjrit. T T flan T ergu g i'- .1

aobaga?. pihak-pihak yang melakukan tr a n s a k s i  ada hubungan
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<p.;3iib :ya;ii telah terjalin selama 13 tahun, seriinaga hidup 

— 1 i '* : \ "UlTl i^T^Ti . P<?” ".:»kVan T^rnn,—

•' • - : ; i  rii ri.-:,?. i ,\h\\ Huafas b t a  Mohmin, Edi

Raiak b in  Abdul R.iaak, RA. N urias, l a g i  pula t id ak  disang-  

k o.! c- i •=* r. T e r g u « a t  I ;

bahwa, satu-.ia tunya  ja la n  yang dapat ditempuh oleh  

T<?rnujat II menurut pengakuannya adalah dengan cara melaku­

kan p e r a l i h a n  j u a l  b e l i  s e c a r a  proforma ( b e r s i f a t  pura-  

p u r a ) .  kemudian t e r b i t l a h  Akte Jua l B e l i  No. 3 2 0 /0 9 /0 3  

/ Sg .  11 /1986  o le h  Not-?ris Taufik Hidyat, SH ;

rahwa d ar i pertimbangan terseb u t d ia ta s  terb u k ti  bahwa>
d a ls ir .  t r a n s a k s i  j u a l  b e l i  o b y e k  s e n g k e t a  a d a la h  t i d a k  

s e i z i n ,  t i d a k  d i s e t u j u i  o l e h  P e n g g u g a t  sedangkan j e l a s  

d a . l s.ir, h a l  a n i  P en g g u g a t  mempunyai hak a t a s  s e b a g ia n  obyek

:-erj t f? r.* •? bu t ;

M e n im b a n g ,  b ahw a d a la m  t r a n s a k s i  j u a l  b e l i  o b y e k  

: K‘ r:rk$ t <> t e l a n  m e la n g g a r  s a l a h  s a t u  s y a r a t  t e r p e n t i n g  bag i  

~ 7 ' i : 'n y a  s u a t u  p e r $  n j l a n , k a r e n a  y a n g  m e n j a d i  obyek 

t r c .n r .a k s i  j u a l  b e l i  a n t a r a  T e r g u g a t  I dan Tergugat .II  

j p a k an  h a r t a  k ek a y a a n  bersam a yang d i j u a l  o l e h  Tergugat 

I.1. t a n p a  s e i z i n  d a r i  P e n g g u g a t  s e b a g a i  i s t e r i  sah , maka 

p e r j a n j i a n  t e r s e b u t  m engandung c a c a t /  a d a n y a  sebab yang 

t  l.;j ik  h a l a l  t e r h a d a p  ob y ek  t r a n s a k s i / d i l a r a n g  o l e h  Undang- 

undang.,  ( o n  g e o o r l o o f d e  o o r z a a k )  o l e h  k aren an ya  berdasarkan  

t'a s;* l l ' S T I  K'OH P e r d a t a  p e r j a n j i a n  ju a l  b e l i  o b y e k - sen g k e ta  

t e r s e b u t  t i d a k  m empunyai k e k u a t a n  hukum b e r l a k u ,  Harus 

b a t a l  s e j a k  s e m u la ,  b a t a l  demi hukum ;

a.d. 3 . Menimbang, bahwa a ta s  dasar-. pertimbangan tersebut

■''•sr gugat t :Um Tergugat II  t e la h  terb u k ti  melakukan perbuat

an r.’ft.iawsn hukum yang merugikan hak Penggugat, karenanya
t

■Pet.itum ke  7  (d u a )  d a p a t  d ik a b u lk a n  ;
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.0"-'V^f^iiimbang, baii^a berdasarkan p a sa l  136 5 KUH Perdata, 

S e t ia p  perbuatan meianygar hukum yang membawa kerugian  

kepada orang la in ,  mewajibkan o r a n g  yang karena salahnya  

menerbitkan kerugian i t u  mengganti kerugian t e r s e b u t  ;

bahwa Tergugat I dan Tergugat II yang t e la h  d inyatakan  

melakukan perbuatan melanggar hukum sebagaimana d ip e r t im ­

bangkan d i  a ta s ,  harus mengganti kerugian yang d i d e r i t a  o le h  

Penggugat ;

bahwa, akan t e t a p i  dalam mengemukakan k e r u g ia n n y a  

sejumlah Rp. 1 1 0 ,000 .0 0 0 ,0 0  ( s e r a tu s  sepu luh  j u t a  r u p ia h )  

yang merupakan m ater ia l maupun im -m a te r ia l , Penggugat t id a k  

menyertakan perhitungan secara  r i n c i  maupun b u k t i - b u k t in y a ,  

o ien  karenanya gugatan g a n t i  rugi t e r se b u t  .harus d in y a ta k a n  

dapat d iterim a ;

atf. 4. Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat I menda- 

li ilK an ia  s e b a g a i  p e m b e li  dengan e k t i k a d  b a i k  h a r u s  

d ilin d u n g i  ;

banwa Tergugat I sejak  awal sudah tahu bahwa T ergu gat

II sudah mempunyai i s t e r i  sah y a i tu  Penggugat, namun d em i-
i

kiar- Tergugat. I masih te ta p  mau m enjalin  hubungan t e r l a r a n g  

sebagai suami i s t e r i  dengan Tergugat 'il d i lu a r  pen getah u an  

Denggugat seb aga i i s t e n  sah T ergugat II s e la m a  l e b i h  

Ivy- iio ± A 3 ( ~ b e l a s  tahun ’1 ;

;• •,, .-i .v.-;. ...~*aKs> i. i^ rguyat I I  a n ta r a

la in  sa k s i  Abu Huni as bin Mohmin pada .pokokny-a menerangkan, 

bahwa Tergugat II s e k i ta r  tahun 1995 t e la h  membayar a n g s u r ­

an rumah d i  Way Halim m e la lu i  Bank. Tabungan N egara dan  

s a * s i  RA. N u r iss  mengatakan pernah memberi bon k ep a d a  

Te:;gugat 1 1 untuk membayar rumah d i Way Halim a t a s  nama 

Tergugat II m eia lu i B*nk Tabungan Negara ;

oahwa, namun demikian Tergugat I masih s a ja  m e la n ju t ­
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kan -t^rans-iKsi ;un l b l i  obyek sengketa dengan Tergugat II' 

o?mana Tergugah I t e la h  bermain se lingk u h  dan mengabaikan 

Penggugat seb a g a i i s t e r i  sah Tergugat U  ;

bahwa, s e t e la h  t e r j a d i  p erse . l is ih an  pendapat karena 

terb on gk ar o leh  Penggugat, tentang adanya hubungan khusus/ 

p e r s e l in g k u h a n  a n ta ra  Tergugat I dan Tergugat I I /  maka 

T e r g u g a t  I dalam waktu s in g k a t  t e la h  m engalihkan obyek  

se n g k e ta  ketangan orang la in  dengar, cara melakukan transak ­

s i  juaj b e i i  terhaaap obyek sengketa kepada seorang bernama 

Eoy yang t e r n y a t a  ad a lah  ad ik  l a k i - l a k i  d a r i  Tergugat I 

t e r b u k t i  dengan Akte Jual B e l i  No, 13'-'/36/SKR/1999 tangga l  

20 A g u stu s  1999 'b u k t i  T I ,  n ) ,  dan s e r t i f i k a t  t e l a h  

Gi?.akukan m u tasi dalam Buku Tanah S e r t i f i k a t  Hak Guna 

3ai:gunan No. 992/WtfP pada tanggal 6 September 1999 (bukti T

I 7 ) ,  s e la n ju tn y a  Surat Gugatan dalam perkara in i  diajukan  

o i s h  Penggugat pada tan gga l 16 September 1999 didaftarkan  

d? P en gad ilan  N egeri Tan.-jungkarancf pada tanggal 17 Septem­
ber 1999 ;

Meniribang. bahwa d a r i  pertimbangan te r s e b u t  d ia t a s  

r .er . l ih a t  j e l a s  bardasarkan  fa k ta  dan bukti-bukti serta 

u ik u a tk a n  o le h  s a k s i - s a k s i ,  bahwa t id ak  t.ernyata Tergugat I 

a d a :ah sobagai pembeli yang berektikad baik , tetapi ju stru  

memperlihatkan sifat yang sebaliknya,- tekwader trouw /tidak  
ber iktikc.d baik  ;

Menimbang ■ s e la n ju tn y a ,  bahwa d.alam petitum  6 (enam) 

Penc:gugat mohon agar Tergugat i  dihukum untuk menyerahkan 

b e i . t i f i k a t  Hak Milik, berupa harta gono. g in i  a n t a r a  Penggu­

g a t  dan Tergugat II y a itu  sebidang tanah b er ik u t bangunan 

rumr;a permanen yang t e r l e t a k  d i  Kelurahan Jagabays/'fay  

Halim Kecamatan Kedaton, Bandar Lampung, Hak Guna Bangv.nan 

NO. 34 9 / J a g a b a y a , su r a t  ukur ta n g g a l  4 Maret 1996 Eo.
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Per-.ggugat d i s i n i  adalah Kak Guna Bangunan bukan Kak M ilik ,  

dan >:cpada s iapa S e r v i i ik a t  in i  d iserahkan, t id a k  dicantum­

kan dalam potitum tersebut ;

.cahwa, dalam gugatannya Penggugat memberikan a l t e r n a -  

t i i  dalam gugatan S ubsid a ir ,  bahwa j ik a  Pengadilan berpen­

dapat la in ,  mohon dib*?rikan putusan yang s e a d i l - a d i l n y a  (ex  

a<=.guo e t  bono ) ;

Menimbang, bahwa dalam memutus perkara  Hakim t id a k  

sa ja  d itu n tu t  unuk ¡nalakukan pertimbangan yang benar berda­

sarkan Undang-undang "Legal J u s t i c e "  t e t a p i  harus p u la  

menerapkan Moral J u s t i c e "  berdasarkan ra sa  k e a d i la n  dan 

keyakinan berdasarkan h a t i  nurani yang b ers;h  dengan menda- 

santan pada p asa l 4 rJU No. 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan  

Pokok Kehakiman; F er a d i la n  dilakukan, dengan s e d e r h a n a ,  

cepat dan biaya ringan ;

Menimbang, bahwa S e r t i f i k a t  d ar i obyek sen gk eta  t id a k  

pernah diajaukan seb agai bukti o leh  Penggugat, Tergugat I 

maupun Tergugat I I ,  namun d iakui benar adanya o le h  m asin g -  

masing pihak baik Tergugat I ,  Tergugat II maupun Penggugat;

bahwa Tergugat I te la h  membeli dari Tergugat I I ,  akan 

te'./f-.pi p er ja n j ia n  ju a l b e i i  obyek sengketa  dengan Akte No. 

3 2 /0 9 .0 3 /J g . 11/1990 rar.ggal. 16 J u l i  1996 t e la h  d inyatak an  

l i d i k  mempunyai kekuatan hukum b er la k u  dan b a t a l  demi 

hukum, dengan demikian s ta tu s  hukum obyek sen g k eta  harus  

dikembalikan pada keadaan semula sebagaimana sebelum t e r j a ­

d i jua.' b e l i  ;

b'hwa, s e r t  i i ' i k a o b y e k  sengketa  a ta s  nama S am s u d i  n /  

Teroug-r.t I I ,  berdasarkan Suarat Bukti T X, 3, T I . i ,  T I . 

•:>, T, 3 g /  celah  aipSLjiinakan olah  Tergugat I dan Tergugc.t

II secara  melawan hak harus dikembalikan kepada Penggugat.;
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^Menimbang, bahwa untuk; mendapatkan k ep a stia n  hukum 

dala.?. m elaksanakan  putusan  P e n g a d ila n ,  maka berdasarkan 

«-•asai 3o (4 )  Uli No. 14 Tahun 1970 Pengadilan Pinggi menggap 

ao .ii  ' j i l x  petitusn $ (enam) dikabulkan y a itu  untuk menghu- ■' 

ku:’; Tergugat I m?nyerahkan S e r t i f i k a t  Hak Guna Baungunan > 

No. 3 4 9 /J a g a b a y a  dengan su r a t  ukur ta n g g a l  4 Maret 1989"" 

N r*. <5 •? 7 / 19 1? 6 s e lu a s  746 M2 kepada Penggugat dan menghukum 

pui.r. T erg u g a t  II  untu.k mematuhi i s i  putusan te r s e b u t /  

k-m: c-r. a Tergugat 71 sekarang b e r s ta tu s  sebagai Turut Ter- 

D snoing (Tergugat 7.“ t id a k  menyatakan/mengajukan banding

i. ? rriidap putusan H a k i  rn t in g k a t  Pertama) ;

•Memr.ibang, bahwa per~.imba.ngar. Hakim ti n gk at Pertama 

t e n t n r g  s i t a  Jaminan sudah benar,  namun Pengadilan Tinggi  

t o n 7 jjijggp p e r i u  uniuk menyempurnakan r e d a k s i o n a l  d a ri  

ctu.rf» tent.ang S i t a  Jaminan, s^dang.van pertimbangan  Hakim 1 

t i n g i ? a t  Pertama s e l e b i h n y a  adalah sudah tepat'  dan benar d a n ^  

o l e h  F e n g a d i l a n  T i n g g i  akan d i a m b i l ! sebanai p e r t i m b a n g a n -  

s e n d i r i  ; ; .

Menimbang, bahwa berdasarkan so iuruh  pertitnbanga-i^^' 

tersf-D ut c U s ta s .  ;rt3.,c->. putusan Pengadilan Negeri. Tanjung-- .̂'-- 

K vs ■- o iio ta n g g a l ?.] P^bruan 200 Wo. 39/Pdt.O? / 1999/ PN.TK,
.• i -m . >; - <i j i r i.;vi k i '.ioi iya n menurun .-¡n per r imbang ari sebagaimana 

t e r s o b u t .  d i a t a s ,  -sehingga s e lu r u h  amarnya akan berbunyi 
ru.|).»rj.n m/i n--i disobui. «:l ¿bnwah in i ;

Menimbang.- banwa karena Pembanding/semu.'.a T e r g u g a t  I 
«v.it.ii, riifiiifin V 1 > :tnt/ii., ui.uin i.jiiy« inoiuu:« ml Cialain 
kedua t in g k a t  p er a d ila n  harus dibebankan kepadanya V

Mengingat, akan -(¿tentuan pasal-pasal dan Undang-undang 

y y  he ’- s a n g k u ta n  dan Peraturan-peraturan l a i n  ;

M K N G A n T I. 1:
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'V..'fV--M̂ ner ima permohanan banding d a n  P em banding/Sem ula  

Tergugat I tersebut ;

Memperbaiki putusan Pengadilan N egeri T*n3 ungkarang  

trr.gga.l 21 Pebruari 2000 Nomor : 39/P3T. 6 /  1999/PNTK, yang

dimohonkan banding te r s e b u t ,  hingga se lu ru h  amarnya b e r ­

bunyi sebagai berikut :

QAf,AIj’ EKSEPSI ;

Menolak Eksepsi dari Tergugat I ;

POJCOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk se b a g ia n  ;

2.  lior.yatakan Tergugat I dan Tergugat IT t e l a h  m elaku­

kan perbuatan melawan hukum ;

3. Menyatakan bahwa sebidang tanah b e r ik u t  bangunan  

rumori permanc-n yang t e r l e t a k  d i Kelurahan Jagabaya  

iY't'j Hal i  m .Kecamatan Kedatcn Bandar Lampung, Hak

«ert;  t'Jk-?t ?,r>- '3 49 /Jacabaya , s u r a t

u V.’-": '.r.r.rra !. • & •<•;?••• t . W o , 69''V o'i . lu a s  246

" 7 . ,  .'.i J  u  j  iic._ j «  wti aci&l-ah i'i*srta k e k a y a a n

bersama antara Penggugat dan Tergugat II  ;

4. Menyatakan bahwa ju a l b e l i ,  berdasarkan Akte N o t a r i s  

ta n g g a l  lii J u l i  1996 No 3 2 0 /0 9  . 0 3 / Jg . 11 —  /1 9 9 6  

antara Terjug«?.t I dan Tergugat II  pada ta n g g a l  16 

J u l i  19 9 9 t id a k  syah  dan k a r e n a n y a  b a t a l  d e m i  

hukum;

5. Menyatakan sah  dan b e r h a r g a  S i t a  Jam inan  (CB) 

berdasarkan Penetapan P e n g a d ila n  N eg er i  T a n ju n g — 

karang tanggal 11 Nopember 1399 No. 3 9 /P d t .G /„ ? 9 9 /  

?N-.TK; yang dilaksanakan o le h  A p r il  Yani, SH. -u r u

• S i ta  pada Pengadilan N egeri Tsnjungkarang d i  Bandar
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- - - - -  - Iainp,'-m a ' b e r d a s a r k a n  B e r i t a  Acara S i t a  Jaminan pada  

t a n g g a l  17 Nopomber 1999 a t a s  s e b id a n g  ta n a h  b e r i ­

k u t  .b'inc'unc.n v y n» a h permar.en y ?n g t e r l e t a k  d i  Ke-  

J u ra h a n  Jagab aya /W ay  Halirn Kecamatan K edaton Bandar 

}lrn' Bang-.!;n-«n H o 3 4 9 / J a y a o a y a ,  s u r a t

u k u r  t a n g g a l  4' Maret 1986 No. 697 ta h u n  1986 s e l u a s
2 46 H2 ;

Mer-.i/rsuk’.im T e r g u g a t  I u ntuk  menyerahkan S e r t i f i k a t  

Guna B an g u n a n  y a n g  m erupakan h a r t a  kekayaan  

o e r s a n a  a n t a r a  P e n g g u g a t  dan. T e r g u g a t  .II ,  yait.u  

u-vfcj.ucRc ta n a h  b e r i k u t  bangunan, rumah permanen yang 

t e r l e t a k  d i  K e lu ra h a n  Jagabaya/W ay Halim Kecamatan 

i v e d a t o n  B a n d a r  L am pung, Hak Guna Bangunan No. 

3 '1 9 /J a g a b a y a ,  s u r a t  ukur t a n g g a l  4 Maret 1986 No. 
i19 / / 1 3  v C s e l u a s  ¿45 M2 kepada P en ggu gat ;

7. h«ryarakan gugatan g a n t i  rug i terhadap Tergugat I 
dan Tergugat TJ t:.c?a* ***** ^ r « rima ;

s .  Menghukum Turut Terbanding/semula Tergugat II untuk 
mefnatuha putusan in i  • • '

•••' • nononuiium *i w.-a nci ing/semu i a Tergugat I xdan Turut 

f e i b a n a i n g / s e r a u l a  T erg u g a t  i :i s e c a r a  |tanggun g  

/.a n t r. r. g X!i'v-i;5: V:t,nb§yar biaya perkara :.ni .’dalam dua

• : .• i yr-^c \\ p •> ram uan t in g k a t

b a n d in g  d i t e t a p k a n  s e b e s a r  Rp. 60.000,0 .0  (Enam 
puluh ribu  rupiah) ; !

Demikian d ip u tu s  dalam sidang permusyawaratan M ajelis  • 

Hak i r». P e n g a d i la n  T in g g i  Tanjungkaraivg pada’ h a r i  KAMIS 

Tanggax j  AGUSTUS 2QG0 o le h  kami : NY. 5RNA SOFWAN SJUKRI3, 

.K. ^-.»riil Ketua P e n g a d ila n  T in g g i  Tanjungkarang s e lo k u

K etua Ha j e l i s ,  RU13 L : AHMAD, SH. ciali H I.. SOElSjARDJI, SH.
*. * r

r o a s a n c . -m a s . in g  Hakim anggota, y a n g  berdasarkan. Penetapan

' !\\i :
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Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 4 Maret 1999 

No * l?/200C'/ Pen/PT.TK. d itu n ju k  untuk mem eriksa dan

m engadili  perkara in i  dalam perad ilan  t in g k a t  banding, dan 

putusau mana diucapkan o le li  Hakim Ketua t e r s e b u t  dalam  

siciong terbuka untuk.umum pada h ar i  i tu  juga dengan didam­

p in g i  o le li  Hakim Hakim Anggota t e r s e b u t ,  s e r t a  PAI?ma»jto 

Pa n i t e r a  Pengganti pada P en gad ilan  T in g g i  T anjungkarang  

t e r s e b u t ,  akan te ta p i  tanpa d ih a d ir i  o len  kedua b e la h  p ihak  

yar.c» ’oerperk:a.ra maupun Kuasanya. ;

r£ K J M-1- AKI.M ¿NG/K^A, KETUA MAJELIS

1 . RU3LI AHMAD, SH,

$ .  /  • f -  ,

NY. ERKA SOFWAN SJUKF.IE, SH

% ! ■ (r-.

2. KI. 30S.DAEDJT, SK.

p 'y'?E&A l'^SSLKiCl

%  h  *-■ ‘

• A R M A H T O 
SALfKiANVrOTOCÔV DENGAN' ASLtMv». 

^^oTm^MTERa/sekreta.*- :: r ̂  *..v:.v; n m  T.KARANG
/sS$'v.— - i

B iaya-M *y X i \  h M A I  M .
M“>- 040023677. .  RP- 6 0 0 0 , 0 0

-  M e te r a i  » u r t g g f r  ..........................  . Rp. 3 , 0 0 0 ,0 0
- Redaksi,putusan .....................................................

RP •' 5 1 . 000,00
-  Ad m in is tr as i  dan l a m - l ^ in .............  . <

...........  Rp. 6 0 . 000,00
Jumlah ...................................................... :

(ENAM FULUH RIBU RUPIAH).

Pembatalan akta..., Danuta Putri, FH UI, 2008



MA' H K A  M AH A G U N G  

REPUBLIK INDONESIA

P U T . U S A N

R e g . N o . .........IÄ % & ...........I Ü P d t y 2 0 Ö i

\ P E R K A R A  K A S A S I  P E R D A T A

antara :

. ....j ®

melawan :
l

Pembatalan akta..., Danuta Putri, FH UI, 2008



DEMI KEADILAN BEPDASARKAN KETUHANAN YAi'.G MAHA ESA 

MA.  H K A M A H A G U N G  

memeriksa perkara p erdata  dalam t in g k a t  k a s a s i  t e l a h  

mengambil putusan sebagai b er ik u t  dalam perkara :

SPftl. ETTY. SE,. b era lam at d i  J a la n  T e lu k  

Jaya R t . 0 1 /Rw . 0 2  L k .2 , K elurahan P an jan g  

Sela tan  Bandar Lampu- lg, yang dalam p erk a ra  

i n i  d iw a k i l i  o le h  : ALBERT TIENSA, SH. dan 

kawan-kawan, Advokat dan Pengacara, b e r k a n ­

to r  d i  J a la n  L ak s . M alahayati N o .89  T e lu k  

Betung-Bandar Lampung, b e r d a sa r k a n  S u r a t  

Kuasa Khusus te r ta n g g a l  1 Nopember 2000 ; 

Pemohon k a s a s i ,  dahulu t e r g u g a t  I /p e m b a n ­

ding ;
m e l a w a n :  

fjy [XBWTYftTT YOHANA, b era lam at d i  J a l a n

S . Parman No.lO.A Bandar Lampung ;

. f  T e r m o h o n  k a s a s i ,  d a h u l u  p e n g g u g a t / t e r b a n ­

d i n g  ;

'  :

TN gyaMSUPIN, beralam at d i  J a la n  S . Parman 

N 0 . 1 8 . A  B a n d a r  L a m p u n g  ;

Turut terfoohon k a s a s i ,  d ah u lu  t e r g u g a t  

I I / t u r u t  terbanding ;

, Mahkamah Agung te r s e b u t  ;
Membaca s u r a t - su r a t  yang bersangkutan  ;

M e n i m b a n g ,  b a h w a  d a r i  s u r a t - s u r a t  t e r s e b u t  t e r ­

n y a t a  b a h w a ,  s e k a r a n g  t e r m o h o n  K a s a s i  s e b a g a i  p e n g g u g a t  

a s l i  t e l a h  m e n g g u g a t  s e k a r a n g  p e m o h o n  k a s a s i  d a n  t u r u t

termohon ...............
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termohon k a s a s i  s eb a g a i para tergugat: a s l i  dimuka p e r s i ­

dangan P e n g a d i la n  N eger i Tanjungkarang pada pokoknya  

a t a s  d a l i l - d a l i l  :

Bahwa antara  penggugat a s l i  dan terg u g a t  a s l i  II  

mempunyai hubungan s e b a g a i  suami i s t e r i  sah, ha l i n i  

dapau d i l i h a t '  pcida ak ta  perkawinan penggugat a s l i  

•5onc?n rergv.y:it ar..L\ II  No.122 3 /1 9 9 0 , canggal 26 Desem­

b e r  1990 (b u k t i  P . l )  ;

Bahwa dalam perkawinan antara  penggugat a s l i  dan 

t e r g u g a t  a s l i  I I  t e l a h  d i la h i r k a n  3 ( t ig a )  orang anak, 

inasing-r .iasing  s e b a g a i  b e r ik u t  :

1 . L is a  Wenes, d i la h ir k a n  d i  Tanjungkarang pada tanggal

7 Mei 1973 ;

2 .  Kenry Ded&n, d i la h ir k a n  d i  Tanjungkarang pada tanggal

17 Septem ber 1974 ;

■̂3. L i l i  N o v ia n t i  S. d i la h i r k a n  d i  'TelukJbetung pada
o  J

M j  t a n g g a l  2 Nopember 1980 ;
;• J  . , .

/  Bahwa se lam a  perkawinan an ta ra  p e n g g u g a t  asJ-j-
■

dengan t e r g u g a t  a s l i  I I  t e la h  d ip e r o le h  .'harta k e k a y a a n  

bersam a ( h a r t a  gono g i n i )  yang s a la h  * satu ' d i a n t a r a n y a  

a d a la h  s e b id a n g  tanah b e r ik u t  bangunan rumah‘permanen 

yancj t e r c e t a k  d i  Kelurahan Jagabaya/Way Halim, K e c a m a t a n  

Keciar.on Kota Madya Bandar Lampung dengan s e r t i f i k a t  Hak 

Guna Banaunan N o. 3 4 9 / J a g a b a y a  j o  Surat Ukur t a n g g a l  4 

Maret 1986 N o.6 9 7 /1 9 8 6 ,  s e lu a s  246 m2 yang p e r o l e h a n n y a  

y a i t u  t e r g u g a t  a s l i  I I  melakukan p e r j a n j i a n  k r e d i t  

Perumahan (KPR) m e la lu i  Bank Tabungan Negara B a n d a r  

Lampung ;

Bahwa s e b id a n g  tanah . b e r ik u t  bangunan rumah 

peruianen yang t e r l e t a k  d i  Kelurahan Jagabaya/Way Halim 

t e r s e b u t  pada ta n g g a l  16 J u l i  1997' t e l a h  d ip e r j u a l  

b e l i k a n  o l e h  t e r g u g a t  a s l i  II  kepada te r g u g a t  a s l i  I

Vide ...............
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Vide Akta N o ta r is  N o.3 2 0 / 0 9 . 0 3 /J G .1 1 /1 9 9 6 ,  N o t a r i s  

T a u f ik  H idayat, SH. N o ta r is  d i  Bandarlampung, ta n p a  

adanya pemberitahuan t e r l e b ih  dahulu ( i 2 in ) o le h  t e r g u ­

g a t  a s l i  II- Jcepada penggugat a s l i  dan h a l  i n i  j e l a s  

t e la h  merugikan penggugat a s l i  se la k u  i s t e r i  sah t e r g u ­

ga t  a s l i  II  ;

Bahwa terg u g a t  a s l i  II  t e r s e b u t  m engetahu i a ta u

s e t id a k - t id a k n y a  mengetahui bahwa perb u atan nya  i t u
fc

b e r ten ta n g a n  ' dengan hukum dan k e a d i la n  yang b e r la k u  

karena secara  j e l a s  tergu gat  a s l i  I I  memperjual b e l i k a n  

se c a r a  sep ih a k  seb id an g  tanah b e r ik u t  bangunan rumah 

permanen te r s e b u t  se h in g g a  merugikan p ihak  p e n g g u g a t  

a s l i

Bahwa--semesti;iya tergugat a s l i  I menanyakan t e r ­

l e b i h  dahulu kepada te r g u g a t  a s l i  I I  m engenai s t a t u s  

kepem ilikan  tanah b er ik u t  bangunan rumah permanen yang  

t e r l e t a k  d i  Kelurahan Way Hali:a/ Jagabaya yang akan  

dilaksanakan  pera lihannya  ( ju a l  b e l i )  ;

Dan te r g u g a t  a s l i  I I  s e la k u  suami penggugat a s l i ,  s e ­

harusnya memberitahukan mengenai adanya t r a n s a k s i  yang  

dilk k u k an  terhadap h a r ta  bersama p enggugat a s l i  dan  

teraug&.t a s l i  II  te r s e b u t  ;

Bahwa s e c a r a  hukum dalam h a l akan d i la k u k a n n y a  

perbuatan hukum p er a l ih a n  hak h arta  gor.o g i n i  khus.usnva  

dalam tr a n s a k s i  j.ual b e l i  yang d ilakukan an tara  t e r g u g a t  

a s l i  I dengan terg u g a t  a s l i  I I  (suami penggugat a s l i ) ,  

terhadap h a rta  gono g i n i  an tara  penggugat a s l i  d en gan  

t e r g u g a t  a s l i  I I  d ila k u k a n  dengan p e r s e tu ju a n  i s t e r i  

(penggugat a s l i ) ,  dan pera lih annya  dalam ak ta  d i ta n d a  

ta n g a n i penggugat a s l i  s e la k u  i s t r i  scih t e r g u g a t  a s l i  

I I ;
Bahwa perbuatan  te r g u g u -  a s l i • I dan t e r g u g a t

a s l i  ..................
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as.' .i  I I ,  merupakan perbuatan  melawan hukum eks p a s a l  

13C5 KUH. Perduta , dan a p a b ila  dihubungkan dengan p asa l  

13 20 KUH.Perdata, maka tr a n s a k s i  ju a l  b e l i  yang d i la k u ­

kan a n ta r a  te r g u g a t  a s l i  I dengan terg u g a t  a s l i  I I  t id a k  

sa h  dan p a tu t  d in ya tak an  b a ta l  demi hukum ;

Bahwa dengan merujuk kepada Y urisprudensi Mahka- 

nah Agung RI N o.2804 K /Pdt/1986 tan gga l 31 Januari 1989 

y a n o  menyatakan bahwa j u a l  b e l i  h arta  bersama tanpa i z i n  

i s t e r i  merupakan p erb u a ta n  melawan hukum, j u a l  b e l i  

t e r s e b u t  d in y a ta k a n  t id a k  sah dan b a ta l  demi hukum ;

bahwa a k ib a t  p erb u a ta n  te r g u g a t  a s l i  I dengan  

'-¿rgugat a s l i  I I  m entransaksikan  sebidang tanah b er ik u t  

oiinyunan hak guna bangunan No. 3 49/Jagabaya jo  Surat Ukur 

N o. 6 9 7 /1 9 8  5 s e l u a s  24 6 m2. tanpa sepengetahuan penggu­

na t  a s l i  dan s e j a k  tahun 1996 d ik u a sa i ,  o le h  te r g u g a t  

a s l i  I ,  maka penggugat a s l i  m enderita  kerugian m a t e r i i l  

yang a p a b i l a  d isew akan s e ja k  ta h u n : 1996' hingga sekarang  

a d a la h  Rp . 2 . 500 . 000 . - x 4 tahun . = R p . 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , - 

( s e p u l u h  j u t a  ru p iah )  ditam bah k eru g ian  ¿mn.aceriil 

kcir'oua t id a k  d ih a r g a in y a  penggugat a s l i  sebagai i s t e r i  

t e r g u g a t  a s l i  I I  dan p era sa a n  malu s e r t a  m e n g a l a m i  

d e p r e s i  yang cukup s e r i u s ,  maka p a tu t  dan b era la sa n  

penggugat: a s l i  meminta pen ggan tian  kerugian im m ater iil  

seDP.sar Rp . 100 .000 .000 , - ( s e r a tu s  ju ta  rupiah) ;

Bahwa a g a r  gu gatan  dalam perkara i n i  t id a k  s i a -  

s i a  mohon agar  P en gad ilan  N eger i Tanjungkarang melakso-  

n-ikan p e n y i ta a n  terhadap obyek yang d isengketakan t e r s e ­

but dalam  perkara  i n i  yang sekarang a ta s  nama tergu ga-  

a s l i  7.1 :

Bahwa gugatan  penggugat a s l i  d idasarkan a ta s  a l a -  

b u k t i  yang sah menurut hukum, o le h  karena i t u  dimononkar. 

a g a r  p u tu s a n  i n i  dapat d i la k sa n a k a n  t e r l e b i h  dahulu
(u itvoerb aar  ..........
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(u i£voerb aar~ b ij  voorraad) meskipun para terg u g a t  a s l i  

melakukan verzet,. banding naupun k a s a s i  ;

3ahwa berdasarkan a la s a n - a la s a n  t e r s e b u t  d i a t a s  

maka mohon agar Pengadilan N egeri Tanjungkarang membe­

rikan  putusan sebagai berikut :

1 . Mengabulkan gugatan penggugat untuk se lu ru h n ya  ;

2 . Menyatakan bahwa tergugat I dan t e r g u g a t  I I  t e l a h  ne- 

lakukan perbuatan melawan hukum dengan s e g a la  ak ibat  

hukumnya terhadap penggugat ;

S. Menyatakan b^hwa seb id an g  tanah b e r ik u t  bancunan  

rumah permanen yang t e r l e t a k  d i  Kelurahan Jagab aya /  

Way Halim Kecamatan Kedaton Bandar Lampung, Hak Guna 

Bangunan No. 349/Jagabaya, Surat Ukur ta n g g a l  4 Maret 

•1986 N o .697/1986, lu a s  246 m2 . yang m enjadi s e n g k e ta  

adalah hart^a bersama antara penggugat dengan t e ig u g a t  

II  ;

A j  Menyatakan bahwa j u a l b e l i  antar. te r g u g a t  I dan t e r g u ­

lir ¿at I I  pada tan gga l 1 6  J u l i  1 9 9 6  t id a k  sah dan k a r e -

nanya b a ta l  demi hukum ;

5. Menyatakan sah dan berharga s i t a  jaminan a t a s  s e b i -  

,• dang tanah b e r ik u t  b a n g u n a n  r u m a h  permanen ya n g

- t e r l e t a k  d i  Kelurahan J a g a b a y a / W a y .  Halim Kecamatan

Kedaton Bandar Lampung, Hak Guna B a n g u n a n  lio. 3 4 9 /  

Jagabaya, Surat Ukur t a n g g a l  4 M a r e t  19 9 6 J io .6 9 7 /

1986, s e lu a s  24G m2 ;
6 . Menghukum tergu gat I untuk m e n y e r a h k a n  S e r t i f . k  

■Milik berupa h a rta  g o n o - g i n i  an cara  p e n g g u g a t  dan  

te r g u g a t  I I  y a i t u  seb id an g  tanah ^ e r i k u t  Da j  

rumah permanen yang t e r l e t a k  d i  K e l u c a h a n  Jag

Way Halim Kecamatan Kedaton Bandar Lampung, Hak G—-a 

Bangunan”No. 349/Jagabaya, Surat Uk.ur ta n g g a l  4 Ma. 

1996 N o .697/1986, s e lu a s  246 m2 ;: •
7 ;  M e n g h u k u m  . • *  *
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i. Menghukum tergugat: I dan tergu gat II  seca ra  tanggung

r e n t e n g  un tuk  m engganti k eru g ian  penggugat s e b a g a i

b e r i k u t  :

• K erugian  M a t e r i i l  seb e sa r  ..........  Rp. 1 0 .0 0 0 .0 0 0 , -  ;

•• K erugian  lm ipateri.il  s e b e s a r  . . . Rp . 1 0 0  . oon . non , - ;

Jumlah . . . .  Rp.1 1 0 .0 0 0 .0 0 0 , -  ;

( s e r a tu s  sepu luh  j u t a  rupiah) ;

. Menyatakan p u tu sa n  dalam perkara i n i  dapat d ija lan k an  

t e r l e b i h  d a h u lu  ( u i t v o o r b a r  b i j  voorad) meskipun  

tergugai*. I dan t e r g u g a t  I I  mengajukan v e r z e t ,  ban­

d in g ,  maupun k a s a s i  ;

9. Menghuku.T t e r g u g a t  I dan te r g u g a t  I I  se c a r a  tanggung

r e n t e n g  ur.tuk membayar s e g a l a  b ia y a  yang tim bul;

dalam  p erk a ra  \.ni ;

A t a u :

J ik a  P eu gad i.\an  N e g e r i  berpendapat l a i n ,  mohon k ir a ­

nya memberikan p u tu sa n  yang s e a d i l - a d i l n y a  (ex aequo 

e t  bonoî ;

bahwa terh a d a p  gugatan  t e r s e b u t  •Pengadilan^.Negeri 

Tanjungkarang-.'-telah:-mengarftbiT putusan^ y a i t u  .)?ufcilsanny3? 

:anggal • 2 1 v P e b ïta â r i '•••-2000'* NO;<39yPdü‘YG/i999/PNrfTK. yang 

nr.arnya b e r b u n y i  s e b a g a i  b e r ik u t  :

1. Mengabulkan g u g a ta n  untuk seb ah ag ian  ;

Menyatakan Lahv-a t e r g u g a t  I dan te r g u g a t  I I  t e la h  me­

lakukan perbuar.cxn melawan hukum dengan s e g a la  ak ibat  

hukumnya terh a d a p  penggugat ;

•. M enyatakan bahwa s e b id a n g  tanah b e r ik u t  bangunan  

rumali permanen yang t e r l e t a k  d i  Kelurahan Jagabaya/ 

Way H a l5m Kccaraatan Kedaton Bandar Lampung, Hak Guna 

Bangunan N o . 3 4 9 / Jagabaya, Surat l'kur tangga]. 4 Maret 

19 6 6 No. 6 9 7 /1 9  86, lu a s  24 6 m2 . yang menjadi sen sk e ta

adalah . . . .
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adalah  harta  bersama antara ponggugat dengan te r g u g a t

II  ;

4 .  Mei^yaLak?n bahwa j u a l  b e l i  a n ta r a  te r g u g a t .  I t e r -

' '  ̂1 * f 'Tadi: ‘i'IOC’•! 1 1
karenanya b a ta l  demi hukum ;

5. Menyatakan sah dan berharga s i t a  jaminan (CB) a t a s

seb idang  tanah berikut bangunan rumah permanen yang  

t e r l e t a k  d i  Kelurahan Jagabaya/Way Halim Kecamatan  

Keaaton Bandar Lampung, Hak Guna Bangunan N o .3 4 9 /  

Jagabaya, Surat Ukur tan gga l 4 Maret 1996* N o .697

s e lu a s  246 m2 ;
r

6.  Menghukum tergugat I untuk menyerahkan S e r t i f i k a t  Hak

gur.a bangunan harta g o n o -g in i  antara penggugat dengan

te r g u g a t  XI, y a i t u  seb idang  tanah b e r ik u t  bangunan

rumah permanen yang trerletak d i  Kelurahan j a g a b a y a /
\

Way Halim Kecamatan Kedaton Bandar Lampung, N o .3 ’4 9 /  

Jagabaya, Surat f/kur ta n g g a l  4 Maret 1986. N o .6 9 7 /  

1 9 8 6 s e lu a s —246 m2 ;
7/ 1 .  Menghukum b ergu gat I dan tergu gat II  s e c a r a  tanggung  

renteng untuk membayar s e g a la  b iaya  yang tim bul dalam  

perkara i n i  yang sampai s a a t  i n i  b er ju m la h  

‘Rp/. 4 6 2 .5 0 0 ,  - (ampat ra tu s  enam puluh dua r ib u  l im a  

r-atus rupiah) ;

8 . Menolak gugatan  penggugat yang s e l a i n  dan- s e l e b i h ­

nya

putusan  mana .  dalam t in g k a t  b a n d i n g  a t a s  permohonan  

u .»rguga-t X t e l a h  d i p e r b a i k i  o le h  P e n g a d i l a n  T in g g i ’ 

Tanjungkarang dengan putusannya' tang§a.V. 3 V Agfustus 2000  

Mo. l5/.Pdt/2000/'PT.TKp, yang amarnya b erb u n y i s e b a g a i  

b eriku t :

--  Menerima permohonan banding d a r i  pem banding/sem ula  

tergu gat  1* te r se b u t  ;
- -  Memperbaiki ..........
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- -  M em perbaiki p u tusan  Pengadilan  N egeri Tanjungkarang 

t a n g g a l  21 PeD ruari 2000 Nomor : 39/PDT.G/1999/PNTK. 

yang dimohorrcan bandin g  t e r s e b u t ,  h in gga  se lu r u h  

amarnya b erb u n y i  s e b a g a i  b e r ik u t  :

* - M enelak E k se p s i  d a r i  t e r g u g a t  I ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan g u gatan  penggugat untuk seb ag ian  ;

2 . M enyatakan banwa t e r g u g a t  I dan te rg u g a t  II  t e la h  me­

lakuk an  p erb u a ta n  melawan hukum ;

3 . M enyatakan  bahwa s e b id a n g  tanah' b e r ik u t  bangunan

rumah permanen yang t e r l e t a k  d i  Kelurahan Jagabaya/ 

Way Halim Kecamatan Kedaton Bandar Lampung, Hak Guna 

Bangunan S e r t i f i k a t  N c . 3 4 9 / Jagabaya , Surat Ukur 

.• t a n g g a l  4 Maret 1986 No/6 9 7 /1 9 8 6 ,  lu a s  246 m2 . yang 

^ A m en jad i s e n g k e t a  a d a la h  h a r ta  kekayaan bersama

* n »" j in tara  p en g g u g a t  dengan te r g u g a t  II  ;

/ i  .‘YM enyatakan oahwa j u a l  b e l i  berdasarkan Akta N otar is  

t a n g g a l  16 J u l i  1996 No. 3 20 /09  . 0 3 /J g . I I - - /1 9 9 6  antara  

t e r g u g a c  I d?ji t e r g u g a t  I I  pada ta n g g a l 16 J u l i  1999 

t id a k  sah  dan karenanya b a t a l  demi hukum ;

5. M enyatakan sa h  dan berharga  s i t a  jaminan (CB) berda­

s a r k a n  P e n e ta p a n  P e n g a d i la n  N eg er i  Tanjungkarang  

tan ggc il  3.1 Nopember 1999 No. 39/Pdt.G/1939/PN.TK, yang 

d i l a k s a n a k a n  o l e h  A p r i l  Yani,SH. Juru S i t a  pada 

P e n g a d i l a n  N e g e r i  Tanjungkarang d i  Bandar Lampung, 

b e r d a sa r k a n  B e r i t a  A c a r a  S i t a  Jaminan pada .tangga l 17 

Nopember 1999 a t a s  seb id a :ig  tanah b e r ik u t  bangunan 

rumah pexui?nen yang t e r l e t a k  d i  Kelurahan Jagabaya/ 

way Halim K e c a m a t a n  Kedaton Bandar Lampung, Hak Guna 

Bangunan N o, 3 4 9 / J a g a b a y a ,  Surat Ukur ta n g g a l .4 Maret 

1906 N o .697 tahun 1906, s e lu a s  246 m2 ;
6. Menghukum .........
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6 T Menghukum tergu gat I untuk menyerahkan S e r t i f i k a t  Hak 

guna bangunan yang merupakan harta kekayaan bersama 

a n ta ra  penggugat dan tergu gat I I ,  y a i t u  seb id an g  

tanah b er ik u t  bangunan rumah permanen yang t e r l e t a k  

d i  Kelurahan Jagabaya/Way Fal.im Kecamatan Kedaton  

Bandar Lampung, Hak Guna Bangunan No.3 4 9 /J a g eb a y a , 

Surai: Ukur tanggal 4 Maret 1906 No. 697/1986, s e lu a s  

246 m2 kepada penggugat ;

7. Menyatakan gugatan g a n ti  rugi terhadap tergu gat I dan 

terg u g a t  II  t id ak  dapat d iter im a ;

0. Menghukum turut terbanding/sem ula tergu gat II  untuk  

mematuhi putusan in i  ;

9. Menghukum pembanding/semula terg u g a t  I dan tu r u t  

terbanding/sem ula  tergugat II  secara  tanggung ren teng  

untuk membayar, b iaya  peirkara i n i  dalam dua t in g k a t  

p e r a d i la n ,  yang dalam p e r a d i la n  t in g k a t  banding
H•'i d i te ta p k a n  seb esa r  Rp. 60 . 000, - (enam puluh r ib u  ru-  

./ pian) ; ;

bahwa sesudah putusan te ra k h ir  i n i  d ib er itah u k an  

kepada tergugat I/pembanding pada tanggal 23 September

2000 kemudian terhadapnya o le h  terg u g a t  I/pem banding  

dengan perantaraan  kuasanya khusus, berdasarkaii •s u r a t  

kuasa khusus tan gga l 1 Nopember 2000, d ia ju k an  permo­

honan k a s a s i  seca ra  l i s a n  pada tan gga l 4 Oktober 2000  

sebagaimana tern yata  d ar i akte permohonan k a s a s i  N o .3 9 /  

?dt .G/19 9.9/£N.TK yang dibuat o leh  Pan itera  P engad ilan  

Negeri Tanjungkarang, permohonan mana kemudian d i s u s u l  

dengan memori k a s a s i  yang momuat a la s a n - a la s a n  yang  

diterima d i  Kepaniteraan Pengadilan N egeri te r s e b u t  pada 

tanggal 11 Nopember 2000 ;
bahwa s e t e la h  i t u  o leh  p enggugat/terband ing  yang  

pada tanggal 15 Nopember .2000 te la h  d ib e r i ta h u  ten tan g

memori . . . . . .

Pembatalan akta..., Danuta Putri, FH UI, 2008



m e m o r i  k a s a s i  d a r i  pemohon k a s a s i  d i a j u k a n  ja w a b a n  

m em o ri  k a s a s i  y a n g  d i t e r i m a  d i  K e p a n i t e r a a n  P e n g a d i la n  

N e g e r i  T a n j u n g k a r a n g  pada  t a n g g a l  2i  Nopember 20 0 0  ;

Menimbang, bahwa permohonan k a s a s i  d i t e r im a  d i  

Kejari i t e r a a n  P en g a d ila n  N eger i baru lah  pada ta n g g a l  4 

O ktober 2 000 sedang pemberitahuan putusan yang dimohon­

kan k a s a s i  i .  c putusan Pengadilan  T inggi Tanj.ungkarang 

ta n g g a l  3 Agusus 2000 No. 1 5 /P d t /2 0 0 0 /P T .TK. pada tanggal

2 3 Sep tem oer  2000,  seh in gga  dengan d e m i k i a n  p e n e r i m a a n  

permohonan k a s a s i  t e r s e b u t  t e la h  melampaui tenggang yang 

d i t e n t u k a n  dalam  p a s a l  69 Undang-Undang No.14 tahun  

1 9 3 S', meka o la h  karena , i t u .  permohonan k a s a s i  t e r s e b u t  

h a r u s  d in y a ta k a n - t id a k -d a p a t  diteritf\a'r ; 1 •

Menimbang, bahwa o le h  karena permohonan k a s a s i  

r: i r'./e'.: 'k/i-: :• iclak dapat d i t e r im a ,  maka pemohon k a s a s i

i  hukum u n tu k  membayar b ia y a  perkara dalam t in g k a t  

rj<;asasi i n i  ;

J  M em perhatikan  p a s a l - p a s a l  d a r i  Undang-undang

N o.14  tahun 1970, Undang-Undang No.14 tahun 1985 6an Un­

dang -Undang l a i n  yang bersangkutan ;

M E . N G .& t> *:

Menyatakan tidak* dapat d iteriit ia  permohonan'k a sa si  

da r  i ’ pis it\o h o rT' k a s a 'S i  : SIULL.— BXTY —̂ ££_*. ,yang : dalam

p erk eira  - i n i  d i w a k i l i  o l e h ’ : ALBERT TIENSA, SH. dan

kawan-If.awan t e r s e b u t  ;
Menghukum pemohon k a s a s i  untuk membayar b iaya  

p e r k a r a  dalam  t i n g k a t  k a s a s i  i n i  d i te ta p k a n  sebanyak  

Rp. IOC.0 0 0 , -  ( s e r a t u s  r ibu  rupiah) ;

d e m ik ia n la h  d ip u tu sk a n  dalam rapat permusya- 

w a ic ita u  Mahkamah Agung pada h a r i  \.um'at ta n g g a l 25 

«Januari. 2002 d e n g a n  H.Genr.an Koec.i5.rto, SH. Ketua Muda 

y a n g  d i t u n j u k  o l e h  Ketua Mahkamah Agung .sebagai Ketua

S id a n g  ................
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Sidang, Soedarno, SU. dan A rb ijoto . SH. sebagni 

Hakin Anggota dan diucapkan dalam sidang terbukti untuk 

umum pada hari' : KAMIS TANGGAL 28 FEBRUARI 2002 o le h

Ketua Sidar.g ter seb u t ,  dengan d ih a d ir i  o leh  Soedarno, SH 

.dan. A rb ijo to ,S H . Hakim-Hakim Anggota, N y .B e tt in a  

Yahya,.SH. Panitera  Pengganti dengan t idak  d ih a d ir i  o leh  

kedua belah  p ih a k . -

Hakim-h'akim Anggota : 
t t d . / -  

S o e d a r n o, SH. 
t t d . / -  

A r b i j o t o ,  SH.

Siaya-bJLaya :
1. M e t e r a i  . . . . . . . .  «Rp. 6 .0 0 0 ,-
2. R e d a k s i  ................  =Rp. 1 .0 0 0 , -
3. A d m in is tra s i  k a s a s i . . .  =Rp. 93 . ooo . -

j  u ::v 1 a h  ...................... =Rp.1 0 0 .0 0 0 ,-

fit .SALINAN 
AGUNG RI 

, ^DIREitim PERDATA

[S|

V W r  r
ANPAB̂ PtTftSA . .

NIP : 040 015 551

K e t u a  : 
t t d . / -

H.Germán H oediarto, SH

P a n ite ra -P en g g a n ti

t t d . / -  
N y .B ett in a  Yahya, SH
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D l o u t a t  d l u i n i  t B a h w a  P e r k a r a  P e r d a t a  K a o a u i  y a n g  d c c io h o i ic a n  K a s a s i  
t  o l a h  d i p u t u s  p a d a  t a n g g a l , .  2 8  P a 'h r u a r i  2 0 0 2  K onccr * 
1 0 7 6  X / ? 4 t / 2 0 0 1  J o  H o . 3 9 / P d t . U / l 9 9 9 / p i i . a x  d a n  t o l a h  
d i b a c i t a h d k a n  k o p  a d a  p a r a  p i h a l ;  3

t a n g g a l *  2 6  B o p io ro b a r  2 0 0 2  K u a sa  P e m o h o n  K a s a s i  
2 5  flcptom bep? 2 0 0 2  T fcn n oh on  K a s a s i  

t a n ^ g n l p  2 5  S a p to m b a r  2 0 0 2  'P u ru t T e r m o h o n  K a c a e i*

PANI'I,I iU /a i3 a U 7 i-'A R IS

-&n>

H . R A M L I .  .

p a d a  r t o r i  i n i  *
v  a  m i  s  ■ te & g s o l ,  H  O k to b e r  2 0 0 2  S a l i n a n  p h o t o  ■* 
C o p r  P u t u f - d n  P e r k a r a  P e r d a t a  K a s a s i  N o t l 8 7 6  K /P d t / -
2 0 0 1  d i b o i  i k a n  k e p a d a  K u a s a  T e r m o h o n  K a s a s i  t 
Hi. SUTAN S^AHRIR S«Oo>SE?

.v
'V /,/ , x , i .  R - d  M L I ,  S &  

i?xp, 0400495000

u  A T E K A I ^ o . . o o o o o o c . R P c  ^ ° ? ? or  

~ TrpAH TU1-a3̂ C
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P U T U S A N 
NO 334 PK/Pdt/2003 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 
M A H K A M A H  A G U N G  

memeriksa perkara perdala dalam peninjauan kembali telah memutuskan 
sebagai berikut dalam perk?ra :

SDRI. ETTir, SE, bertempat tinggal di Jalan Teluk Jaya RT 
01/RW 02 Lk. 2, Kelurahan Panjang Selatan, Bandar Lampung; 
dalam hal ini memberi kuasa kepada ALBERT TIENSA, SH.MH, 
dkk, Advokat, berkantor di Jalan Laks. Malahayati No. 89 Teluk 
Betung Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus 
tanggal 2 Oktober 2002;
Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat 
I/Pembanding ;

melawan :

NY. MENIYATI YOHANA, bertempat tinggal di Jalan S. Parman 
No. 18 A Bandar Lampung;
Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon 
Kasasi/Penggugat/Terbanding ; .

Dan
TN. SYAMSUDIN, bertempat tinggal di Jalan S. Parman No. 18 
A Bandar Lampung;
Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu turut Termohon 
Kasasi/Tergugat ll/turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;
Menimbang bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata 

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat I/Pembanding 
telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan 
Mahkamah Agung No. 1876K/Pdt/2001 tanggal 28 Februari 2002 yang telah 
berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya: melawan Termohon Peninjauan 
Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding dengan posita 

perkara sebagai berikut;
Bahwa Penggugat dan Tergugat II adalah suami isteri sah, sebagaimana 

akta perkawinan No. 1223/1990 tanggal 26 Desember 1990 dan dalam 
perkawinan tersebut telah dilahirkan 3 (tiga) orang anak, yaitu :
1. Lisa Wenes, lahir di Tanjungkarang tanggal 7 Mei 1973;
2. Henry Deden, lahir di Tanjungka'rang tanggal 17 September 1974;
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3. Uli Novianti S, lahir di Telukbetung tanggal 2 November 1980;
Bahwa selama perkawinan tersebut telah diperoleh harta kekayaan 

bersama (harta gono gini) yang salah satunya adalah sebidang tanah berikut 
bangunan rumah permanen yang terletak di Kelurahan Jagabaya/Way Halim, 
Kecamatan Kedaton Kota Madya Bandar Lampung dengan sertifikat Hak Guna 

Bangunan No.349/Jagabaya jo Surat Ukur tanggal 4 Maret 1986 No. 697/1986, 
a~ 246 M2 yang perolehannya yaitu Tergugat II melakukan perjanjian kredit 

Perumahan (KPR) melalui Bank Tabungan Negara Bandar Lampung;
Bahwa sebidang tanah berikut bangunan rumah permanen yang terletak 

d' Kelurahan Jagabaya/Way Halim tersebut pada tanggal 16 Juli 1997 telah 

diperjualbelikan oleh Tergugat II kepada Tergugat I vide Akta Notaris No. 

■^'■^.11/1996, Notans di Bandar Lampung, tanpa adanya pemberitahuan 
d a h u lj (¡¡¡n) oleh Tergugat II kepada Penggugat dan hal ini jelas telah 

merugikan Penggugat selaku isteri sah Tergugat K;
 ̂ Bahwa semestinya Tergugat I menanyakan dahulu kepada Tergugat II
|  g .nai status kepemilikan tanah berikut bangunan rumah permanen yang 
¡! Kelurahan VVay Halim/Jagabaya yang akan dilaksanakan
? peralihannya (jual beli), dan Tergugat „  sefaku seharusnya

memberitahukan mengenai adanya transaksi yang dilakukan terhadap harta

bersama Penggugat dan Tergugat II tersebut; *
Bahwa secara huKum dalam hal akan dilakukannya perbuatan hukum 
an hak harta gono gini khususnya dalam transaksi jual beli yang 

k _kan antara Tergugat i dengan Tergugat II (suami Penggugat), terhadap 
arta gono gini antara Penggugat dengan Tergugat II dilakukan dengan

P ro.tujuan isteri (Penggugat), dan peralihannya dalam akta ditandatangani

Penggugat selaku isteri sah Tergugat II;
Bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II, merupakan perbuatan 

melawan hukum eks pasal 1365 KUHPerdata, dan apabila dihubungkan dengan 
Pasal 1320 KUHPerdata, maka transaksi jual beli yang dilakukan antara 

9 jgat I dengan Tergugat II tidak sah dan patut dinyatakan batal demi hukum; 
Bahwa dengan merujuk kepada jurisprudensi Mahkamah Agung RI

o.2804K/Pdt/1986 tanggal 31 Januari 1989 yang menyatakan bahwa jual beli 
rta bersama tanpa ¡jin isteri merupakan perbuatan melawan hukum, jual beli 

tersebut dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum;
Bahwa akibat perbuatan Tergugat I dengan Tergugat II mentransaksikan 

ebidang tanah berikut bangunan hak guna bangunan No. 349/Jagafcaya jo 

rat ukur No. 697/1986 seluas 246 M2 tanpa sepengetahuan Penggugat dan
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sejak tahun 1996 dikuasai oleh Tergugat I, maka Penggugat menderita kerugian 
materiil yang apabila disewakan sejak tahun 1996 hingga sekarang adalah Rp
2.500.000,- X 4 tahun = Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ditambah 
kerugian immaterial karena tidak dihargainya Penggugat sebagai isteri Tergugat
II dan perasaan malu serta mengalami depresi yang cukup serius, maka patut 
dan beralasan Penggugat meminta penggantian kerugian immaterial sebesar

Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
Bahwa agar gugatan dalam perkara ini tidak sia-sia mohon agar 

Pengadilan Negeri Tanjungkarang melaksanakan penyitaan terhadap obyek 
yang disengketakan tersebut dalam perkara ini yang sekarang atas nama 

Tergugat II;
Bahwa gugatan Penggugat didasarkan atas alat bukti yang sah menurut 

hukum, oleh karena itu dimohonkan agar putusan ini dapat dilaksanakan terebih 
dahulu (uitvoerrbaar bij voorraad) meskipun para Tergugat melakukan verzet,

£s>anding maupun kasasi;
|  Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Penggugat mohon 

j^epada Pengadilan Negeri Tanjungkarang tersebut memberikan putusan 

sebagai berikut:
1. M e n g a b u lka n  gugatan Penggugat untuk sejuruhnya,

2. Menyatakan bahwa gugatan Tergugat l dan Tergugat ll telah melakukan 
perbuatan melawan hukum dengan segala akibat hukumnya terhadap 

Penggugat;
3. Menyataka bahwa sebidang tanah berikut bangunan rumah permanen yang 

terletak di Kelurahan Jagabaya/Way HalimKecamatan Kedaton Bandar 
Lampung, Hak Guna Bangunan No. 349/Jagabaya, Surat Ukur tanggal 4 
Maret 1986 No. 697/1986, luas 246 M2 yarig menjadi sengketa adalah harta 
bersama antara Penggugat dengan Tergugat II,

4. Menyatakan bahwa jual beli antara Tergugat I dan Tergugat II pada tanggal 
'¡.6 Juli 1996 tidak sah dan karenanya batal demi hukum;

5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas sebidang tanah berikut 
bangunan rumah permanen yang terletak di Kelurahan Jagabaya/Way Halim 
Kecamatan Kedaton, Bandar Lampung. Hak Guna Bangunan No. 
349/jagabaya, Surat Ukur tanggal 4 Maret 1986 No.697/1986 seluas 246 M2;

6. Menghukum Tergugat I untuk menyerahkan Sertifikat Hak Milik berupa harta 
gono gini antara Penggugat dan Tergugat II yaitu sebidang tanah berikut 
bangunan rumah permanen yang terletak di Kelurahan Jagabaya/Way 
Halim. Kecamatan Kedaton, Bandar Lampung, Hak Guna Bang-nan No.
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349/Jagabaya, Surat Ukur tanggal 4 Maret 1986 No. 697/1986, seluas 246 
M 2;

7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk 

mengganti kerugian Penggugat sebagai berikut:

Kerugian Materiil sebesar................ Rp 1 C. 000.000,-
Kerugian Immateriil sebesar............ Rp 100.000.000.-

Jumlah Rp 110.000.000,- 
(seratus sepuluh juta rupiah);

8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu 
(uitvoerbaar bij voorrad) meskipun Tergugat I dan Tergugat II mengajukan 
verzet, banding maupun kasasi;

9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk 
mombayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

y \ A T A U  :

\VVuB5IDAIR :
\-x\

. jolylohon putusan yang seadil-adilnya.
$  Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan  Negeri Tanjung Karang
J ?  No. 39/Pdt.G/1999/PN.TK tanggal 21 Februari 2000 adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan untuk sebahagian;
2 Menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan 

melawan hukum dengan segala akibat hukumnya terhadap Penggugat;
3. Menyatakan bahwa sebidang tanah berikut bangunan rumah permanen yang 

terletak di Kelurahan Jagabaya/Way Halim, Kecamatan Kedaton Bandar 
Lampung, Hak Guna Bangunan No. 349/Jagabaya, Surat Ukur tanggal 4 *
Maret 1986 No. 697/1986, luas 246 M2 yang menjadi sengketa adalah harta 
bersama antara Penggugat dengan Tergugat II;

4 Menyatakan bahwa jual beli antara Tergugat I dan Tergugat l( pada tanggal 
16 Juli 1996 tidak sah dan karenanya batal demi hukum;

5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (CB) atas sebidang tanah berikut 
bangunan rumah permanen yang terletak di Kelurahan Jagabaya/Way Halim 
Kecamatan Kedaton Bandar Lampung, Hak Guna Bangunan No. 
349/Jagabaya, Surat Ukur tanggal 4 Maret 1986 No. 697 seluas 246 M2;

6. Menghukum Tergugai I untuk menyerahkan Sertifikat Hak Guna Bangunan 

harta gono gini antara Penggugat dengan Tergugat I!, yaitu sebidang tanah 
berikut bangunan rumah permanen yang terletak di Kelurahan 
Jngabaya/Way Halim Kecamatan Kedaton Bandar Lampung, Hak Guna
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Bangunan No. 349/Jagabaya, Surat Ukur tanggal 4 Maret 1986 No. 
697/1986, seluas 246 M2;

7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk 
membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang sampai saat ini 
berjumlah Rp 462.500,- (empat ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah);

8. Menolak gugatan Penggugat yang selain dan selebihnya;
Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang

No. 15/Pdt/2000/PT.TK tanggal 3 Agustus 2000 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/semula Tergugat I 
tersebut;

- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 21 
Februari 2000 Nomor: 39/PDT.G/1999/PNTK yang dimohonkan banding 
tersebut, hingga seluruh amarnya berbunyi sebagai berikut:

yi^palam Eksepsi: 

f e i  Menolak eksepsi dari Tergugat I;p ' ;  ,  ( &  • pij
V. Ralam Pokok Perkara:

‘ v Mengabulkan gugatan Penggugat urituk sebagian;
■ yx-, 2 . Menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan

perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan bahwa sebidang tanah berikut bangunan rumah 

permanen yang terletak di Kelurahan Jagabaya/Way Halim, 
Kecamatan Kedaton Bandar Lampung, Hak Guna Bangunan Sertifikat 
No.349/Jagabaya, Surat Ukur tanggal 4 Maret 1986No. 697/1986, luas 
246 M2 yang menjadi sengketa adalah harta kekayaan bersama 
antara Penggugat dengan Tergugat II,

4. Menyatakan bahwa jual beli berdasarkan Akta Notaris tanggal 16 Juli 
1990 No. 320/09.03/Jg.11/1996 antara Tergugat I dan Tergugat II pada 
tanggal 16 Juli 1999 tidak sah dan karenanya batal demi hukum;

5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (CB) berdasarkan 
Penetapan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 11 November 
1999 No. 39/Pdt.G/1999/PN.TK yang dilaksanakan oleh April Yani, SH 
Juru Sita pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang di Bandar Lc ~ipung, 
berdasarkan Berita Acara Sita Jaminan pada tanggal 17 Nc /ember 
1999 alas sebidang tanah berikut Jagabaya/Way Hallm, Kecamatan 
Kedaton Bandar Lampung, Hak Guna Bangunan No. 349/Je :abaya. 
Surat Ukur tanggal 4 Maret 1S36 No. 697 1986, seluas 246 IV'".

| - | H | .  b d a r i  1 0  h H l .  P u t .  N . ) .  3 3 4  P ! C : 3d l / 2 G Q 3

■ /> * :
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6. Menghukum Tergugat I untuk menyerahkan Sertifikat Hak Guna 
Bangunan yang merupakan harta kekayaan bersama antara 
Penggugat dan Tergugat II, yaitu sebidang tanah berikut bangunan 

rumah permanen yang terletak di Kelurahan Jagabaya/Way Halim 
Kecamatan Kedaton Bandar Lampung, Hak Guna Bangunan No. 
349/Jagabaya, Surat Ukur tanggal 4 Maret 1986 No. 697/1986, seluas 
246 M2 kepada Penggugat;

7 Menyatakan gugatan ganti rugi terhadap Tergugat I dan Tergugat II 
tidak dapat diterima;

8. Menghukum turut Terbanding/semula Tergugat II untuk mematuhi 
putusan ini;

9. Menghukum Pembanding/semula Tergugat I dan tuiut 
Terbanding/semula Tergugat II secara tanggung renteng untuk 
membayar biaya perkara ini dalam dua tingkat peradilan, yang dalam 
peradilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 60.000,- (enam puluh

( j! ribu rupiah);
• r; ' . ./ ^ y

y  Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI No.
Z '~.
‘̂ ¿¿^fo7GK/Pdt/2001 tanggal 28 Februari 2002 yang telah berkekuatan hukum tetap 

tersebut adalah sebagai berikut :

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari .Pemohon 

Kasasi : SDRI. ETTY, SE yang dalam perkara ini diwakili oleh ; ALBERT 
TIENSA, SH dan kawan-kawan tersebut;
Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam 
tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah); 
Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan 

hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung No.1876K/Pdt/2001 
tanggal 28 Februari 2002 diberitahukan kepada Pemohon Kasasi dahulu 
Tergugat I/Pembanding pada tanggal 26 September 2002 kemudian 
terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I/Pembanding diajukan 
permohonan peninjauan kembali secara lisan di Kepaniteraan Pengadilan 
Negeri Tanjungkarang pada tanggal 4 Januari 2003, permohonan mana diikuti 
dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri 

' tersebut pada tanggal 4 Februari 2003; , 'i?

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut 
lelah diberitahukan kepada pihak lawan dengan .seksama pada tancgal 19 
Februari 2003 kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya telah ciajukan
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jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada 

tanggal 26 Februari 2003 ;
Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan pasal 68, 69, 71 dan 

72 Undang-Undang No. 14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan 
Undang-Undang No. 5 tahun 2004, permohonan peninjauan kembali a quo 
beserta alasan-alasannya yang diajukan dalam tenggang waktu dan dengan 

cara yang ditentukan undang-undang, formal dapat diterima ;
Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi 

telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya 
sebagai berikut:
1.. Sahwa Pemohon Peninjauan Kembali sangat keberatan keberatan bahkan 

menolak dengan tegas Keputusan Majelis Hakim Mahkarnah Agung karena 
tidak dilandasi pertimbangan hukum yang kongkrit dan nyata, malah terlihat 
jelas mencari-cari alasan yang mengada-ada dengan menyatakan 

.^Vermohonan Kasasi dari Pemohon Peninjauan Kembali (Pemohon Kasasi)
J i ¡nyatakan tidak dapat diterima, jelas putusan tersebut harus ditolak dengan 

I  y  tegas;
A.. Bahwa berdasarkan bukti-bukti sebagaimana yang terdapat dalam berkas- 

berkas perkara kasasi yang telah diperiksa Majelis Mahkamah Agung 
mengenai tanggal dan waktu mengajukan permohonan kasasi dari memori 
kasasi telah dengan jelas bahwa tidak menyalahi ketentuan hukum 
mengenai tenggang waktu mengajukan kasasi, untuk itu sudah selayaknya 
dan sepatutnya permohonan kasasi dari Pemohon Peninjauan Kembali untuk 

dapat diterima dan dikabulkan;
Bahwa berdasarkan putusan majelis hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang 
dalam perkara perdata No. 15/Pdt/2000/PT.TK tanggal 3 Agustus 2000, 
diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali (Pemohon Kasasi) 
tanggal 23 September 2000, kemudian Pemohon Peninjauan Kembali 
(Pemohon Kasasi) mengajukan dan mendaftarkan Permohonan Kasasi 
secara lisan tanggal 4 Oktober 2000, dengan langsung membayar biaya 
kasasi cleh Pemohon Peninjauan Kembali sendiri (belum didampingi 

kuasanya) jelas masih terhitung dalam jangka waktu 10-11 hari sejak 
putusan banding diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali 

(Pemohon Kasasi), masih tersisa satu-tiga hari lagi, sebagai batas waktu 

untuk mengajukah kasasi;
Kemudian menyusul berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 November 
2 000 , yang mana m 2mori kasasinya d ia ju k a n  di Kepaniteraan Pengadilan
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NegeriTanjungkarang tanggal 14 November 2000 . Berdasarkan hal tersebut 
jelas Pemohon Peninjauan Kembali (Pemohon Kasasi) tidak terlambat, oleh 
karena itu masih dalam tenggang waktu yang tepat menurut hukum hukum, 
tentunya sudah selayaknya permohonan Kasasi dan memori kasasi dari 
Pemohon Peninjuan Kembali (Pemohon Kasasi) secara yuridis harus 
din/atakan dapat diterima. Akan tetapi dengan tidak bijaksana ataukah 
karena telah salah menafsirkan batas waktu mengajukan kasasi, sehingga 
majelis Hakim Mahkamah Agung RI menyatakan permohonan kasasi dari 
Pemohon Peninjauan Kembali (Pemohon Kasasi) dinyatakan tidak dapat 
diterima, Jelas ini merupakan keputusan yang salah, karena telah menyalahi 
ketentuan hukum yang berlaku. Tentunya karena itu k?.mi Pemohon 
Peninjauan Kembali telah dirugikan, mengingat apa yang menjadi pokok 
perkara a quo dan permintaan Pemohon Peninjauan Kembali (Pemohon 
Kasasi) dalam memori kasasinya tidak dipertimbangkan dengan cermat dan 

' teli-.i oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung RI;
|  j 3 J Bahwa di samping hal di atas Majelis Hakim Mahkamah Agung telah salah 
? dan keliru dalam menerapkan hukumnya, karena bunyi dan maksud pasal 69 

UU No. 14 Tahun 1985 tersebut adalah mengenai tenggang waktu 
mengajukan permohonan peninjauan kembali yaitu dalam batas waktu 180 

hari (bukan batas waktu mengajukan kasasi). Oleh karena itu Pemohon 
Peninjauan Kembali menolak dengan tegas putusan Mahkamah Agung RI 
tersebut, karena tidak berlandaskan hukum, sehingga merugikan Pemohon 
Peninjauan Kembali;

4. Bahwa untuk mempersingkat uraian memori permohonan peninjauan 

kembali ini, maka apa yang menjadi permintaan Pemohon Peninjauan 

Kembali dalam memori kasasinya dan terhadap dalil-dalil bantahan dari 
Pemohon Peninjauan Kembali dalam persidangan terdahulu . .fnohon 
dianggap termuat pula sepenuhnya dalam memori Peninjauan Kembali ini;

; Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut ' 
Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan ke 1 sampai dengan ke 4 :
bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena 

alasan-alasan tersebut tidak termasuk dalam salah satu alasan permohonan 
peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 67 Undang- 
Undang No. 14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan 

Undang-Undang No. 5 tahun 2004 ;
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Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka 
permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh SDRI. ETTY, SE 

tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak ;
Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, 

maka biaya perkara dalam tingkat peninjauan kembali ini harus dibebankan 

kepada Pemohon Peninjauan Kembali ;
Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 tahun 2004 

dan Undang-Undang No. 14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah 
dengan Undang-Undang No. 5 tahun 2004 serta peraturan perundang- 

ur.dangan lain yang bersangkutan ;
M E N G A D I L I

Menolak permohonan peninjauan kembali dari : SDRI. ETTY, SE,
^  tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya 
j *' l  ' j .  r *  perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp.2. 500.000,-

V  « r y ^ u a ‘uta lirn.a ratus ribu rupiah);
/  Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah

Agung pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2005 oleh H. PARMAN 
SOEPARMAN, SH.MH Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah 
Agun^ sebagai Ketua Majelis, PROF. REHNGENA PURBA, SH.MS dan 
PROF. DR. H. MUCHSIN, SH Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan 
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua 
Majelis tersebut beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh 

SUTEDJO BOIVIANTORO, SH.MH Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri 

oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota ; K e t u a ;
Ttd.

Ttd/ PROF. REHNGENA PURBA, SH.MS H. PARMAN SOEPARMAN, SH.MH 
Trd/ PROF. DR. H. MUCIISIN, SH

Panitera Pengganti ;
Ttd/ SUTEDJO BOIVIANTORO, SH.MK
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Biaya peninSauankembali

1. M e t e r a i ................  Rp. 6.000,-
2. R e d a k s i  ...................Rp. 1.000,-
3. Administrasi peninjauan-

kem bali........................ Rp.2.493.000,-

Jumlah Rp.2.500.000,-

Untuk Salinan, 

Mahkamah Agung RI 

Panitera 

iPIt.. K£(^d\a Dir^k^6rat Perdata,

X  hO WIGNJOSUMARTO, SH
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Pada hari ini ; K. A B U ,  Tanggal 2 4  MEI 2006, Salinan Resmi Foto Copy Putusan 

Perkara No : 334 PK / Pdt /  2003 tanggal Putusan 06 Oktober 2005 diberikan kepada 

N Y. MENIYATI YOHANA sebagai Termohon Peninjauan Kembali, atas permintaan 

sendiri dengan membayar upah tulis sebesar Rp. 2.750,- ( Dua ribu tujuh ratus lima

puluh rupiah ) . ---------------------------------------------------------------------------------------------------

PENGADILAN NEGERI KELAS I A 
TANJUNGKARANG

PERINCIAN BfAYA-BIAVA :

- Materai
- Upah Tulis

: Rp. 6.000,- 
: Rp. 2.750,-

./umlah ; Rp. 8.750,-
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JUAL -  B E L I .-  (SEBAGIAN.-  

GUNA •-BANGUNAN.-  
B-...6/K D ..... .......

AKTA JUAL-BELI
No. 207/NDT... ! _  KD.... I , p 86—

Pada hari ini. hari •?...<?..!?..* .« !.... tanggal ..22Pebru?ri.::..-.. 19..$.$-
datang m enghadap kepada kami IMRAN..MA.J.AJRUE.,..SARJANA..HUKUM»«*.....

...NaiARIS..DI..MaDVA.eANDAR.-LPMHjNG.-.
oleh M enteri DaJain Negeri dengan surat-keputusannya

] langgal 19..8S .N om or S,K ,..£fl/DJA/.198&«>-
j 1) sebagai’------

ditunjuk
'^penjabat pem buat akta tanah yang- diiilaksudkan dalam pasal 19 Peraturan 
jPemerintaJi No. 10 ta h u n -196.1 tentang Pendaftaran'Tanah qntuk Wilayah KODYA — 
lDftR..LAMRUAfG:>.v.KEC..T.G .  B.X WT.ANG-, KEC »KE-T-I-By NG-,KEGv WATAR--&AW--KEC. GD .  TAT 
jjifngan dihadliri oleh saksi-saksi yang kami kenai/diperkenalkan kepada kami^AN.KAB.L^ 
]lan akan disebutkan dibagian akhir akta ini : SELATANo-
], T u an  tommy 50EKIAT0 S A N 3 0 T 0 ,..D ire k tu r  PERMAI "
. ‘ b e r  t  e  m p a 't ' ' 't 'i ' n g g a’ i ‘ “ d i ‘' ‘6‘̂ ri B ar’ Lanipung y 'j a T e n ’ S e r ^  » —
1 K0tnpTek’‘lff&V"HaTl'iW"Pefmai**'F:n:’BaxVTZ;7 ^njungl<arang7-‘" 2}

- • • M e n u r u t " 1 c e t e r a n g a n r t y a - d a T a m - H a T - ^ e k u a t a n  -
• • B u - i 'a t - K u a 9 o - d e n - S u r o b - P e r » e tu d u a n ” ditrauiah‘"tan g arr* in aB in g -jp asin  
..± e ir .ta n g g .a l v. . j a k a r t a . . n 9 - 9 —̂ 98i*r .-b e rm e te ra i..G o k u p -< ia n : d i l e k a t k a  
..p .9 d .« ..ro in lt . .e k .ta ..in i . , . . ja e b a f .a L ..K u a a a ..d a x i ..d a a .s e b a g a i- 'c ie m ik ia n  
..H.9.t\y.K:..^.?.0...Si.?.?...na[na...sej:^a i^en}Rgjk.y3.1}..iti^},...(l^..bBX,ti.P«,'bu n 9 j a u a

sep en u h n y a  untuk : -  ..........  i )

tuan tfEiVDftO SANTGSO G0ND0KU*SUMQf Direktur UitamajP.T. " WA 
.........."HALIFT PERMAT"“’J« .................................................................... 2)

O v- ■8ersBmbunigr*1ce” HaTaman” A,; ~ ......................................selanjutnya disebut penjual :

ruan-.S--Y.-A--M--S"U” €>”I-” Wj*"Umur-”̂ ” t e b u n y P ,a rk u -l l T j " ' li...... ^
3 e r te w p a t" 1 ;T ( ig g ^ r ”dI--B W ndar,x m p u h g ” ,j a r a n , Vos” H iuaB fsoi)

 ̂ i  . . . T . ? . l y k b ^ ................... -)
-  ..Uai»jg.anegar.a..I n d n n e s ia — ..............................................................7*

.................................................................................................. 2 )

.................................................. ............... 2)
............*.....................................................................3)

............................................................... 7}

...... ;...................................................i!!!!!!!!!”””!”!!.'.*.*!.'.*!.'".'....!....3)
selanjutnya disebut pembeli :

Para ..... ..........

Pembatalan akta..., Danuta Putri, FH UI, 2008



Jika pembeli tidak mendapat izin dari Instansi pemberi ¡7.in yang 
berwenang untuk membeli tanah hak tersebut sehingga jual beli ini menjadi 
batal, maka ia dengan ini oleh penjual diberi kuasa pcuuh yang lidak dapat 
ditarik kembali; dengan hak memindahkan kekuasaan ilit untuk menyalibkan 
hak atas tanah itu kepada pihak lain »uis nama penjual.denr.au dibebaskan 
dari pertanggungan jawab sebagai kuasa, dan jika ada.menerima uang ganti 
kerugian yang menjadi hak sepenuhnya dari pembeli.
Adapun uang pcmb<Jlian yang sudah diberikan kepada penjual tersebut di 
atas tidak akan dituntut kembali oleh pembeli..

J’asal k...*
.PAUaknPiJ âlS..V.9.Cig..fi.9.rM..Kep.9.da<,yanQ>tlain.-tidak,,akan - - - -  s ) 

... i? S.n g 3 J HK? n . t  u n .t u t  a n,. ap a p u n juga rnenyenoikeadaan )
' s e s u a tu  yang d iju a T ’d a r id ib e l i ’Ter9eBut’’,sebogoKmWna 

"*Hi’uraikefn’’dalam**aK‘tW'TnI\***lcSreffS’PeinW6Ti’'*'t,6TaK,,HI'6'rtge t'a $) 

“'huTfiy^V "T:)’e 9I'tu*"pUl r̂‘WenyBnai”t l t l a k ,CDx:Qk"lu8onya-maupun 
•"■ti'dak'*'tHpat”;ifcurannyoy”beta3i*bf»baenyx>"afcau ■ k ek u ra n g a n -5} 
••••lei-nny.e*w......................... ............................................................................. * >

-• •Surat..Ketarangan..P.?.ni.®fi.?.?!?.n..J.?1.i,.i?̂  .Nomor : /*6B / s) 
...tanggal 15..PBbruarl...198&..d9ri..^aniDX...flgi.ar.i.a..K»ota?!5?d.va 5> 
.. .?.n ?J a.r.... hw p.y.p.s • r s >

... v..... .......... .'..’.¿.j.......................................................................5 >
Pasal

Ongkos pembuatan akta ini, uang saksi dan segala biaya menuenai 
peralihan hak mi, dipikul jGJch e .!&.&. e...l. i . ~ .............................

Demikian akta ini dibitfuiihadapan T.uan..XHflMBJ.N..CJan...NyRn.ya.T.. 6 >
KUSMI A.T.I r.. K edu a~ duan y a,. Png a u ai.. tta n .t ox... Nat L 5.. d.a Q.. - ..........6)
•P.5.K*BIPP.a.J}...tiA.nggal...d.i..B.andar j_a^ 6 >

6 )

6)
6 )

sebagai saksi-saksi dan setelah «dibacakan dan dimana perlu dijelaskan oleh 
kami, maka kemudian akta ini dibubuhi tanda tangan/cap jempol !) oleh para 
penghadup, saksi-:;aksi dan kami, penjabat pembuat akta tanah.

Penjual, Pembeli.

' S 7
MoJ I / ^  

Htita iuriAii 'C__

CrpMMV..SQ£HIfl.TIl..Bflf\IJDTD ) ( JS..y..A.JH..g..U..O.X..EUrJ
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D ip oto  copy s e s u a i  a s l in y a  o le h  sa y a ,  
PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH d* Kodya -  
Bandar Lampung, pada h a r i  i n i ,  Jum'at 
ta n g g a l  1 Oktober 1 9 9 9 . -----------—^ ----

P E J A p A T - ^ P E M H U A T  A K T A  T A N A I t

i / W
T*/"7 rijm jT 'A ItU F  , SH. A

Penjabat Pembuat Akta Tanah,

'..L H A M r  i (\j, J  )

--------0 . w
S a m b u n c j c J n  d a r i  H a l a m a n  1 . -  ( P E . N 3 U A L  ) • -

2 -- Tuan 5UHARG0 GUNO'OKLJSUMO ;
3.- Tuan DASUKI ANGKOSUBROTO ; d k sebagai Komisi;

~ Masing-masing Nomor 2 dan 3, b jelukbetuni
P . T .  - UAY HALIM PERMAI ",  b e r k i J f l MART f l . I  ”
dan Ketiganya bertempat tinggal .di

FOTO COPY DIPERIKSA DAN-

k « H P >
" ™ TAHUVJttefKA?WG

¿ i w r y

fufj! y .j5^0A7397
1) Yang tidak perlu dicoret. nckcriaan te'mpit tinggal. penj.Jil
2) Diisi nama, umur, kew arganegaran, peto, „

pembeli serta jika bersuami sebutkai j

3, r ^ r ' ^ - t a n a l , , ^  teta» ^  ^
4) Jika tidak diingini, keterangan Paal syarat^yarat lain, >'«
5) .. .Ruangan kosong ini dapat dipergun. • BMamana tidak diperguh* 

dipandang perlu oleh kedua belah p
harus dicoret (Z). .

6) Diisi nama, pekerjaan, dan tempat tinggal para

K E T E R A N G A N
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A K T A  J U A L  B E L I
No32C/09»03 /Jg.11— /1506*-

Pada hari iiji, Soljaaa, tanggal ooa&ibelao J u li aaribu soabilanratuo- 
geabllfittgyloh acara ( .16-7-1996 ) | — — ......■............ — ■■■■■■■

datang menghadap kepada saya, TAUTIK HIDAYAT* S arj an a Hukum«
*g^ g K e ^ 'rrflayafm,!m̂glgtt, • •hosams» -■------------

oleh HeBtwfrflalBM Negeri /Menteri Negara Agraria /Kepala Badan Pertanahan 
^ dhenrffiw k9tanftiflnididam'paoal«g4tefrtwtt»»'Montori- Agraw- No»-K¥496t
Nasional dengan Sura'f Keputusannya tanggal ̂  J«ouar±1yyi?

dfangVat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah yang dimaksud dalam

pasal i9 Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah 
untuk Wilayah KOtaraaftya Bandar  Iaapune, , ...............     . . . .  ■

dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang dikenal oleh saya, Pejabat Pembuat Akta 
Tanah dan akan disebutkan di bagian akhir akta ini:

Uteufc 5** tahun, Warga Negara Ia» 
teooU t berW ^v -tinggal di Kabupaten lAfflpung Selatan« Do«»» 
SfesJuBgHi* R3?*09» 8V«CK̂  Kslunihan &aajtm£pC9 Kocam tnn Kati bung. 
«■Ontaik eemeobof» b«rsda di Beader I«s>u»s*

tJntuk «>Xan4uti$?a diwbufc ,fPIEAK PERTAMA". 
n«-Rcoa SGCZf Vtfp&ad flwwtaf Vaace JS3 talam« Wor©a Ho^oru Indonania 

beriaapai tinggal 41 Beatfor Utapang, Tolak Jaya, BT«01» RV«02f — 
VC«2| Kalunohoa Po&jfuog Salataa, Kccaflwtan ^onjon^«
«fielaisu Uofak o«inajtitqya dieebut 'S’IHWC KEDUA”.
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Para penghadap dikenal oleh saya, Pejabat Pembuat Akta Tanah.
Pihak pertama menerangkan dengan ini menjual kepada pihak kedua dan pih 
kedua menerangkan dengan ini membeli dari pihak pertama yaitu :
- sebagian dari : -*—■
- sebidant* tanah : HAK GUNA BANGUNAH,-

No.> Jagahaya, Desa Jagabaya«-
- huk milik atas satuan rumah susun tersebut dalam sertipikat hak milik ai 

satuan ruinah susun No.
Diuraikan dalam Surat Ukur / GjrrTfrm*9itro3H<,Gnmbinr'Dcnal,r(anggal ***"' 

. -----------^^1936-------  No. 697/1986*-
juas —— in 2 ( duara^u a en patp u luh  enam —

. .......... . ■ . ------- - mclcr persegi)
- persil No. ...... Blok ...... Kohir N o . __ .w

- terletak di :
- Propinsi Daerah T in g k a t  I : ,-&A.MPUNG#-
- K Kotamacfy«< D aerah  Tingkat II : Ro-y-^r

- Kecamatan : K;i21A!K)N*-
- Desa / Kelurahan : Jz<t!&ha7 i}/Ua.y K a l i n , -

- Jalan :
- Adapun luas bidang tanah yang dimaksudkan dalam akta ini lebih kurang

m2 £ ' meter persegi)
dengan batas - batas sebagai berikut :

- Jual beli ini meliputi pula : oV'g&la apa yang ditanam dan didirikai
dlat&a bidang tanah tero’./but*-

selanjutnya dalam akta ini disebut " objek jual b e l i".
Pihak pertam a dan pihak kedua menerangkan bahwa :
a . -  jual beli ini dilakukan der.gan harga : i<p#l 2 «075«000 ,00*-( duaboll

juta tujuhpuluhU m  ribu rupiah )j -

b. - pihak pertama meng-Jcu telah menerima sepenuhnya uang tersebut
diatas dari pihak kedua dan untuk penerimaan uang tersebut akta ini 

berlaku pula sebagai tanda penerimaan yang sah (kwitansi).

Pembatalan akta..., Danuta Putri, FH UI, 2008



- Pasal5«»
- Kedua belah pihak dalam hal ini dengan segala akibatnya memilih tempat 
kediaman hukum yang umum dan tidak berubah pada Kantor Panitera Pengadilan 
Negeri Kias I  B Sanjitngkaraag di Bandar ».......

- PasaKS*-*
- Biaya pembuatan akta ini, uang saksi dan segala biaya mengenai peralihan hik
ini, dibayar oleh Pijjafc KoduV^eobollg ..... --------------- —.-fc..».-.------

- Demikianlah akta ini dibuat dihadapan ■ tusa HOHftHHAtf YUSUF, Saroni
Kukun <k»n nona H¥XMA3 A3R1 AUKIiiA, kedua-duanya jjegauai i'ontotv 
'Notsrit/P.i-.A.T. dan btrteapat tiasgal di 3sadar IcnTun".------

sebagai saksi-saksi dan selelah dibacakan seria dijelaskan, mu ;a akta ini ililandj 
tangani atau dibubuhi cap ibu jari oleh pihak pertama, pihak kedua. saksksak:i 
dan saya, Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Pihak pertama, Pihak kci ua.

C y A M S U DD I K B V I
Saksi  Saksi

¡'CKlAbWO) YUSUF, Slb MittJAS Ai*il .\uauA
Pejabat Pembual Akta Tanah

TAUFIK HIDAYAT,311,

SEBELUM TANAH DIMAKSUD DALAM AKTA JUAL BELI INI DIDAFTARKAN PEMIN­
DAHAN HAKNYA KE KANTOR PERTAN/iHAN KABUPATEN/KOTAMADYA. DILARANG 
UNTUK DIPINDAHKAN KEPADA PIHAK LAIN, KECUALI JIKA ADAJWBNOLAKAN 
DARI INSTANSI BADAN PERTANAHAN NASIONAL SEBAGAIM̂ iÂ lSBAaKSUD DA­
LAM PASAL 3 AKTA INI.

J/O: J O j/ ??//:« A
D irSii^^SI0 C0PY DIPERIKSAW- 
T p S K ? fi ^ iiS l 5URAT ASLINM. 
UA« i’? .vW

^eiVKrLAsi
FA.

. t:
U'-.’-'i /' T AN-IL'.'
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NOTARIS 
TAUFIK HIDAYAT, SH.

SURAT KETERANGAN5 
Nomor : 7 i i / V I  l /NT.-i / j .v96.

Yang b e r t a n d a  t a n g a n  d ib a w a h  i  r. .i --------------------------------------------------

TAUFIK HIDAYAT j SH. N o t a r i s  d i  f.ii.ncjar Lampung, b e r k a n t o r  
d i  j a l a n  Ik an T o n g k o l  66 TelLikfc.jtui-.g, S a n d a r  '..smpup.g. -----

d e n g a n  i n i  m e n e r a n g k a n  : ------------------------------------------------------------------------

-b a h w a  pad a t a n g g a l  16 J u l i  1996  t e l a h  d i t a n d a  t a n g a n i  
A k t a  J u a l  B e l i  nomor 3 2 0 / 0 7 . 01/r ij  . B/ j .996, .  d i h a d a p a n  s a y a  
S e l a k u  P e j a b a t  Pembuat  Akta  Tanah u n t u k  w i l a y a h  Kotama-  
d y a  B a n d a r  Lampung,  a n t a r a  tuan SV.^f'SSUDDi'N. s e b a k u  P e n ­
j u a l  r lengan non a E'TI. s e l a k u  Par!io-:3i i  a t a s  s e b i d a n g  ta n a n  
s e r t i  p i k a t  Hak Guna Bangunan no;nor 3 4 9 / J a g « b a y a . »  d e s a  
J a g a b a y a ,  s e l u a s  2 4 6  M 2 t e r l e t a k  K e l u r a h a n  J a g a  b a y a /  
W a y* /-/¿i l s . n ,  K'c>caina tar» Keda ton Kttw.rjidya B a n d a r  L a/n pun g - -

- b a h u a  p e n g u r u s a n  b a l i k  r.a/aa S t i r t . i p z . k i a z. .-nenjaria a r a s  
nama P e m b e l i  ke  ttacan ?©rtanahan N a s i o n a l  K o t a m a c y a  Ban­
d a r  Lampung d i l a k u k a n  m e l a l u i  V'.

A p a b i l a  o l e h  Darian P e r t a n a h a n  /\;as.i£;-vr. .i f .o tamacya B a n o a r  Lam­
pung t e l a h  d i t e r b i t k a n  S e r t . i p i k s t i . y a ,  t e l a n  d i  o a 1 i  ;<
nduna m e n j a d i  a t a s  nama P e m b e l i  ¿iiaKS 'h-:?r~T..ip j.k&t t e r s e b u t  d i s -  
t a s  akan  s a y a  s e r a h k a n  kepada PT. .L-ANi*. TABUNbAN K'EbARA 
(PERSERO), Cabang Ban dar  Lampung--------------------------------------------------------

D e m i k i a n  . s u r a t  k e t e r a n a a n  i n i  rJibua.. u n i u k  d a p a t  d i p ' a r g u n a -“
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PERJANJIAN KREDIT PEMILIKAN R U M A ^ V' 4 : ^ / ^  

ANTARA
PT. BANK TABUNGAN NEGARA (Persero)

DAN
...

No. 267.2 ..¿BL.ifX /S ^.?L I< /96  

Yang bertandatangan dibawah ini:
I. PT.- BANK TABUNGAN NEGARA (Persero) d i ...... ..............................................................

Perusahaan Perseroan (Persero) PT. BankTabungan Negara, berkedudukan di Jl. Gajah
Mada No. 1 Jakarta Pusat, didirikan dengan Akta Pendirian No. 136 tanggal 31 Juli 1992
yang dibuat dihadapan Muhani Salim, SH, Notaris di Jakarta yang salinannya telah
disetujui Menteri Kehakiman RI dalam keputusannya No. C26587.HT.01.01 TH.92
tanggal 12 Agustus 1992 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia
Nomor : 73, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor : 6A tahun 1992,
dalam hal ini berdasarkan surat kuasa Direksi No; ...U9/P.iE/.1Q9.4..........  tanggal

..... .................................................... diwakili oleh ...........................
....................................................................................................................... ...........  dalam
kedudukannya selaku Kepala Cabang PT. Bank Tabungan Negara (Persero) d i ..............» a
dengan demikian sesuai Pasal 10 ayat 2,6 dan 7 Angaran Dasar tersebut, mewakili Direksi 
dari dan oleh karena itu untuk dan?atas nama Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Bank 
Tabungan Negara, selanjutnya disebut BANK.

II......... ................ ............. Pekerjaan ..............
beralamat (alamat kantor) .^.•.yff.s..^dar»gNo«2:./i»Betun&........ ............bertempat
tinggal di Jalan  ...........................  .........................................................(alamat rumah),
dalam hal ini bertindak untuk dirinya sendiri, selanjutnya disebut DEBITUR.
Dengan ini kedua belah pihak telah sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kredit, 
yang selanjutnya disebut Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah dimana Bank Setuju 
memberikan pinjaman sejumlah uang kepada Debitur dan dengan ini pula Debitur 
menyatakan berhutang kepada Bank dengan ketentuan pokok sebagai berikut:

PASAL 1 
JUMLAH PINJAMAN

(1) Besar pokok pinjaman Rp. ....4»472.?.l3$j-..................................................................... -
( . & . .SWE&k.. ra tu a  tu ju h  pu luh  aembilan r ib u  s e ra tu s  t i j j a  j>uiu^i Rp 
Disamping pokok pinjaman, jumlah pinjaman meliputi pula pembebanan bunga dan 

j biaya-biaya lain yang menurut Perjanjian kredit ini harus dilunasi oleh debitur, tetapi 
tertunggak.

i 12)i

3 PASAL 2
BUNGA

*fl) Atas jumlah pinjaman baik yang berupa pokok pinjaman maupun tambahannya
* yang terjadi karenn adanya tunggakan bunga dan biaya-biaya terutang, debitur di- 
1 kenakan bunga sebesar...... .1.0................ % per tahun.
)2) Suku bunga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini setiap saat dapat berubah, 

sesuai dengan ketentuan Bank.

PASAL 3
PEMBAYARAN KEMBALI KREDIT DAN JANGKA WAKTU KREDIT

|1| Jumlah pinjaman hatus dibayar kenibali (dilunasi) oleh Debitur dengan pembayaran1 
i angsuran bulanan sebagai berikut: /  ' /
1 /  <  
1 • (a) Angsuran Tetap............. .¿¿r;*:.'!,..
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(a) Angsuran Tetap.
A p a b i l a  b e r d a s a r k a n  cara perhitungan anuitas dan sepanjang tin\ 
adalah sama seperti ditetapkan pada ayat (1) Pasal 2 perjanjian 
angsuran bulanan yang wajib dibayar oleh Debitur kepada Bank adalah sebesar
R p .......... . i a £ . - 4 . 1 0 . , ~ ............................ ..............................................   i  - s e r a t u s .  J i m u . . r i b u . . e a p a t . . x a t i i s . . . - r . . . . .

sejpuluh ^nia})..................... ........................................  )
setiap’ bulan dalam jangka waktu .... 6 0  . i e n a |n . . j ,u lu l i j . .  b u la n . .................................................
tahun sedemikian rupa sehingga pada akhir jangka waktu, yaitu pada tanggal 
............................................................  seluruh pinjaman harus lelah dilunasi oleh Debitur.

(b) Angsuran DTP
Apabila berdasarkan cnra perhitungan Angsuran Diturunkan Pada Tahun Pertama 
(DTP) dan sepanjang tingkat suku bunga adalah sama seperti ditetapkan pada 
ayat (I) Pasal 2 perjanjian ini, maka jumlah angsuran bulanan yang wajib dibayar 
oleh Debitur kepada Bank :

Untuk tahun pertama adalah sebesar Rp.
( ......................................................................................................... )
setiap bulannya.

-  Untuk tahun kedua dst. Rp....................................................- ( .....................................
....................................................................................................  )
setiap bulan dalam jangka waktu ................................................................... tahun,
sedem ik ian  rupa sehingga pada akhir jangka waktu yaitu pada tanggal
..........................................................................  seluruh pinjaman harus telah dilunasi

oleh Debitur.

(2) Dicapainya akhir jangka waktu kredit sebagaimana dimaksud dalam ayat (I) pasal ini tidak 
dengan sendirinya menyebabkan lunasnya pinjaman, karena pelunasan pinjaman 
akan tergantung sampai dimana Debitur telah membayar dan melunasi seluruh jumlah 
p in jam innya  sebagaimana dibuktikan pada rekening pinjaman atas nama Debitur 
sesuai dengan pencatatan dan pembukuan Bank.

P A S A L  4

T A N G G A L  J A T U H  W A K T U  PE M BA YA R A N  A N G S U R A N  

B U L A N A N  D A N  D E N D A  T U N G G A K A N

(1) Debitur diwajibkan untuk melunasi kewajiban angsuran bulanannya dimuka, sehingga 
angsuran untuk bulan pertama harus dilunasi bersamaan dengan penandatanganan 
Perjanjian Kredit ini, sedangkan angsuran bulan-bulan berikutnya harus sudah dilunasi 
selambat-lambatnya pada tanggal 10 bulan.yang bersangkutan.

(2) Keterlambatan dalam memenuhi kewajiban angsuran bulanan menyebabkan tim ­
bulnya tunggakan.

(3) Keterlambatan pembayaran kewajiban angsuran bulanan (tunggakan) yang melebihi 
tanggal terakhir bulan yang bersangkutan dikenakan derida tunggakan sesuai dengan 
ketentuan yang ditetapkan oleh Bank.

P A S A L  5

P R O V I S I  B A N K  D A N  B I A Y A  L A I N N Y A

(I) Debitur vyajib membayar provisi Bank sebesar R p......2Zi.4Q.Q*r. . ...................-
{ ..........................................  )
yaitu sebesar........ .Q.i5..................... % dari Rp....4.^4.75.f..l30.».v.......................................... ,-

harus dilunasi bersamaan dengan penandatanganan Perjanjian Kredit.

(2) Disamping provisi
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(2) Disamping provisi Bank, Debitur diwajibkan membayar biaya-biaya lai) ____ _____
lukan dalam proses pemberian kredit dan pengikatan jaminan kredii5̂ ^ ^ ^ ^  
liputi antara lain, biaya pemasangan hipotik, biaya taksasi, biaya akta-akta^rTOTc 
biaya dan premi asuransi atas barang jaminan kredit dan biaya-biaya lain, sesuai 
dengan ketentuan Bank.

PASAL 8 

AGUNAN KREDIT

(1) Agunan (jaminan) utama atas pinjaman yang, timbul karena Perjanjian Kredit ini 
adalah..tiapaix..dan...bajigunan.'niina^ y^ng f.Av!<ataic..iH....iCs3.>SuJs8Xftnfi,.^X.Qj^R..
..A?»0?...ifey.. .  . K o d y ............................

(2) Disamping jaminan utama sebagaimana dimaksud dalam ayat (I) pasal ini Bank dapat 
meminta jaminan tambahan lainnya.

PASAL 7
PENGGUNAAN PINJAMAN DAN KUASA

(1) Pinjaman pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) Perjanjian Kredit ini,
digunakan oleh Debitur untuk pembelian sebuah rumah berikut tanahnya dari Syameuddin ____ ___«o

(2)

. r: r. a. r.r.r. jt rr. v. . .r.Svf-***?., U y.«, wujuri BUJ.un .......................

Sesuai dengan penggunaan pinjaman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal 
ini, dengan penandatanganan Perjanjian Kredit ini sekaligus Debitur memberi kuasa 
yang tidak dapat ditarik kembali kepada Bank untuk membayarkan pada saat yang 
dianggap baik oleh Bank jumlah uang yang diperoleh dari pinjaman tersebut, kepada 
pihak penjual.

PASAL 8 
LAIN - LAIN

(1) Untuk Perjanjian Kredit ini berlaku sepenuhnya ketentuan dan syarat-syarat yang 
dimuat pada Ketentuan dan Syarat-syarat Umum Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah 
Bank Tabungan Negara yang merupakan lampiran dan satu kesatuan yang tidak 
terpisahkan dari Perjanjian Kredit ini.

(2) Perjanjian Kredit ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak.

'w. ¿<>'y J1?
STEUHfsi FOTO COPY DIPERIKSA DAN- 
>E0C0KKAN DcNGAN SURAT ASLINYA. 
.WAT/. F. K' COCOK-

Bandar„Lsunpun^ ^ ......... . 19̂ .~.

PIHAK DEBITUR

'k
) / iin. E T I ,

.............................................

- 3 -
>t. . o

Pembatalan akta..., Danuta Putri, FH UI, 2008



NOTARIS
TAUFIK HIDAYAT, SH.

SK- Menteri Kehakiman No. C - 107. HT. 03. 01.Th 1994 Tanggal 13 Juli 1994

A K T A

..................PSIKGAKUASi.IILJTAjvC;......................................

Tanggal

•DjU? KUASA UW rUK.W W L ............................

16 Juli 1996 .......................

Nomor : C* /J.6 H»

................. S. A. L. X. W. A.K...........

JL IKAN TONGKOL NO 66 
TELUK BETUNG- BANDAR LAMPUNG 

TILP(0721) 481356
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PENG A KUAK' riL '■! ANG 

DAN KUASA UNTUK .‘tt.rlJUAL 

Nomor :

J - P a d a  h a r i  i n i ,  S e l a s a ,  t a n g g s l  ^ n a m b e l a s  J u l i  c a r i b u

s e m b i l a n r a t u s  s e m b i l a n p u l u h  en:.a. < 1 6 - 7 - 1 9 9 6 ’» . -------------------

h a d i r  d i  hadapan s a y a ,  TAUFIK t ;I ¡’j AV A’! , S a r j a n a  Hukum,

N o t a r i s  d i  Bandar  Lampung, cicrr.j.„-.n d i h a d j  n  o l o ^  s a k s i -

s a k s i  ya ng  nama-namanya akan -Ji -<;but  p a d a  , -kh. ir a k t a

i n i  dan t e l a h  s a y a .  N o t a r i s ,  * i. s - - ---------------------------------

1 .  - Nona E T I , P e g a w a i  S w a s t a ,  b e r t e m p a t  t i n g g a l  d j.

Ba n d a r  Lampung,  T e lu k  J a y a ,  RT. 01  , RW,0 2 ,  L K. 2 ,

K e l u r a h a n  P a n j a n g  S e l a t a n ,  i .r .c  am a ta n  P a n j a n g . ------------

, - p e m e g a n g  Kartu  Tanda Pen;iudak Kolawariva  B a n d a r
I .

; lampung nomor : 18 . 7 1 . 0 8 .  > 003/ ! . ;r.'1- J / 0 7 1 3  L / 0 4 ,l*f'6/» . --------
j
j - M e n u r u t  k e t e r a n g a n n y a  belur. per nai) men ik - i h  - - - ....—

- u n t u k  s e l a n j u t n y a  akan dis^t,-.ii PEMINJAM.--------- -------- ----- —

•¿. -T uan  KARNADI KASDT , Pemliispa r« C;-t h .h n g PSRUBfiHnAN PER­

SEROAN i PERSERO) PT. RANjr w « ;  jNGAN NEC A! iA, k a n t o r

• Cabang Bandar' Lampung, b e r t e m p a  c i v r u j g a i  d i .  B a n d a r

j Lampung ; __________________ ___ ___________________________________

J - m e n u r u t  k e t e r a n g a n n y a  dalam h a l  i n i  m w n j a l a n i  . H -  

J b a t a n n y a  t e r s e b u t  dan b e r d a d a r k a n  S u r a t  K.uasa D i ­

r e k s i  t a n g g a l  d u a p u l u h  1 :una O k t o b e r  s e r i d u  s e m b i . I -  

a n r a t u s  s e m b i l a n p u l u h  empat i 2 5 - . 1.0 - 1 9 9 4  > n om or  L19  

d i b u a t  d i  h ad ap an  MUHAN) iJi-ii • h b a n a n a  Hukum- N o ­

t a r i s  d i  J a k a r t a ,  d a r i  d a n  karsmar.ya  mauak i  i i  D i ~  

r e k s i  dan s e l a k u  d e m i k i  ¿m fror i. ir,dai: uncui '  a t a s

nama PERUSAHAAN PERSEROAN ( PERSERO 't PT.  BANK Trt- 

BIJNGAN NEGARA, b e r k e d u d u k a n  d i  J a k a r t . A ,  yarin a n g ­

g a r a n  d a s a r n y a  t e r t a n g g a l  t i g a p u l u h  s a t u  J u l i  s e r i -
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serno.i i a n r a t u s  sc?mb: ¡ - o u t. *31 . -7—19 92)

nomor’ 1 3 6 ,  d i b u a t  d ih ^o. : '  .. :-mHANT SAi I?*;, N o t a r i s  

d i  J a k a r t a  t e l a h  nicndap^* . . r n a e s a h a n  d a n .  M e n t e r i  

K e h a k i m a n  R e p u b l i k  Indor.o:-. ^  s e b a g a i m a n a  t e r n y a t a  

d a r i  S u r a t  K e p u t u s a n n y a  *■ .u L d u a b e i a s  A q u s t u s  

s e r i b u  s e m b i  1 a n r a t u s  »emb ; : ,-Ar.pul uh dua  i' 1 2 - 8 - 1 9 9 2 )  

n om or  : C 2 - 6 5 8 7 . HT. 0 1 . 0 1  ‘ l-!,92 dan t e l a h  diumumkan

d a l a m  B e r i t a  N e g a r a  Repuh;.vI I n d o n e s i a  t a n g g a l  s e ­

b e l a s  S e p t e m b e r  s e r i b u  s&isih l i - tnraLus  s e m b i l a n p u l u h  

d u a  ( 9 —1 1 —1 9 9 2 ) ,  nomor: 73« Tambahan nomor : 6A,

s a t u  dan l a i n  s e s u a i  dentjan k e t e n t u a n  p a s a l  10 a y a t

2 ,  A dan 7 a n g g a r a n  d a s a r  p a r s o r o a n  ; ----------------------------

- u n t u k  s e l a n j u t n y a  ak an d i s e b u t  BANK«----------------------------------

P a r a  p e n g h a d a p  t e l a h  s a y a ,  N o t a r i s ,  k e n a l . ------------------------

P a r a  p e n g h a d a p  b e r t i n d a k  s e b a g a i m a n a  t e r s e b u t  d i a t a s

m e n e r a n g k a n  : -------------------------------------------------------------------------------------

—b ah w a n o n a  ETI t e r s e b u t  d i a t a s  d e n g a n  ini .  m e n g a k u i  

t e l a h  b e n a i— b e n a r  dan d e n g a n  s a h  b e r h u t a n g  k e p a d a  

PT.  BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO), berkedudukan d i  J a ­

k a r t a  y a n g  p e l a k s a n a a n n y a  m o l a l u i  Cabang Bandar  Lam­

p u n g ,  s a m p a i  j u m l a h  Rp.  J3C, -  ' e m p a t j u t a  e m p a t -

r a t u s  t u j u h p u l u h  s e m b i l a n  r i b u  s e r a t u s  t i g a p u l u h  

r u p i a h )  k a r e n a  p i n j a m a n  uar.c: s t a u  jumlah  ya n g  l e b i h  

b e s a r  s e b a g a i m a n a  d i  kemudia n .".ari mungkin  d i s e t u j u i  

o l e h  BANK d a n  j u m l a h - j u m l a h  y a n g  t. e  r hu * t* ng akan t e r ­

n y a t a  d a r i  R e k e n i n g  Koran ya ng  d i k e l u a r k a n  o l e h  BANK

s e l a n j u t n y a  d i s e b u t ,  j u g a  HUTANG.---------------------------------------------

—P e n g h a d a p  t u a n  KARNADI KASDI, b e r t i n d a k  s e b a g a i m a n a  

t e r s e b u t  d i a t a s  men era n g k a n  bahwa BANK d e n g a n  i n i  me­

n e r i m a  PENGAKUAN HUTANG t e r s e b u t  d i a t a s  d a r i  PErUNJAM.

Pembatalan akta..., Danuta Putri, FH UI, 2008
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